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The purpose of the research was to figure out the perceives of the fisherman community on the obstacles of Fishery Co-Management system in Aceh Province. The population of the research consisted the entire fisherman within four districts who have implemented Fishery Co-Management System. Using Cluster Random Sampling method, this research identified 450 respondents whom were asked to fill the questionaire as well as involved in the group discussion where other stakeholder in fishery sector also parcipated in. The result of data anaysis concluded that all dependent variables significantly influenced the welfare of fisherman community in Aceh province. The test was conducted for both partially and simultantly in predicting the influences of co-management’s variables to fisherman community’s welfare. During the study, some obstacles found in implementing the co-management system in the fishery sector in Aceh categorized as internal and external obstacles. Internal factor consisted of behavior change of the fisherman community which was hesitant in applying the system at the introduction period. And recently, the co-management system in fishery sector was carry out smoothly. It was suggested to continue the coordination with rural community member, respective Community Leader in fishery sector, goverment official in establising the sustainable Fishery and marine resources reservation management. By doing this particular coordination and collaboration, many ideas will rise as well as the solution to the current problem which were facing by the community in fishery sector in Aceh province. And finally, their welfare will be realized.
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LATAR BELAKANG Sebagai salah satu negara dengan punca mata pencarian penduduknya yang masih terikat dalam sektor pertanian dan perikanan, kegiatan yang berkaitan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia. Ini disebabkan kebanyakan masyarakatnya bekerja dalam sektor tersebut. Pembangunan sektor ini terus dilakukan secara berperingkat-peringkat dalam bentuk pembangunan struktur sama ada melalui pembangunan dan pembaikan infrastruktur yang menyokong perkembangan sektor tersebut ataupun dalam bentuk program-program pembangunan daerah lain dalam bentuk program pembangunan wilayah. Sub sektor perikanan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang begitu penting dan strategik dalam kehidupan manusia di kebanyakan negara di dunia. Sektor perikanan merupakan punca protein haiwan kedua setelah sub sektor penternakan, dan memberikan sumbangan besar kepada keperluan protein manusia dalam rangka proses peningkatan pertumbuhan dan kesihatan. Dari segi ekonomi, sub sektor perikanan ini mampu menyerap tenaga kerja sesebuah negara (Hilborn, 1988) Co-management telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Riau (Bengkalis), Jawa Tengah (Tegal), Trenggalek (Prigi) dan Banyuwangi (Muncar), Jawa Timur; Lombok Timur (Selong), Nusa Tenggara Barat, dan Bali (Kartika, 2010). Berikut ini disajikan gambaran co-management di Nusa Tenggara Barat dan Bali, hasil penelitian Ratna Indrawasih (2008) dan Nujikuluw (1996) dalam Kartika (2010). Co-management di kabupaten Lombok Timur diterapkan melalui proyek Co-Fish (Coastal Community Development and Fisheries ResourcesManagement Project), yaitu pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan dengan pendekatan co-management dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dihimpun dalam satu kelembagaan 138



bernama KKPK (Komite Kelautan Perikanan Kabupaten) untuk tingkat kabupaten dan KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) di tingkat kawasan dan desa. Proyek ini merupakan proyek pemerintah pusat yang pendanaannya berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daerah ini dipilih sebagai lokasi proyek karena sebelumnya di di sini telah diterapkan community-based management. Co-Fish bertujuan untuk (1) meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai secara berkelanjutan, dan (2) mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai melalui penyediaan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Pengelolaan sumberdaya yang telah dilaksanakan dalam proyek Co-Fish meliputi empat paket kegiatan. Pertama, pengelolaan kanekaragaman hayati, yaitu merupakan kegiatan yang termasuk dalam komponen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai (Coastal Fisheries Resource Management/ CFRM). Keseluruhan kegiatan yang termasuk dalam komponen CFRM meliputi kampanye aneka ragam hayati perikanan melalui berbagai media, mengembangkan kawasan suaka, pengamanan kawasan perikanan, reklamasi mangrove dan terumbu karang, pelatihan pengawasan dan pengendalian dengan pendekatan partisipasif, pelatihan pengelolaan sumberdaya ikan bagi KPPL, Komite Penasehat Perikanan Lokal (FLAC), dan pendampingan LSM untuk pengelolaan keanekaragaman hayati perikanan. Kedua, perbaikan lingkungan dan pusat pendaratan ikan (Environmental Improvement and Fish Landing Centres). Ketiga, pengembangan usaha ekonomi, yaitu termasuk dalam komponen Pengembangan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Community Development and Poverty Reduction atau CDPR). Kegiatannya meliputi pengembangan budidaya perikanan dan pelatihan kelompok usaha dan budidaya, kredit dan usaha mikro, pelatihan ketrampilan perbaikan kapal serta pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam mengelola usaha. KeJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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empat, penguatan kelembagaan (Institutional Strengthening) terdiri dari berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan institusi internal dan eksternal (KPPL, KUB, Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai/LKMP dan sejenisnya). Nijukuluw (1996) dalam Kartika (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan co-management di Pulau Bali berawal dari penyebaran terumbu karang buatan di desa Jemluk. Dari awal, penduduk desa Jemluk telah dilibatkan dalam pembuatan dan penempatan terumbu karang tersebut. Kerjasama pembuatan terumbu karang buatan ini dilakukan antara masyarakat desa dengan Dinas Perikanan Provinsi dan Research Institute for Marine Fisheries (RIMF). Pendapatan nelayan meningkat dengan penambahan tangkapan ikan dan aktivitas wisata. Kerjasama ini selanjutnya berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sumberdaya terumbu karang. Pada mulanya pemerintah provinsi sulit untuk mengimplementasikan pengelolaan terumbu karang. Oleh karena itu, pengelolaannya hanya dilakukan oleh nelayan dan pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat desa berdasarkan UU Provinsi No. 3/1985 tentang Konservasi Sumberdaya Perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi tempat hidup ikan. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa nelayan tidak diizinkan untuk menangkap ikan dengan menggunakan ledakan, racun, listrik atau alat lain yang dapat merusak sumberdaya perikanan. Masyarakat desa Jemluk mengembangkan mekanisme pengelolaan co-management bekerjasama dengan Dinas Perikanan Provinsi, Departement Kepariwisataan, dan Satuan Polisi Lokal. Kemudian Persatuan nelayan yang dinamakan Tunas Mekar Fisher Association (TMFA) yang anggotanya terdiri dari nelayan yang juga bekerja dalam bidang wisata didirikan. Tujuannya adalah untuk mengelola kelautan desa Jemluk sebagai sumber hidup orang-orang. Selain itu, anggota TMFA mengajak wisataVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



wan untuk snorkeling dan diving di terumbu karang. Berdasarkan pengalaman penerapan comanagement di Kabupaten Lombok Timur dan Pulau Bali dapat disimpulkan bahwa model co-management telah membawa banyak manfaat disamping juga masih terdapat berbagai hambatan. Penerapan co-management di Kabupaten Lombok Timur membawa pengaruh positif berkurangnya konflik horizontal antar desa. Hal ini dikarenakan terbangunnya interaksi dan kegiatan bersama antar angota masyarakat dalam kegiatan penguatan kelembagaan. Manfaat lainnya adalah berkurangnya penangkapan dengan bom (bahkan dibeberapa desa perilaku ini tidak ada lagi) dan bertambahnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang membantu peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi masih lemahnya kerjasama antar desa, masih rendahnya peran serta (partisipasi) aparat desa maupun masyarakat dalam kegiatan-kegiatan terkait, kurangnya kordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat, dan keterbatasan dana. Hambatan-hambatan tersebut pada gilirannya mengakibatkan penerapan co-management di daerah ini belum berjalan optimal. Sebagaimana di kabupaten Lombok Timur, penerapan co-management di desa Jemluk, Pulau Bali juga membawa berbagai manfaat. Manfaat nyata yang didapat dari penerapan co-management di Pulau Bali yaitu bertambahnya kesempatan kerja khususnya bagi para nelayan dalam bidang kepariwisataan dimana para nelayan dapat menjadi pemandu (guide) bagi wisatawan untuk kegiatan snorkeling dan diving di terumbu karang buatan. Penerapan co-management juga telah dapat meningkatkan produksi ikan dalam masyarakat. Kedua manfaat ini tentunya meningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan di kalangan nelayan. Penerapan co-management di desa Jemluk belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan tingkat adaptasi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan 139
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yang dijalankan sebelumnya. Wilayah Pengeluaran Perikanan Laut di Propinsi Aceh terdiri daripada 2 wilayah yaitu kawasan Pantai Selat Melaka yang meliputi 3 kabupaten (daerah) yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie dan Wilayah Pantai Barat Sumatera meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara tidak terlibat dengan perikanan laut, kerana wilayah tersebut tidak memiliki kawasan perairan pantai. Tahap pendapatan nelayan adalah rendah, disebabkan ketidakmampuan mereka untuk mengumpul modal dan pelaburan dalam bidang perikanan. Ini telah dilakukan oleh kerajaan melalui pemberian subsidi khusus kepada nelayan dalam bentuk penyediaan skim pelaburan dengan kadar bunga yang rendah pada pertengahan tahun 80-an, yang mengakibatkan semakin meningkatnya penggunaan kapal dan alat tangkapan yang lebih maju dalam sektor perikanan di Indonesia umumnya dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya (Hakim, 2001 : 54). Pemberian kemudahan demikian diharapkan mampu meningkatkan jumlah tangkapan yang akan memberikan kesan langsung terhadap pembaikan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun begitu, penggunaan teknologi dan peralatan tangkapan modern dalam bidang perikanan memungkinkan eksploitasi sumber tersebut secara cepat dan besar-besaran yang memberikan tekanan yang tinggi terhadap sumber asli perikanan (R. Abdullah dan K. Kuperan, 1997 : 348, Nielse dan Poul Degnbol, 2004 : 152). Pengelolaan kemudahan ini dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan Propinsi Aceh yang bekerjasama dengan dinas perikanan daerah tersebut. Dalam usaha untuk mengelolakan kemudahan sokongan, setiap kapal yang melakukan pendaratan dikenakan caj dalam jumlah tertentu sebagai sumbangan terhadap penggunaan kemudahan tersebut. 140



Jumlah kemudahan begini hanyalah berjumlah 6 buah pada 4 lokasi di wilayah perikanan Pantai Barat Sumatera yang masing-masing 1 unit berada di Daerah Aceh Barat, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Kota Sabang. Sejak tahun 1990, terdapat tambahan 1 unit lagi yang dibangunkan iaitu pelabuhan perikanan ikan di Daerah Aceh Selatan. Oleh yang demikian, hingga tahun 2000, jumlah kemudahan ini di wilayah Pantai Barat Sumatera menjadi 5 unit. Bagi wilayah perikanan Selat Melaka, bagi tempoh yang sama, jumlah bangunan begini hanyalah 2 unit, di Daerah Pidie dan Aceh Timur. Masalah tangkap lebih (overfishing) merupakan isu pokok yang terjadi di beberapa daerah penangkapan ikan. Gordon (1954), diacu dalam Fauzi (2004) menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya open access. Tidak, seperti sumber daya alam lainnya, seperti pertanian dan peternakan yang sifat kepemilikannya jelas, sumber daya ikan relatif bersifat terbuka. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon menyatakan bahwa tangkap lebih secara ekonomi (economic overfishing) akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol ini. Menurut beberapa hasil penelitian, di Selat Malaka dan Laut Jawa telah tedadi tangkap lebih, biological overfishing. Namur, yang umum terjadi di Indonesia, termasuk di ACEH, adalah economical overfishing yang ditandai dengan tingginya penggunaan input, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan output dan returns secara proporsional. Penelitian ini membatasi pada pembahasan yang berhubungan dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat nelayan terutama yang berhubungan dengan penerapan system Co-Management perikanan. Pembatasan ini dilaksanakan mengingat cakupan kajian yang berhubungan dengan sektor perikanan sangat luas dan berkaitan dengan beraneka kajian keilmuan. Penyelidikan ini mempunyai peranan yang besar dalam mengangkat penerapan metode baru dalam pengelolaan perikanan di Propinsi Aceh yang menyangkut penerapan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Co-Management perikanan. Dengan adanya penyelidikan ini dapat diketahui secara demografis dan topografis wilayah-wilayah yang telah menerapkan system Co-Management, sekaligus memberikan gambaran tingkat keberhasilan penerapan Co-Management yang telah diterapkan di beberapa wilayah di Propinsi Aceh. Dari penyelidikan ini juga akan menunjukkan besaran dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem Co-Management perikanan terhadap tingkat kesejahteraan nelayan baik dari sudut pandang ekonomi maupun kesejahteraan sosial dan lingkungan. Berdasarkan penyataan masalah yang dibincangkan sebelum ini, dapatlah dirumuskan beberapa persoalan kajian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nelayan di Propinsi Aceh yaitu : 1. Bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap kondisi dan hambatan penerapan system Co-Management perikanan di Propinsi Aceh?. 2. Bagaimana preferensi masyarakat nelayan terhadap penerapan system CoManagement perikanan di Propinsi Aceh?. 3. Bagaimana dampak penerapan CoManagement terhadap kesejahteraan (welfare effect) dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat nelayan di Propinsi Aceh? TINJAUAN TEORITIS Dahuri (2002) menyatakan bahwa pembangunan Indonesia harus memiliki paradigma yang berbasis kelautan. Ada beberapa alasan mengapa dunia kelautan dijadikan paradigma pembangunan. Pertama, karena sumberdaya kelautan cukup kaya dan berlimpah yang menyebabkan Indonesia mempunyai keuanggulan komparatif dan kompetitif sekaligus. Kedua, karena industri berbasis kelautan memiliki keterkaitan kuat dengan industri-industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Ketiga, karena sebagian besar materi ekonomi kelautan bersifat renewable Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



resources yang menyebabkan daya kompetitif dan komperatifnya lebih bisa bertahan lama. Keempat, kontrol kuat dan komprehensif dunia kelautan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan, mengingat sifat archipelogic geografis Indonesia. Kelima, karena dengan menjadikan dunia kelautan sebagai basis pembangunan sekaligus merupakan reinventing terhadap khasanah tradisi keuletan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masa lalu —yang mendasarkan dirinya pada “petualangan” dan pengelolaan sumberdaya lautan. Selama ini teori dan paradigma pembangunan selalu mengasumsikan bahwa articulation space (wilayah artikulasi) di atas mana seluruh rencana dan pelaksanaan pembangunan digelar, adalah dunia daratan, bukan dunia lautan. Asumsi ini tercermin, misalnya, dari kalimat-kalimat sejarawan ekonomi Richard Gill (1973): The modern population explosion is taking place in a world whose estimated surface area is 196,838,000 square miles. Of this, roughly 30 percent (57,168,000 square miles) is land. Of the land area, in turn, roughly one-third is cultivable, the rest being in areas which are either too cold, too mountainous, to dry, or too lacking in soil to permit permanent cultivation. A good deal of the non-cultivable area is, however, productive in that it may be used for forests or for grazing and, of course, may be the source of important mineral deposits. Natural resources, like population and labor supply, necessarily play an important role in country’s economic development. An economy’s output will depend significantly on the quantity and location of its soil, forests, fisheries, coal, iron, oil, water, and all the other materials, organic and inorganic, which technology may require. What can we say in general way about the supply of land and natural resource available to an economy in the course of its economic development? The simple answer to this question, at least as far as land is concerned might seem to be that everything remains unchanged —that is, that the supply available to the economy remains fixed over time. Indeed, in the past, economists used to 141
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define land in an economic sense as consisting of the original and indestructible powers of the soil. In this way, natural resources were contrasted with man on the one hand and man-made instruments of production on the other. Population may grow; tools, factories and machinery may be built; but our basic underlying resources remain given to us once and for all. (hlm. 11-12) Dalam konteks Indonesia, gejala alam bawah sadar bahwa space articulation pembangunan adalah dunia daratan dan bukan dunia lautan terefleksikan dalam kenyataan pengelolaan kelautan. Dari sisi lainnya, pengabaian dunia kelautan dalam pembangunan di Indonesia pada dasarnya tidak beralasan karena sebagaimana dinyatakan Dahuri (2002) bahwa “tiga perempat wilayah Indonesia (5,8 juta km) berupa laut, ditaburi dengan 17.500 lebih pulau dan dirangkai oleh garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada.” (hlm. 5) Dengan keluasan fisik dunia lautan semacam ini, tidaklah mengherankan jika Dahuri (2002) menyebut potensi ekonominya yang belum tersentuh sebagai the sleeping giant of economy atau raksasa ekonomi yang masih tertidur. Maka, salah satu cara membangunkan raksasa ekonomi yang sedang tertidur ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah upaya sistematis dan terencana untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan paradigma pembangunan berbasis kelautan kepada masyarakat luas. Dalam kaitan dengan paradigma pembangunan berbasis kelautan/perikanan itu sendiri, terdapat beberapa pendekatan. Biasane (2004) berpendapat bahwa paradigma pembangunan perikanan mengalami tahapan-tahapan evolusi, dimulai dari paradigma konservasi atau biologi, kemudian dilanjutkan dengan paradigma rasionalisasi atau ekonomi dan akhirnya ke paradigma sosial/ komunitas. Meskipun demikian, ketiga paradigma tersebut masih merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan (Charles, 1993 dalam Biasane, 2004). Charles (1993) dalam (Fauzi dan Anna 2005) ber142



pendapat, bahwa konsep pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan itu sendiri mengandung 4 aspek. Pertama, keberlanjutan ekologi, yaitu memelihara keberlanjutan biomas/stok sehingga meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem serta tidak melewati daya dukung serta. Kedua, keberlanjutan sosial-ekonomi, yaitu memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketiga, keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, yaitu berusaha untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keempat, keberlanjutan kelembagaan, yaitu memelihara sisi finansial, peran serta, dan administrasi yang sehat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Co-management telah dikenal sebagai pilihan yang menjanjikan dalam upaya reformasi tata kelola kelembagaan perikanan. Meskipun demikian, konsep co-management digunakan dalam ruang lingkup pengaturan kelembagaan yang sangat luas dan diadaptasikan dengan cara yang berbeda-beda dalam berbagai situasi (Nielsen et al., 2004). Menurut Nielsen et al. (2004), kasus awal comanagement di bidang perikanan diperkenalkan oleh Jentoft (1989) dan Pinkerton (1989), sedangkan konsep co-management sebagai dasar bagi pengelolaan sumber daya alam diperkenalkan oleh Kearney (1984). Secara umum, Nielsen et al. (2004) mendefinisikan co-management perikanan (fisheries co-management) sebagai suatu cara pengaturan dimana tanggung jawab pengelolaan sumberdaya perikanan (fisheries management) dibagi antara pemerintah dan komunitas perikanan. Dengan kata lain co-management merupakan sekumpulan pengaturan kelembagaan (menyangkut hak dan aturan) yang menetapkan kerjasama antara administrasi perikanan dan komunitas perikanan. Sementara itu, Jentoft et al. (1998) mendefinisikan co-management sebagai proses kolaboratif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan aturan diantara perwakilan kelompok pengguna, instansi pemerintah, dan lembaga penelitian. Dalam hal ini, JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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tanggung jawab terhadap fungsi pengelolaan didesentralisasikan dan didelegasikan kepada organisasi-organisasi pengguna pada tingkat nasional, regional dan lokal. Proses ini memerlukan sistem pengelolaan yang interaktif dan pelaksanaan demokrasi secara kooperatif, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan yang melampaui batas-batas komunitas lokal. Dapat disimpulkan berdasarkan sifat pendekatannya, co-management adalah model pengelolaan yang menggabungkan pengelolaan sumberdaya yang sentralistis (government-based management) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (community based management) (Rudiyanto, 2004). Menurut FAO (2002), pengelolaan sumberdaya perikanan adalah proses yang terpadu mulai dari pengumpulan data dan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, penentuan alokasi sumberdaya serta perumusan dan pelaksanaan, penegakan hukum untuk mengendalikan dan menjamin keberlanjutan kegiatan produksi perikanan (Murdiyanto 2004). Mallawa (2006) berpendapat model comanagement dapat menutupi kelemahan pada model community-based management, dengan syarat: 1) Masyarakat harus diberi hak dan kewajiban yang jelas mengenai sumber daya perikanan yang dikelola, wilayah, waktu dan cara pengelolaan. 2) Dalam implementasi pengelolaan, hukum adat dan hukum ulayat serta kebiasaan lokal sedapat mungkin diakomodasi dan dipertimbangkan dalam 



rencana. 3) Perlu memperhitungkan kecenderungan masa lalu, saat ini, dan masa depan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan. 4) Rencana strategi pengelolaan harus berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat. Sen dan Nielsen (1996) mengelompokkan co-management dalam lima jenis, yaitu: instruktif (instructive), konsultatif (consultative), kooperatif (cooperative), advokatif (advisory), dan informatif (invormantive). Co-management instruktif adalah bentuk pengelolaan dimana pemerintah membuat semua keputusan dengan mengizinkan pertukaran informasi yang minim antara pemerintah dan kelompok pengguna (user groups). Tipe konsultatif memiliki ciri dimana pemerintah melakukan konsultasi dengan kelompok pengguna, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Dalam co-management kooperatif, pemerintah dan kelompok pengguna memiliki kekuatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Co-management advokatif menempatkan kelompok pengguna pada posisi yang memungkinkan untuk memberi nasehat/masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk selanjutnya meminta pemerintah menyokong keputusan tersebut. Co-management informatif merupakan bentuk pengelolaan dimana pemerintah mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada kelompok pengguna dan kelompok pengguna memberikan informasi kepada pemerintah mengenai apa yang dilakukan.
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Jenis-jenis Co-Management Menurut Rudiyanto (2004), pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam co-management mencakup kerjasama antar sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terlibat. Kerjasama antar sektor perlu dilakukan mengingat pada kawasan pesisir yang berperan besar bukan hanya sektor perikanan, tetapi juga misalnya sektor industri dan jasa, sektor lingkungan dan sektor infrastruktur. Sektor industri dan jasa sangat berperan dalam dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Sektor lingkungan misalnya berperan dalam menjaga pengelolaan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan. Sementara sektor infrastruktur misalnya berperan dalam mengembangkan akses transportasi, listrik, dan air bersih. Kerjasama antara sektor-sektor tersebut akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kerjasama antar wilayah tidak dapat dihindari mengingat kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat dibatasi secara administratif. Dalam hal ini, wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik yang sama secara ekologis maupun ekonomis perlu bekerjasama agar masing-masing memperoleh manfaat yang optimal, mengatasi dan mengurangi permasalaan kerusakan kawasan pesisir dan laut, dan meminimalisir konflik. Kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) dilakukan dengan melibatkan kelompok nelayan, pihak swasta/pengusaha perikanan, dan pemerintah. Melalui kerjasama ini diharapkan agar pengelolaan kawasan pesisir dan laut dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu kerjasama ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskian dan kesenjangan ekonomi di kawasan pesisir dan laut (Rudiyanto, 2004). Terkait kerjasama antar sektor atau lembaga, Brinkerhoff dan Crosby (2002), menyatakan bahwa kurang koordinasi antara para pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan akan menciptakan gesekan dan konflik dalam mencapai tujuan kebijakan. Brinkerhoff dan Crosby (2002) menawarkan tiga jenis 144



koordinasi, yaitu berbagi informasi (information sharing), berbagi ssumber daya (resource sharing), dan tindakan bersama (joint action). Berbagi informasi memungkinkan lembagalembaga terkait mengetahui apa yang dilakukannya suatu lembaga tertentu melalui laporan tertulis, dengar pendapat public (public hearing), pertemuan koordinasi, atau keberadaan unit informasi. Berbagi sumber daya berarti bahwa satu lembaga membagi sumber daya yang dimilikinya kepada lembaga lain. Sumber daya tersebut seperti personil, kontrak, dan dana. Aksi bersama dapat terjadi dalam berbagai bentuk: perencanaan, pengumpulan data, pemantauan, dan pengawasan program atau kegiatan. Sementara, menurut Agranoff dan McGuire (2003) menyatakan perlunya kolaborasi antara organisasi terkait untuk memecahkan persoalan suatu organisasi melalui apa yang mereka sebut dengan manajemen kolaboratif (collaborative management). Manajemen kolaborasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan proses fasilitasi dan operasi dalam system pengaturan multi-organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan, atau dipecahkan dengan mudah, oleh sebuah organisasi tunggal. Co-management dianggap sebagai cara efektif untuk meminimalkan konflik dalam pengelolaan perikanan dan meresirkulasi manfaat manajemen efektif kepada masyarakat lokal (Noble, 1999). Co-management memindahkan kekuasaan dari atas ke bawah dalam hirarki pembuatan keputusan dengan memberikan otonomi kepada masyarakat dan organisasi pengguna dalam pengelolaan perikanan (Jentoft, 2000). Dengan demikian, co-management diharapkan dapat membuat skema pengelolaan perikanan (fisheries management schemes) memiliki legitimasi dalam pandangan masyarakat pengguna yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan (compliance) mereka. Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management akan membawa tiga manfaat utama bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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berdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan. Kedua, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan berwawasan pada kelestarian lingkungan (Rudiyanto, 2004). Meskipun membawa berbagai manfaat, co-management memiliki beberapa persoalan dalam implementasinya. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dalam co-management berpotensi memunculkan masalah. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, pemangku kepentingan yang terlibat dalam co-management menjangkau kelompok yang luas. Nielson et al. (2004) membagi kelompok yang terlibat dalam dua kelompok besar, pihak administrasi perikanan dan komunitas perikanan dan Jentoft et al. (1998) memasukkan kelompok pengguna, instansi pemerintah dan lembaga penelitian. Sementara itu, Pomeroy dan Viswanathan (2003) juga memasukkan NGO (non-governmental organization) selain kelompok pengguna dan pemerintah. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan ini dapat menimbulkan disproporsionalitas pengelolaan sumber daya antar pihak. Selain itu dalam tindakan kolektifnya, co-management juga dapat mengundang kehadiran penumpang gelap (free rider). Terkait dengan kondisi ini, Njaya (2007) sejalan dengan Olson (1965) berpendapat bahwa co-management tampaknya lebih layak diterapkan pada perikanan skala kecil (small-scale fisheries). Hal ini disebabkan oleh dengan ukuran kelompok yang lebih kecil dan relatif homogen akan memudahkan aksi kolektif. Co-management mensyaratkan desain institusi dan penguatan kapasitas (Jentoft, 2004: Noble, 1999). Menurut Noble (1999), pengaturan kelembagaan (institutional arrangements) yang efektif adalah hasil yang dicapai dari pemahaman tujuan atas tindakan-tindakan bersama. Tingkat pencapaian mengindikasikan tingkat efektivitas. Noble (1999) menyarankan enam prinsip yang Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memfasilitasi pengaturan kelembagaan. Keenam prinsip tersebut adalah: kerjasama antar organisasi terkait, kontrol dari komunitas perikanan lokal atas pengelolaan dan proses pengambilan keputusan, dukungan penuh dari nelayan dan kelompok kepentingan, perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh stakeholder, pengelolaan keanekaragaman, pengaturan kelembagaan yang holistik. Kerjasama antar organisasi terkait diperlukan mengingat biaya dan manfaat terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan harus ditanggung oleh banyak organisasi publik dan organisasi swasta. Kontrol dari komunitas perikanan lokal dapat bermakna konseptual (pengembangan visi dan strategi) dan dapat bersifat aktif (pengelolaan sumber daya). Dukungan penuh dari nelayan dan kelompok kepentingan dicapai dengan distribusi kekuasan melalui partisipasi perwakilan (representative participation) dalam pengelolaan dan proses pengambilan keputusan dan upaya mendorong masyarakat untuk bekerjasama satu sama lainnya. Perencanaan jangka panjang hendaknya memperhatikan kondisi sumber daya yang terus berubah dan kekhasan kelembagaan lokal. Pengelolaan keanekaragaman perlu memperhatikan keadilan dalam distribusi akses, biaya dan manfaat antara pihak yang terlibat, pengembangan ekonomi masyarakat (tidak hanya industri perikanan), dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan yang holistik berarti tujuan pengembangan kelembagaan tidak hanya mempertimbangkan aspekaspek ekonomi dan politik tetapi juga aspekaspek sosial, budaya, dan lingkungan alam. Menurut Jentoft (2004), penguatan kapasitas (empowerment) merupakan syarat sekaligus tujuan dari co-management perikanan. Penguatan kapasitas dalam co-management meliputi tingkat individual dan tingkat kolektif. Agar co-management perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable), penguatan kapasitas harus terjadi pada kedua tingkat tersebut. Jentoft (2004) 145
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memaknai penguatan kapasitas sebagai alat dan strategi yang dapat diaplikasi secara luas. Penguatan kapasitas dapat dipandang sebagai cara peningkatan kemungkinan dan kemampuan masyarakat untuk mengatur hidupnya. Penguatan kapasitas dapat juga dipandang sebagai proses yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk mengemban tanggung jawab dan bertindak dengan efektif mengamankan atau mengembangkan lingkungannya. Soreng (2006) menekankan pentingnya komunikasi, khususnya diantara para nelayan, dalam co-management. Menurut Soreng (2006), legitimasi dalam co-management merupakan persyaratan yang sangat penting agar peraturan terkait dengan kelompok pengguna dapat berfungsi dengan baik. Legitimasi itu sendiri adalah hasil yang diperoleh dari situasi dimana kelompok pengguna dilibatkan dalam proses manajemen. Lembaga yang mendasarkan diri pada desain komunikasi (communicative design) ini dianggap akan memiliki legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang menekankan pada desain instrumental (instrumental design). METODELOGI PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada di 4 (empat) Kabupaten/kota yang saat ini telah menyelenggarakan konsep co-manajemen dalam pengelolaan masyarakat nelayannya. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan di empat kabupaten lokasi pelaksanaan co-mananjemen di setiap daerah kabupaten penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan metode cluster random sampling. Target sampel dalam penelitian berjumlah 450 responden yaitu nelayan yang berada di 4 Kabupaten sebagaimana disebutkan di atas. Pemilihan responden didasari pada jumlah kawasan pengembangan dan pen146



erapan co-management, sehingga ada kemungkinan antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lain berbeda jumlah sampel yang diambil. Ukuran sampel di atas ditentukan dengan metode cluster random sampling dan pendekatan quota sampling. Selain dari target 450 responden tersebut, data-data pendukung juga diperoleh dengan mewawancara para pemangku kepentingan seperti panglima laot, panglima teupin, kepala dinas perikanan dan tokoh masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data penyelidikan ini meliputi; 1. Kuisioner, penyusunan kuisioner difokuskan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mencapai objektif penyelidikan diantaranya karakteristik responden, aktivitas nelayan, dan beberapa pertanyaan lain yang berhubungan dengan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dalam kuisioner juga memuat pertanyaan-pertanyaan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kondisi, hambatan/tantangan, preferensi, dan kesejahteraan nelayan. Pengukuran instrumen sebagai indikator variabel penyelidikan digunakan pendekatan skala likert. 2. Pedoman wawancara, penyusunan pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pemahaman di dalam mewawancarai para pihak yang berkepentingan dengan penyelidikan ini antara lain; panglima laot, panglima teupin, kepala dinas perikanan, lembaga pemerintah maupun NGO yang pernah melaksanakan program co-management, tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang dianggap relevan. Pengumpulan data dalam penyelidikan ini mengikuti prosedur sebagai berikut: 1. Pengumpulan data-data kepustakaan dengan menelusuri kajian-kajian yang relevan, dan pencarian dokumen-dokumen sebagai data pendukung seperti dari JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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laporan tentang pelaksanaan co-management. 2. Pengumpulan data lapangan, digunakan dua pendekatan/instrumen yaitu kuisioner dan wawancara. Penyebaran kuisioner dilakukan di kawasan pengembangan dan penerapan co-management di 8 kawasan yang tersebar di 4 Kabupaten. Sedangkan untuk pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan interview dengan para pihak yang dianggap relevan dan berkepentingan dengan pelaksanaan co-management. Estimasi dampak penerapan co-management perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat digunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan model regresi linear berganda yang diadopsi dari model Kautsoyiannis (1977), Domowitz dan Elbadawi (1987), Nachrowi dan Usman (2002), Lains (2006) yaitu: Y = a + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn + µ Dengan mensubstitusi variabel-variabel co-management dan kesejahteraan nelayan dalam model penelitian diperoleh: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + µ Dimana: Y = kesejahteraan nelayan X1 = Pengaturan kelembagaan X2 = Penguatan kapasistas X3 = Hambatan dan tantangan X4 = Preferensi nelayan a = Konstanta b = Koefisien regresi HASIL PENELITIAN Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan satu tahap, yaitu dengan cara memberikan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Kuisioner kepada Responden yang ada di 4 (empat) kabupaten, yaitu kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan KaVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



bupaten Nagan Raya. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kuisioner dijemput kembali. Dari 450 kuisioner yang dikirim/dibagikan yang kembali sebanyak 405 (empat ratus lima) dan yang cacat tidak ada. Jadi kuisioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data adalah sebanyak 405 buah. sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari : (1).umur, (2). Tingkat pendidikan, (3). Kondisi pernikahan, (4). Kepemilikan kapal, (5). Lama bekerja pada sektor Perikanan, (6). Jenis kapal yang dimiliki dan, (7) jenis alat tangkap yang dimiliki. Tabel 4.26 sampai 4.33 menyajikan ringkasan demografi responden penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 405 responden, dapat dijelaskan bahwa usia responden pada umumnya adalah usia produktif. Terdapat 14 orang berusia 60 tahun. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap variabel Co-Management Perikanan maka dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, infrastruktur, dinas industri, dinas pariwisata, dll) telah berjalan di wilayah Anda.” diperoleh nilai rata-rata sebesar4,3630, pernyataan responden mengenai“Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan telah melakukan pengamanan kawasan perikanan.” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3654, pernyataan responden mengenai “Lembaga Panglima Laot di wilayah Anda terlibat dalam pengam147
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Tabel 1 Distribusi Kuisioner No.



Kabupaten



1. 2 3 4.



Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Total



Jumlah Lokasi



Sebar



1 2 2 4 9



50 100 100 200 450



Kembali Baik 50 100 100 155 405



Tidak Kembali Rusak -



0 0 0 45 45



Sumber: Hasil penelitian (data diolah), 2012



Tabel. 2 Tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Co-Management Perikanan No.



Variabel



1.



Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, infrastruktur, dinas industri, dinas pariwisata, dll) telah berjalan di wilayah Anda. Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan telah melakukan pengamanan kawasan perikanan. Lembaga Panglima Laot di wilayah Anda terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan yang berbasis kerjasama antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, kelompok nelayan, dan kelompok kepentingan lainnya didukung oleh seluruh pihak terkait. Lembaga Panglima Laot di wilayah Anda sudah menjalankan perannya dalam pengelolaan perikanan. Perencanaan jangka panjang pengelolaan perikanan di wilayah Anda melibatkan kelompok nelayan, Lembaga Panglima Laot dan kelompok kepentingan lainnya. Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan menangkap ikan dengan cara seperti pemboman dan penggunaan pukat harimau. Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan penebangan berbagai pohon di pinggir pantai (seperti arun, pandan, ketapang, dan bakau). Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan pengambilan terumbu karang. Di wilayah Anda telah diberlakukan ketentuan pantang melaut di hari-hari tertentu (hari Jumat, hari Kenduri laot, IdulFitri, Idul Adha, dll). Di wilayah Anda, lembaga peradilan adat/Lembaga Panglima Laot menjatuhkan sanksi bagi nelayan dan pihak-pihak lainnya yang melanggar ketentuan/hukum adat laot yang telah ditentukan. Rerata



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



Rata-Rata 4.3630 4.3654 4.4914 4.3284 4.3333 4.4247 4.4198 4.4519 4.4765 4.5704 4.6617 4,4442



Sumber : Data Primer (diolah), 2012



Tabel. 3 Tanggapan responden terhadap Penguatan Kapasitas No.



Variabel



1.



Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan telah mengadakan pelatihan mengenai masalah perikanan (budidaya perikanan, kelompok usaha perikanan, perbaikan kapal, dll) bagi nelayan di wilayah Anda. Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan telah melaksanakan kampanye pelestarian aneka ragam hayati (pelestarian terumbu karang, larangan penebangan bakau, arun, pandan, ketapang, dll). Pemerintah telah melakukan upaya pendampingan Kelompok Usaha Bersama nelayan. Pemerintah menyediakan bantuan modal untuk kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan. Pemerintah menyediakan kemudahan kredit usaha bagi nelayan. Rerata



2. 3. 4. 5.



Rata-Rata 4.5284 4.2346 4.5580 4.5309 4.7605 4,5225



Sumber : Data Primer (diolah), 2012
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bilan keputusan menyangkut pengelolaan perikanan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4914, pernyataan responden mengenai “Pengelolaan perikanan yang berbasis kerjasama antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, kelompok nelayan, dan kelompok kepentingan lainnya didukung oleh seluruh pihak terkait.” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3284. Tanggapan responden mengenai “Lembaga Panglima Laot di wilayah Anda sudah menjalankan perannya dalam pengelolaan perikanan.” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,333. Pernyataan responden mengenai “Perencanaan jangka panjang pengelolaan perikanan di wilayah Anda melibatkan kelompok nelayan, Lembaga Panglima Laot dan kelompok kepentingan lainnya.” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4247. Pernyataan responden mengenai “Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan menangkap ikan dengan cara seperti pemboman dan penggunaan pukat harimau” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4198. Pernyataan responden mengenai “Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan penebangan berbagai pohon di pinggir pantai (seperti arun, pandan, ketapang, dan bakau)” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4519. Pernyataan responden mengenai “Di wilayah Anda telah diberlakukan larangan pengambilan terumbu karang” diperoleh nilai ratarata sebesar 4,4762. Pernyataan responden mengenai “Di wilayah Anda telah diberlakukan ketentuan pantang melaut di hari-hari tertentu (hari Jumat, hari Kenduri laot, IdulFitri, Idul Adha, dll)” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5704. Pernyataan responden mengenai “Di wilayah Anda, lembaga peradilan adat/ Lembaga Panglima Laot menjatuhkan sanksi bagi nelayan dan pihak-pihak lainnya yang melanggar ketentuan/hukum adat laot yang telah ditentukan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,6617. Nilai rerata pelaksanaan CoManagement Perikanan diperoleh sebesar 4,4442 artinya pelaksanaan Co- Management Perikanan telak dilaksanakan dengan baik. Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



Penguatan Kapasitas Untuk menegtahui bagaimana tanggapan responden terhadap variabel Penguatan Kapasitas maka dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden mengenai “Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan telah mengadakan pelatihan mengenai masalah perikanan (budidaya perikanan, kelompok usaha perikanan, perbaikan kapal, dll) bagi nelayan di wilayah Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5284, pernyataan responden mengenai “Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan telah melaksanakan kampanye pelestarian aneka ragam hayati (pelestarian terumbu karang, larangan penebangan bakau, arun, pandan, ketapang, dll)” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2346. Pernyataan responden mengenai “Pemerintah telah melakukan upaya pendampingan Kelompok Usaha Bersama nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5580, pernyataan responden mengenai “Pemerintah menyediakan bantuan modal untuk kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5309. Tanggapan responden mengenai “Pemerintah menyediakan kemudahan kredit usaha bagi nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,7605. Nilai rerata penguatan kapasitas diperoleh sebesar 4,4442 artinya penguatankapasitas telah dilaksanakan dengan baik. Kesejahteraan Untuk menegtahui bagaimana tanggapan responden terhadap variabel kesejahteraan seperti terlihat pada pada Tabel 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah Anda telah meningkatkan hasil tangkapan Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,6568, pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara 149



Apridar



Tabel 4 Tanggapan Responden Terhadap Kesejahteraan No.



Variabel



1.



Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah Anda telah meningkatkan hasil tangkapan Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayahAnda telah meningkatkan pendapatan Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan makan (pangan) Anda/keluarga Anda sehari-hari. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan pakaian (sandang) Anda/keluarga Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan tempat tinggal Anda/keluarga Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda berobat dan menjaga kesehatan Anda/keluarga Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan pendidikan Anda/keluarga Anda. Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan rekreasi dan hiburan Anda/keluarga Anda. Rerata



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Rata-Rata 4.6568 4.5210 4.5111 4.5556 4.4247 4.4938 4.4000 4.4272 4,4987



Sumber : Data Primer (diolah), 2012



Tabel 5 Tanggapann Responden terhadap Hambatan / tantangan Pelaksanaan Co-Management Perikanan No.



Variabel



1.



Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kemauan serius pemerintah. Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh pengetahuan pegawai pemerintah di instansi terkait. Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, dinas pekerjaan umum, dinas industri, dinas pariwisata, dll) masih lemah. Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kemauan serius kelompok/organisasi nelayan. Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh pengetahuan kelompok nelayan/organisasi nelayan. Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan perikananan masih rendah Rerata



2. 3. 4. 5. 6. 7.



Rata-Rata 4.0395 3.3210 4.3383 4.4198 4.4519 4.3901 4.6568 4,2310



Sumber : Data Primer (diolah), 2012
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pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayahAnda telah meningkatkan pendapatan Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 45210. Pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan makan (pangan) Anda/keluarga Anda sehari-hari” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5111, pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan pakaian (sandang) Anda/keluarga Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5556. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan tempat tinggal Anda/keluarga Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4247. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda berobat dan menjaga kesehatan Anda/keluarga Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4938. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan pendidikan Anda/keluarga Anda” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4000. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antara pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan di wilayah anda telah memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan rekreasi dan hiburan Anda/keluarga Anda” diperoleh nilai ratarata sebesar 4,4272. Nilai rerata kesejahteraan diperoleh sebesar 4,4987 artinya pengelolaan perikanan yang telah dilaksanakan selamaini Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



mampu memberikan para nelayan.



kesejahteraan bagi



Hambatan/tantangan Pelaksanaan Co-Management Perikanan Untuk menegtahui bagaimana tanggapan responden terhadap hambatan/tantangan Pelaksanaan Co-Management Perikanan dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden mengenai “Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kebijakan pemerintah” diperoleh nilai ratarata sebesar 4,0395, pernyataan responden mengenai “ Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kemauan serius pemerintah” diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,3210. Pernyataan responden mengenai “Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh pengetahuan pegawai pemerintah di instansi terkait” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3383, pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, dinas pekerjaan umum, dinas industri, dinas pariwisata, dll) masih lemah” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4198. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh kemauan serius kelompok/organisasi nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4519. Tanggapan responden mengenai “Kerjasama pemerintah, Lembaga Panglima Laot, dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan tidak didukung oleh pengetahuan kelompok nelayan/organisasi nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3901. Tanggapan responden mengenai “Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan perikananan masih rendah” diperoleh nilai rata151
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rata sebesar 4,6568. Nilai rerata kesejahteraan diperoleh sebesar 4,2310 artinya hambatan/ tantangan pelaksanaan Co-Management perikanan yang telah dilaksanakan selama ini mengalami banyak hambatan dan tantangan. Preferensi dalam Pelaksanaan Co-Management Perikanan Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap variabel Preferensi dalam Pelaksanaan Co-Management Perikanan, pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa pernyataan responden mengenai “Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, infrastruktur, dinas industri, dinas pariwisata, dll) perlu diperkuat dan ditingkatkan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4247, pernyataan responden mengenai “Pemerintah, Lembaga Panglima Laot, kelompok nelayan, dan pihak swasta perlu bekerjasama secara terpadu dalam pengelolaan perikanan” diper-



oleh nilai rata-rata sebesar 3,2963. Pernyataan responden mengenai “Pemerintah semestinya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam melaksanakan kampanye pelestarian aneka ragam hayati” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5037, pernyataan responden mengenai “Pemerintah semestinya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam melakukan pengamanan kawasan perikanan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3926. Tanggapan responden mengenai “Pemerintah hendaknya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam mengadakan pelatihan mengenai masalah perikanan (budidaya perikanan, kelompok usaha perikanan, perbaikan kapal, dll) bagi nelayan” diperoleh nilai ratarata sebesar 4,4000. Tanggapan responden mengenai “Pemerintah semestinya memberi modal untuk kegiatan penangkapan ikan



Tabel 6 Tanggapan Responden terhadap Preferensi dalam Pelaksanaan Co-Management Perikanan No.



Variabel



1.



Kerjasama pengelolaan perikanan antar instansi pemerintah terkait (dinas perikanan, infrastruktur, dinas industri, dinas pariwisata, dll) perlu diperkuat dan ditingkatkan Pemerintah, Lembaga Panglima Laot, kelompok nelayan, dan pihak swasta perlu bekerjasama secara terpadu dalam pengelolaan perikanan. Pemerintah semestinya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam melaksanakan kampanye pelestarian aneka ragam hayati. Pemerintah semestinya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam melakukan pengamanan kawasan perikanan. Pemerintah hendaknya bekerjasama dengan Lembaga Panglima Laot dan kelompok nelayan dalam mengadakan pelatihan mengenai masalah perikanan (budidaya perikanan, kelompok usaha perikanan, perbaikan kapal, dll) bagi nelayan. Pemerintah semestinya memberi modal untuk kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan. Pemerintah hendaknya melakukan upaya pendampingan Kelompok Usaha Bersama nelayan. Pemerintah semestinya menyediakan kemudahan kredit usaha bagi nelayan. Perlu penetapan ketentuan pantang melaut di hari-hari tertentu (hari Jumat, hari Kenduri laot, Idul Fitri, Idul Adha, dll). Larangan menangkap ikan dengan cara seperti pemboman dan penggunaan pukat harimau perlu diberlakukan. Larangan penebangan berbagai pohon di pinggir pantai (seperti arun, pandan, ketapang, dan bakau) perlu diberlakukan. Perlu penetapan larangan pengambilan terumbu karang. Lembaga peradilan adat/Lembaga Panglima Laot perlu menjatuhkan sanksi bagi nelayan dan pihak-pihak lainnya yang melanggar ketentuan/hukum adat laot yang telah ditentukan. Rerata



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.



Rata-Rata 4.4247 3.2963 4.5037 4.3926 4.4000 4.3284 4.4691 3.3210 4.4247 4.0741 4.5481 4.3284 4.6148 4,2404



Sumber : Data Primer (diolah), 2012
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bagi nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3284. Tanggapan responden mengenai “Pemerintah hendaknya melakukan upaya pendampingan Kelompok Usaha Bersama nelayan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4691. Tanggapan responden mengenai “Perlu penetapan ketentuan pantang melaut di hari-hari tertentu (hari Jumat, hari Kenduri laot, Idul Fitri, Idul Adha, dll)” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4247. Tanggapan responden mengenai “Larangan menangkap ikan dengan cara seperti pemboman dan penggunaan pukat harimau perlu diberlakukan” diperoleh nilai ratarata sebesar 4,0741. Tanggapan responden mengenai “Larangan penebangan berbagai pohon di pinggir pantai (seperti arun, pandan, ketapang, dan bakau) perlu diberlakukan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5481. Tanggapan responden mengenai “Perlu penetapan larangan pengambilan terumbu karang” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3284. Tanggapan responden mengenai “Lembaga peradilan adat/Lembaga Panglima Laot perlu menjatuhkan sanksi bagi nelayan dan pihak-pihak lainnya yang melanggar ketentuan/hukum adat laot yang telah ditentukan” diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,6148. Nilai rerata Preferensi dalam Pelaksanaan Co-Management Perikanan diperoleh sebesar 4,2404 artinya Preferensi dalam Pelaksanaan Co-Management Perikanantelah dilaksanakan dengan baik selama ini Uji Reliabilitas sangat penting dilakukan dalam penelitian keprilakuan. uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengulangan. Pada penelitian ini, uji reliabilitas alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan cronbach alpha. Konsistensi internal itemitem pertanyaan akan memberikan dalam kuesioner akan diukur dengan nilai koefisien cronbanch alpha. konsistensi jawaban ditunjukkan oleh rule of thumb atau tingginya cronbach alpha. nilan cron o,8 sampai 1 dikategorikan reliabilitas baik, nilai cronbach Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



alpha antara 0,6 sampai 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima dan nilai cronbach alpha kurang dari 0,6 reliabilitas dikategorikan reliabilitas kurang baik (sekaran, 2003 dan hair et, al.,1998). No



Variabel



1 2 3 4 5



(X1)* (X2)* (X3)* (X4)* (Y)* X1, X2 X3 X4 dan Y



Jumlah Indikator 11 5 7 13 8



Nilai cronbach alpha 0,838 0,452 0,545 0,502 0,884 0,778



Keterangan Reliabel Kurang Reliabel Kurang Reliabel Kurang Reliabel Reliabel Reliabel



Sumber : Data Primer (diolah), 2012



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai cronbach alpha untuk masingmasing variabel yang terdiri atas independent variable yaitu variabel (X1) nilai alpha sebesar 0,838, (X2) nilai alpha sebesar 0,452, (X3) nilai alpha sebesar 0,502 dan (X4) nilai alpha sebesar 0,502 ) sedangkan dependent variable yaitu (Y) nilai alpha sebesar 0,884. Dengan demikian dapat dikatakan variabel x1, x2 dan x3 yang kurang reliable namun secara umum penelitian ini telah memenuhi uji relibilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total score konstruk/variabel. Berikut ini merupakan hasil olah data dari uji validitas, dengan menggunakan uji statistik correlate pearson test yang dapat dilihat Tabel Correlation. Dari hasil pengujian validitas yang ditunjukkan pada Tabel Correlation, bahwa seluruh indikator variabel independen dan variabel dependen menghasilkan Pearson Correlation dengan signifikansi 1persen atau dibawah 5persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator peryantaan untuk variabel independen dan variabel dependen semuanya terpakai karena dinyatakan valid.
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X1



X2



X3



X4



Y



X1 1



Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N



Tabel Correlations X2 .279** .000 405 1



405 .279** .000 405 .771** .000 405 .521** .000 405 .667** .000 405



X4 .521** .000 405 .013 .791 405 .508** .000 405 1



405 .225** .000 405 .013 .791 405 .235** .000 405



Y .667** .000 405 .235** .000 405 .625** .000 405 .434** .000 405 1



405 .434** .000 405



X3 .771** .000 405 .225** .000 405 1 405 .508** .000 405 .625** .000 405



405



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Model 1 (Constant) X1 X2 X4 X3



Unstandardized Coefficients B Std. Error -.490 .383 .477 .069 .080 .048 .192 .089 .384 .089



Tabel Coefficientsa



Standardized Coefficients Beta .409 .064 .094 .248



t -1.281 6.890 1.678 2.166 4.298



Sig. .201 .000 .094 .031 .000



Collinearity Statistics Tolerance VIF .367 .896 .682 .389



2.728 1.116 1.467 2.572



a. Dependent Variable: Y



Tabel 7 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa



Model 1



(Constant) X1 X2 X3 X4 a. Dependent Variable: Y R = 0.661 Adjusted R2 = 0.437 F = 77.645 Sig.F = 0.000



Unstandardized Coefficients B Std. Error -12.589 3.224 .241 .058 .316 .085 .516 .113 .249 .059



Standardized Coefficients Beta .243 .152 .276 .182



t -3.905 4.162 3.733 4.567 4.196



Sig. .000 .000 .000 .000 .000



Sumber : Hasil penelitian, 2012
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Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolarance atau lawannya variace inflation Factor (VIF). Nilai tolarance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya multikolonieritas yang tinggi. Pada umumnya nilai cut off yang sering dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama sengan nilai VIF diatas 0,10. Maka untuk melihat hasil olah data uji multikolonieiras dapat dilihat pada Tabel Coefficients. Berdasarkan Tabel tersebut, di tunjukkan bahwa nilai tolarance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF 1/tolarance) dan menunjukkan tidak adanya multikolonieritas. Pada umumya nilai cut off 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 0,10. Hasil olah data diketahui bahwa variabel independen memiliki nilai tolarance < 0,10 dan juga menunjukkan variabel independen yang tidak memiliki nilai VIF lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi yang ingin dipenuhi dari pengujian heteroskedastisitas adalah homokesdastisitas. Menurut Ghozali (2005) salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat di lihat dari Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Bila ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, sebaliknya bila tidak ada pola yang jelas, serta titikVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian secara grafik sebagai berikut:



Gambar di atas meperlihatkan bahwa titik-titik yang berada pada grafik scatterplot tidak membentuk suatu pola yang jelas, dan cenderung menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model konsumsi makanan, dan data bersifat homokedastisitas tidak dapat di tolak. Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langka selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah ”Pengaruh pengaturan kelembaganaan, penguatan kapasitas hambatan dan preverensi terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan”. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 7. Nilai R adalah untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian penelitian, diperoleh nilai R sebesar 0,661, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengaturan kelembaganaan (X1), penguatan kapasitas (X2), hambatan (X3) dan preverensi (X4) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesejahteraan nelayan (Y). Sedangkan nilai R square (R2) atau nilai 155
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koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). Nilai R2 adalah diantara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi varibel dependen. Secara umum R2 untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Jika variabel independen lebih dari 1, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah adjusted R2. Nilai adjusted R2 pada penelitian ini adalah 0,437 mempunyai arti bahwa variabel dependen hanya mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 43,7 %. Dengan kata lain 43,7 % perubahan dalam kesejahteraan mampu dijelaskan variabel pengaturan kelembagana-an, penguatan kapasitas hambatan dan preverensi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 56,3 % dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh pengaturan faktor kelembaganaan, penguatan kapasitas hambatan dan preverensi terhadap kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh faktor kelembaganaan, penguatan kapasitas hambatan dan preverensi terhadap kesejahteraan nelayan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka model penelitia adalah sebagai berikut : Y = - 12, 589 + 0,241X1 + 0,316X2 + 0,516X3 + 0.249X4 156



Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari semua variabel independen yaitu variabel pengaturan kelembaganaan (X1), penguatan kapasitas (X2), hambatan (X3) dan preverensi (X4) menunjukkan angka positif. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel pengaturan kelembaganaan, penguatan kapasitas, hambatan dan preverensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesejahteraan nelayan (Y) adalah positif. Semakin tinggi variabel pengaturan kelembaganaan, penguatan kapasitas, hambatan dan preverensi maka semakin tinggi pula kesejahteraan nelayan. Berdasarkan hasil pengujian data, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan nelayan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nelayan, oleh karena itu hipotesis pertama (Hi) diterima dan Ho ditolak. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penyelidikan diperolehi beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan kondisi yang berhubungan dengan pengaturan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakan system co-management kelembagaan laut telah terkordinir dengan baik, lembaga-lembaga hukum laut telah dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan. Peranan panglima laot dan panglima teupin dalam tatakelola perikanan sudah semakin baik. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan co-management perikanan di Aceh sampai saat ini meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi perubahan sikap dan prilaku masyarakat nelayan dalam mengelola perikanan dengan menggunakan azas co-management. Pada awal pelaksanaan co-management banyak mendapatkan hambatan dari masyarakat nelayan sendiri yang sulit JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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untuk beradaptasi dengan system pengelolaan secara co-management. 3. Preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan co-management sangat tinggi, seiring dengan berjalannya waktu dan hasil dari penerapan co-management ini sudah mulai Nampak, maka masyarakat nelayan terutama di wilayah penelitian memiliki preferensi terhadap penerapan co-management dan keyakinan bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. 4. Kegiatan co-management di Aceh merupakan kegiatan yang relatif masih baru, dimana pengelolaannya baru mulai dilaksanakan semenjak Tsunami melanda Aceh tahun 2004, pelaksanaanpun masih terbatas pada wilayah tertentu terutama daerah-daerah yang menghadapi dampak kuat dari tsunami tersebut. 5. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel-variabel co-management yang diuji dalam penelitian ini signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan di Propinsi Aceh.
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REKOMENDASI 1. Terus dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Masyarakat Pesisir, Adat Laot Aceh, dan Pemerintahan Aceh khususnya dalam Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Diharapkan terjadi pendampingan dari Pemerintahan Aceh kepada Masyarakat Pesisir dan Adat Laot Aceh sehingga terwujudnya Kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Teralokasi dana dalam rehabilitasi dan konstruksi terpadu untuk kelestarian sumber daya kelauatan dan perikanan. 4. Kawasan Ramah Lingkungan Lhok Rigah dan kawasan lain yang telah terbentuk dapat dipertahankan sehingga dapat menjadi suatu model bentuk kolaborasi pengelolaan bersama – sama dalam bidang kelestarian sumber daya dan biota laut bagi Kabupaten Aceh lainnya, Propinsi yang ada di Indonesia atau Negara luar.
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This study aims to determine the factors that cause fluctuations in demand for aviation services at Sultan Iskandar Muda Airport. Indicators are analyzed limited to ticket prices and revenue service users. Time-series data from the years 2007-2011 were used, quantitative descriptive approach to multiple linear regression model to the data presented in the table, which is sourced from PT. Angkasa Pura II, Sultan Iskandar Muda Airport, and other literature related to this study. The results and discussion of the model is obtained with the equation : Qd = -7762 - 8.683E - 007 1.970E - 006 Htiket + Y show ticket prices (β1) negatively affect the coefficient value of - 8.683E - 007 to fluctuations in demand for aviation services. That is, if the ticket prices fell by 1 percent, then the fluctuations in the demand for aviation services at the Sultan Iskandar Muda Airport will increase by - 8.683E - 007 with the other variables held constant assumption that such variables of education, occupation, age, gender, status, dependents, interests, classes and other indicators, including the use of the sea as an alternative means of transportation. While the income regression coefficient (β2) showed a positive effect of 1.970E - 006, meaning that if income increased by 1 percent, then the fluctuations in demand for aviation services at the Sultan Iskandar Muda Airport, also will increase by 1.970E - 006 with the other variables that affect the assumptions considered constant.
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LATAR BELAKANG Perekonomian terbuka yang dianut dihampir setiap negara dekade ini mengharuskan adanya konsentrasi penuh penetapan suatu sistem ketahanan ekonomi yang relatif standar. Dalam hal ini, Indonesia sebagai Negara Sedang Berkembang (NSB), yang secara Undang-undang menganut sistem ekonomi pancasila atau sebahagian pakar ekonomi menyebut dengan ekonomi kerakyatan, yang diartikan dari rakyat untuk rakyat. Sedangkan aktualitas di pasar terjadi campuran sistem ekonomi Indonesia yaitu penggabungan sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi kapitalis, disebabkan tuntutan zaman, sehingga dapat menandingi pertumbuhan ekonomi dengan negara lain. Globalisasi eksteren yang disebut sumber daya impor harus dapat dijadikan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dalam negeri dengan memaksimalkan penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah seluruh kegiatan pembangunan. Pengembangan transportasi sangat penting artinya direalisasi untuk menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Hafasnudin (2002:3) tujuan pengadaan sarana sebagai berikut: Peran transportasi merupakan salah satu sarana penting bagi setiap pemerintah/daerah untuk menunjang berbagai pembangunan lainnya untuk peningkatan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berjalannya sistem jaringan transportasi dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatu162



an jaringan sistem transportasi. Untuk aspek kepentingan publik, sistem transportasi mencakupi transportasi darat, laut dan udara menerapkan fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional. Oleh karena itu, perlu kiranya alat transportasi udara bagi provinsi Aceh dalam menghadapi era globalisasi dan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) no.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat mengembangkan bandar udara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini diatur dalam pasal 19 Bab 5 Urusan Pemerintahan dan pasal 172 bagian Infrastruktur Ekonomi dijelaskan pada Bab XXII tentang perekonomian. Pada tahun 1953 Bandara SIM dibuka kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pendaratan pesawat dan diubah nama. Landasan yang digunakan sekarang sudah distandarkan ukurannya untuk penerbangan domestik dan internasional dengan panjang mencapai 3.000 m yang membujur dari Selatan ke Utara, dan telah diperbaiki prasanana dan sarana untuk menunjang berbagai keperluan pembangunan regional. Persentase pertumbuhan penumpang di bandara SIM lebih terakumudasi bergerak positif, dilihat dari peningkatan jumlah permintaan tempat duduk atau kartu penumpang (card seat) terhadap jasa penerbangan, akan tetapi, naik turun permintaan (demand fluctuation) selalu terjadi dari tahun ke tahun antara penumpang yang diangkut dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan. Berfluktuasinya permintaan terhadap jasa penerbangan ini juga dipengaruhi dengan semakin membaiknya kondisi keamanan Pemerintah Aceh pasca konflik yang berkepanjangan, sehingga mobilitas atau pergerakan penumpang lebih cepat dan banyak, baik dari penduduk lokal, turis domestik maupun turis internasional. Sedangkan persentase permintaan terendah terhadap jasa penerbangan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 66.545 atau dengan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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tingkat pertumbuhan sebesar 23,72 persen. Namun pada tahun 2009 permintaan meningkat kembali menjadi 128.139 penumpang atau tingkat pertumbuhan sebesar 45,65 persen. Selanjutnya pada tahun 2010 terus meningkat menjadi sebesar 314.974 penumpang atau pertumbuhan sebesar 90,11 persen. Dan persentase tertinggi terhadap jasa penerbangan terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 350.909 penumpang atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 93,11 persen. Data PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, total penumpang dari/ke atau menurut keberangkatan dan kedatangan, baik domestik maupun internasional, berfluktuasi tajam setiap tahunnya. Berdasarkan data penumpang menurut penggolongan internasional (baik datang dan berangkat) dan juga domestik (datang dan berangkat) menjelaskan adanya gejolak fluktuasi dari dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Pada tahun 2007 total penumpang penerbangan domestik dari/ke atau menurut keberangkatan dan kedatangan berjumlah sebesar 534.519 penumpang, yang merupakan jumlah penumpang domestik terendah, namun pada tahun 2008 total penumpang domestik dari/ke bergerak menurun sebesar 93.276 penumpang. Selanjutnya tahun 2009 dan 2010 total peumpang domestik dari/ke meningkat kembali masing-masing sebesar 200.524 dan 547.147 penumpang. Sedangkan tahun 2011 total penumpang domestik dari/ke terus meningkat yaitu sebesar 566.778 penumpang atau merupakan total penumpang domestik dari/ke dengan jumlah angka tertinggi. FIuktuasi terjadi adanya arus mobilisasi penumpang yang melakukan pengobatan di luar negeri, tugas belajar, pelatihan jalan (study tour), kepentingan kemanusiaan (human interest) ketika bencana maupun kepentingan-kepentingan lain yang bersifat personal. Sedangkan tahun 2011 total penumpang internasional tertinggi dari/ke Bandar Udara SIM sebesar 140.922.
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TINJAUAN TEORITIS Permintaan dapat dibagi dalam dua bagian besar yaitu permintaan langsung dan permintaan tidak langsung. Permintaan langsung adalah permintaan barang untuk dipakai atau dikonsumsi. Permintaan tidak langsung adalah permintaan barang yang digunakan sebagai input dalam proses produksi. Menurut Rosyidi (2006:291) terjadi permintaan disuatu pasar disebabkan adanya kesepakatan antara dua konsumen atau lebih yaitu: Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Setiap orang boleh saja ingin kepada apapun yang diinginkannya, tetapi jika keinginannya itu tidak ditunjang oleh kesediaan serta kemampuan untuk membeli, keinginannya itu pun hanya akan tinggal keinginan saja. Disini jelaslah bahwa keinginan memang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harga, sedangkan permintaan berpengaruh. Indikasi ini menjelaskan bahwa fluktuasi harga sangat berpengaruh terhadap eksistensi permintaan (demand) dan penawaran (supply) disuatu tempat. Fluktuasi harga tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersumber di wilayah operasional dalam katagori intern dan ekstern, nasional ataupun internasional. Dengan menggunakan salah satu faktorfaktor produksi dipastikan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum permintaan (law of demand) yang secara umum dapat diberi pengertian, yaitu jika harga suatu komoditi/barang naik (mahal), maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung sedikit; namun sebaliknya jika harga suatu barang turun (murah), maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung meningkat (banyak). Menurut McEachern (2001:42) menjelaskan hukum permintaan sebagai berikut: Jumlah barang yang diminta atau dibeli dalam suatu periode waktu tertentu berubah 163
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berlawanan dengan harganya, jika hal lain diasumsikan konstan. Sehingga semakin tinggi harganya, semakin kecil jumlah barang yang diminta; semakin rendah harganya, semakin besar jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan Pamungkas (2011:32) mendefinisikan hukum permintaan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu: Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian hukum permintaan berbunyi: “Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta.” Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah (dianggap tetap). Kuantitas permintaan cenderung turun ketika harga naik karena dua alasan dasar (Pamungkas, 2011:37) yaitu: 1. Efek substitusi. Naiknya harga suatu produk akan mengakibatkan konsumen mencari substitusi yang harganya tidak naik. Misalnya saja, harga telur bebek naik, maka dapat diganti dengan telur ayam. (Produk substitusi adalah produkproduk yang memiliki fungsi sama/serupa). 2. Efek pendapatan. Apabila harga naik sementara pendapatan konsumen tidak berubah, maka daya beli riil konsumen tersebut berkurang. Kuantitas yang diminta semua individu pada setiap tingkat harga dapat dijumlahkan untuk memperoleh permintaan pasar (market demand). Kurva permintaan untuk berbagai macam barang dan jasa tidak semuanya tepat sama. Bahkan kurve permintaan akan barang yang 164



sama pun dapat berbeda menurut tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi semua kurva permintaan menunjukkan satu ciri yang sama, yaitu arahnya yang turun dan kiriatas ke kanan-bawah (downward sloping to the right). Bentuk kurva ini menunjukkan bahwa antara harga (P) dan jumlah yang mau dibeli (Qd) terdapat suatu hubungan yang berbalikan. Menurut Assauri (2007:87) bentuk kurva permintaan ditentukan oleh hukum permintaan sebagai berikut: Kurva permintaan pada umunmya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum permintaan bahwa bila harga turun jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, jika harga naik, jumlah yang diminta berkurang, dengan anggapan keadaan yang lainnya tetap (cateris paribus), Dalam kurva permintaan, variable kuantitas/jumlah dan variable harga tidak mungkin terjadi untuk nilai-nilai yang negative. Dengan demikian, nilai variabel harga dan kuantitas/jumlah yang berlaku selalu diambil nilai-nilai yang positif. Bentuk kurva permintaan yang nilai historis, diketahui selalu dipengaruhi oleh integritas permintaan dan penawaran (demand and supply) yaitu: Kurva yang menggambarkan hubungan fungsional antara harga dan jumlah yang diminta. Kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa makin rendah harga barang, makin banyak jumlah yang diminta; pertama, karena orang-orang yang mula-mula tidak mampu membeli, sekarang dapat membelinya; dan kedua, karena jika harga suatu barang turun, maka orang-orang yang mula-mula membeli barang lain, sekarang lebih suka menggantinya dengan barang tersebut, yang relatif menjadi lebih murah. Kurva ini mempunyai lereng (slope) yang negatif, yang menunjukkan bahwa jumlah yang diminta (the quantity demanded) naik dengan turunnya harga (Kadariah, 2006:14). Permintaan akan suatu barang yang diinginkan konsumen dipengaruhi oleh berbJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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agai faktor, yang secara umum mengandung makna yaitu barang tersebut diperlukan, harga relatif murah, kualitas barang standar dan tahan lama pemakaiannya. Menurut Rosyidi (2006:304), variable-variabel yang mempengaruhi permintaan terhadap jumlah barang X yang diminta (Qd) yaitu: 1. Variabel strategis NBx : Nilai barang X per unit IBx : Iklan barang X Mx : Model barang X LJx : Lokasi jual barang X 2. Variabel konsumen Pk : Pendapatan konsumen Sk : Selera atau keinginan konsumen Ek : Expectation (harapan) konsumen 3. Variabel pesaing NBy : Nilai barang Y per unit IBy : Iklan barang Y My : Model barang Y LJy : Lokasi jual barang Y 4. Variabel lain N : Number (jumlah) penduduk C : Cuaca Kb : Kebijakan pemerintah (government) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telah banyak diungkapkan oleh para ahli ilmu ekonomi, namun kesemuanya memiliki arah tujuan yang sama, seperti disebutkan oleh Rahardja dan Manurung (2004:22), antara lain : 1. Nilai barang itu sendiri 2. Nilai barang lain yang terkait 3. Tingkat pendapatan perkapita 4. Selera atau kebiasaan 5. Jumlah penduduk 6. Perkiraan harga di masa mendatang 7. Distribusi pendapatan 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan Konsep Transportasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Transportasi atau pengangkutan merupakan bagian dari faktor-faktor produksi yang memegang peranan penting dan keberadaannya mendapat peroritas perawatan Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



(mentenance) khusus terjadwal yang berkesinambungan untuk akses kelancaran suatu unit operasional kerja. Hal ini selalu dipatenkan oleh badan usaha yang kapasitasnya telah profesional. Menurut Nasution (2004:15) definisi transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana aktifitas transportasi dimulai, ke tempat tujuan, kemana aktifitas transportasi diakhiri. Sedangkan PT. Angkasa Pura II cabang Aceh menjelaskan bahwa transportasi dipengaruhi oleh beberapa komponen, sebagai berikut: Permintaan jasa penerbangan tersebut variabel harga tidak hanya mewakili harga atau tarif jasa angkutan saja, tetapi meliputi pula kekuatan-kekuatan lain yang ada dibalik harga itu, seperti biaya waktu, biaya kenyamanan, biaya keselamatan, dan sebagainya, yang tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem. Menurut Nasution (2004:27) hal yang mempengaruhi permintaan transportasi disemua ruang lingkup kepentingan disebabkan beberapa unsur yaitu: Harga jasa angkutan, merupakan pencakupan berbagai biaya, dan bukan sekadar biaya angkutan saja. Namun demikian, sekadar menyederhanakan pemikiran dan analisis, dianggap bahwa tarif jasa angkutan hanya menceminkan imbalan balas jasa terhadap pengangkutan agar dapat melihat kepekaan permintaan jasa angkutan terhadap perubahan harga/tarif. Setiap moda transportasi mempunyai tingkat kepekaan sendiri-sendiri. Dan nampak jelas bahwa perubahan harga/tarif dalam batas tertentu, memberikan pengaruh yang kecil saja terhadap jumlah permintaan jasa transportasi. Tingkat pendapatan, adalah apabila tingkat pendapatan pemakai jasa transportasi makin meningkat maka permintaan jasa transportasi makin meningkat pula, karena kebutuhan melakukan perjalanan makin meningkat. 165
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Citra terhadap perusahaan atau moda transportasi, adalah apabila suatu perusahaan angkutan atau moda angkutan tertentu senantiasa memberikan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pemakai jasa transportasi, maka konsumen tersebut akan menjadi pelanggan setia. Dengan kualitas pelayanan yang prima akan meningkatkan citra perusahaan kepada para pelanggannya.



han Ekonomi Kota Makassar”. Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa arus penumpang dan arus barang di Pelabuhan Soekarno-Hatta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan kuantitatif yaitu hasil thitung sebesar 2,721 lebih besar daripada ttable sebesar 1,943. METODELOGI PENELITIAN



Penelitian sebelumnya, Lukman (2004) mengenai “Peranan Bandar Udara Hasanuddin Dalam Menunjang Perdagangan di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1998 - 2002” berdasarkan data hasil olahan mengenai perkembangan aktivitas di Bandar Udara Hasanuddin dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa untuk pergerakan pesawat angkutan udara secara keseluhuran rata–rata mengalami peningkatan sebesar 4 %, sedang-kan untuk aktivitas pergerakan penumpang rata– rata mengalami peningkatan sebesar 8% dan untuk aktivitas bongkar muat kargo sebesar 2%, walaupun pada beberapa tahun terlihat perkembangan pergerakan aktivitas di Bandar Udara Hasanuddin berfluktuasi, namun dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas di Bandar Udara Hasanuddin, walaupun peningkatannya sangat kecil. Diana (2008), menulis “Pengaruh Arus Penumpang dan Arus Barang melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Terhadap Pertumbu-



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelian kuantatif. Lokasi penelitian adalah ruang lingkup yang dibatasi pada analisis fluktuasi permintaan jasa penerbangan berdasarkan karakteristik pengguna jasa di Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengan melakukan penelitian terhadap karakteristik dan jumlah permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasi oleh P.T. Angkasa Pura II, Aceh, Dinas Perhubungan Aceh. Sedangkan untuk data primer diperoleh dari survey yang dilaksanakan pada bandara Sultan Iskandar Muda, dan traveltravel yang ada di Banda Aceh. Operasional variable merupakan batasan terhadap variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan-batasan tersebut adalah:



Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Variabel



Definisi



Kriteria



Indikator



Fluktuasi Permintaan Tingkat naik turunnya pengPengguna jasa penerJasa Penerbangan guna jasa penerbangan yang bangan selektif dalam (Qd) digunakan konsumen memilih pesawat



Mempengaruhi permintaan jasa penerbangan



Skala Ukur Satuan persen



Harga tiket Pesawat (Htiket)



Jumlah uang yang dibayarkan seorang pengguna jasa penerbangan



Perbandingan harga Tingkat daya beli dari Satuan dari satu pesawat den- konsumen jasa pener- rupiah gan pesawan lainnya bangan



Pendapatan Konsumen Jasa Pesawat (Y)



Jumlah penerimaan atau penghasilan perbulan para konsumen pengguna jasa penerbangan



Tinggi rendahnya pendapatan akan mempengaruhi permintaan jasa penerbangan



166



Tingkat kesiapan Satuan menyediakan uangnya rupiah untuk penggunaan jasa pesawat
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Pengolahan data dalam penelitian dengan menggunakan analisa kuantitaf membutuhkan alat bantu mengolah data statistik yaitu dengan menggunakan bantuan komputer dengan sofware program SPSS (statistical package for social science) for windows versi 2.00. Teknik analisis data, untuk mengetahui analisis faktor-faktor penyebab fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Dalam menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap fluktuasi permintaan jasa penerbangan, penulis hanya mengambil dua variabel bebas yang dominan yaitu harga tiket pesawat dan pendapatan konsumen jasa penerbangan untuk mempengaruhi variabel tetap yaitu fluktuasi permintaan jasa penerbangan, dimana persamaannya (Sudjana, 2004:149) sebagai berikut: Y = a + β1X1 + β2X2 + et Dimana: Y = Koefisien Variabel Terikat a = Konstanta β1, β2 = Parameter atau Koefisien Regresi X1, X2 = Koefisien Variabel Bebas et = Error term Untuk menjelaskan hasil hipotesis, maka model tersebut di atas diformulasikan lagi untuk menjadi model operasional dalam penelitian ini (Sudjana, 2004:150) Qd



= a + β1 Htiket + β2Y + et



Dimana: Qd = Fluktuasi Permintaan Jasa Penerbangan a = Konstanta β1, = Parameter Harga Tiket β2 = Parameter Pekerjaan Htiket = Harga Tiket Pesawat Y = Pendapatan Konsumen Jasa Penerbangan et = Error term Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



HASIL PENELITIAN Karakteristik pengguna jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, yang ditampilkan dalam penelitian ini meliputi tanggapan berdasarkan frekuensi permintaan, harga tiket pesawat, pendapatan konsumen, pekerjaan konsumen dan pendidikan konsumen terhadap permintaan jasa penerbangan. Variabel Permintaan Jasa Penerbangan Untuk menentukan seberapa besar tingkat fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, tentu dengan melihat eksistensi permintaan dalam kurun waktu tertentu pada lingkup penelitian. Pada variabel ini, yang perlu ditinjau adalah frekuensi penggunaan jasa penerbangan oleh para konsumen, alasan menentukan jasa penerbangan dan keperluan konsumen dalam menggunakan transportasi penerbangan. Hal ini menandakan, tingginya tingkat mobilitas pada konsumen untuk sesuatu perjalanan dengan menggunakan jenis jasa penerbangan, dibuktikan dengan tidak adanya respon 2 kali. Jumlah penggunaan jasa penerbangan hanya 4 kali pada frekuensi sebesar 4 persen, yang menggunakan 5 kali juga sedikit yaitu sebesar 10 persen, selebihnya di atas 5 kali yaitu sebesar 86 persen atau tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Karakteristik Penumpang Berdasarkan Harga Tiket Pesawat Kesepakatan harga yang disanggupi oleh konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi atas kesanggupan si konsumen, atau dengan kata lain harga adalah faktor penentu dalam suatu permintaan. Menurut teori ekonomi dikatakan bahwa, apabila harga meningkat maka produk yang diinginkan oleh konsumen menurun, namun ketika harga turun maka produk yang dimaksud akan lebih banyak dibeli oleh konsumen. Dijelaskan bahwa harga tiket pasaran yang dibeli olehpara responden yaitu berkisar antara Rp.1.500.000 sampai dengan 167



Denny Sumantri Mangkuwinata



Rp.1.999.000 sebanyak 20 konsumen atau 40 persen, dengan total nilai Rp.19.990.000. Faktor tidak adanya harga promo ketika survey berlangsung, tujuan dari/ke Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pada harga Rp.500.000-Rp.999.000 dengan jumlah konsumen 14 orang atau 28 persen, dengan total nilai Rp.6.993.000. Kemudian harga pasaran tiket Rp.1.000.000-Rp.1.499.000 yaitu sebanyak 8 responden atau 16 persen, dengan total nilai Rp.5.996.000. Pada harga tiket Rp.2.000.000-Rp.2.499.000 sebanyak 6 konsumen atau 12 persen, dengan nilai total sebesar Rp. 7.497.000 dan harga tiket diatas Rp 2.500.000 hanya ada 2 konsumen yang membelinya atau dengan nilai total Rp.5000.000. Tingginya harga tiket tidak mengurangi tingkat permintaan disebabkan karena kepentingan yang juga mendesak danjuga dipengaruhi tingginya pendapatan pengguna jasa penerbangan. Karakteristik Penumpang Berdasarkan Pendapatan Identik dengan penjelasan sebelumnya, bahwa tingkat pendapatan akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang diperoleh oleh seseorang, disebabkan pendapatan yang diperoleh akan diukur dengan tingkat kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Pendapatan pengguna jasa penerbangan yang paling banyak adalah yang berpendapatan berkisar Rp.5.000.000 ke atas yaitu 11 konsumen atau sebesar 22 persen dari jumlah konsumen yang didata, dengan total nilai Rp.55.000.000. Kemudian responden yang memiliki pendapatan rata-rata berkisar Rp.4.000.000-Rp.4.499.000 yaitu 12 konsumen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24 persen, dengan nilai total Rp.26.994.000, dan pendapatan Rp.3.000.000-Rp.3.499.000 yaitu berjumlah 9 responden atau sebesar 18 persen, dengan nilai total Rp.15.745.500. Responden yang pendapatan berkisar Rp.2.000.000-Rp.2.499.000 yaitu 10 responden atau sebesar 20 persen dengan nilai total Rp.12.495.000. Selanjutnya yang berpendapatan Rp.1.000.000-Rp.1.499.000 yaitu 5 re168



sponden atau sebesar 10 persen, dengan nilai total sebesar Rp.3.747.500 dan terakhir yang berpendapatan rata-rata berkisar Rp.500.000Rp.999.000 berjumlah 3 responden atau hanya sebesar 6 persen, dengan nilai total ssebesar Rp.1.498.500 dari jumlah responden secara keseluruhan. Karakteristik Penumpang Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Penggunaan jasa penerbangan dipengaruhi status pekerjaan yaitu suatu kebutuhan persial dalam menjalankan roda kehidupan seseorang. Tanpa pekerjaan, seorang individu tidak akan pernah dapat menggapai cita-cita dalam pemenuhan segala kebutuhannya. Karena penghasilan hanya akan diperoleh jika seseorang mengorbankan pikiran bahkan segala daya upaya yang dimilikinya melalui pekerjaan yang dilakukannya. Indikasi ini menunjukkan konsumen dengan pendapatan tinggi atau di atas ratarata yang menjadi produktifitas pemanfaatan jasa penerbangan. Status wirausahawan menempati jumlah terbanyak dalam penggunaan sarana transportasi udara ini yakni 40 % atau 20 responden. Kemudian pegawai negeri berjumlah 22 % atau 11 responden, TNI/Porli sebanyak 14 % atau 7 responden, karyawan swasta sebanyak 12 % atau 6 responden, pekerjaan lainnya (LSM dan NGO) berjumlah 8 % atau 4 responden. Karakteristik Penumpang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tanggapan menurut tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan dalam penggunaan jasa angkutan yang satu ini. Penerbangan merupakan modal tranportasi yang tergolong mewah dan eksklusif dibandingkan dengan penggunaan bus pada transfortasi darat ; kapal laut pada transportasi air atau kereta api yang lebih diminati saat ini karena harga tiketnya yang relatif murah. Pada umumnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih banyak karena kemamJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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puan seseorang akan dihargai setara dengan pengorbanannya. Berdasarkan data tanya jawab diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan sarjana (S1) menempati peringkat pertama dalam penggunaan jasa penerbangan ini sebanyak 24 responden atau 48 % dari keseluruhan responden yang diwawancarai. Kemudian tamatan Diploma masing memiliki 11 orang responden atau sebesar 22 %, Pasca Sarjana responden sebanyak 9 orang dengan pertumbuhan sebesar 18 persen dan terakhir tamatan SLTA sebanyak 6 responden atau 12 persen dari jumlah responden yang ada. Pada penelitian ini tidak ditemukannya responden yang hanya menyelesaikan pendidikan akhir di SD dan di SMP, menunjukkan bahwa, responden jasa penerbangan, umumnya mempunyai tingkat pendidikan memadai. Karakteristik Penumpang Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia Modulasi tanggapan konsumen jasa penerbangan dilihat dari jenis kelamin dan usia yang merupakan suatu skedul pergerakan dengan tujuan masing-masing. Laki-laki cenderung memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan yang dipikul dibandingkan dengan perempuan. Indikasi ini tidak diartikan perempuan tidak konsentrasi yang baik dalam menjalankan di tempat aktifitasnya. Berdasarkan laki-laki merupakan pengguna jasa yang paling dominan terhadap jasa penerbangannya yaitu 70 persen atau 35 orang sedangkan perempuan hanya 30 persen atau 15 orang dari keseluruhan jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak berkepentingan dari pada perempuan yang memiliki segala keterbatasan dalam emansipasinya. Menjelaskan modulasi tanggapan tingkat umur biasanya mempengaruhi kemampuan fisik dan mental jika dibebani suatu pekerjaan. Umumnya pengguna jasa penerbangan yang masih muda lebih banyak dibandingkan dengan pengguna jasa yang sudah berumur lebih tua. Indikasi ini menunjukkan Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



produktivitas dan kinerja umur yang lebih muda lebih bagus dibandingkan dengan umur yang lebih tua karena kemampuan fisiknya yang sudah menurun. Menjelaskan bahwa umur 30-39 memiliki frekuensi yang lebih banyak dalam penggunaan jasa penerbangan yakni sebanyak 40 persen atau 20 orang dari jumlah pengguna jasa penerbangan. Sedangkan jumlah konsumen terendah yaitu pada umur < 60 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 6 persen. Indikator Penggunaan Dan Kepentingan Terhadap Jasa Penerbangan Pengguna jasa penerbangan tentu mempunyai alasan tersendiri, seiring dengan pesatnya kemajuan akan teknologi dekade ini menjadikan seseorang lebih banyak bergerak untuk suatu tujuan, seperti tuntutan pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan masalah lain adalah kepentingan sangat mempengaruhi tingkat permintaan terhadap jasa penerbangan di bandara Sultan Iskandar Muda. Alasan konsumen pengguna jasa penerbangan disebabkan lebih cepat dan hemat waktu menempati jumlah terbanyak berjumlah 36 konsumen atau 72 persen dari keseluruhan konsumen, kemudian alasan biaya bisa dijangkau sebanyak 5 responden atau 10 persen, alasan keamanan dan kenyamanan sebanyak 4 responden atau 8 persen serta alasan selera dan kebebasan membawa barang yakni masing-masing berjumlah 2 konsumen atau hanya 4 persen. Sedangkan Faktor pekerjaan paling banyak dipilih oleh responden yaitu 35 responden atau 70 % dari keseluruhan responden, alasan kepentingan pribadi terdapat 4 responden atau 8 % dan kepentingan bisnis sebanyak 9 responden atau 18 %. Hal ini selaras dengan profesi yang digeluti oleh para responden dan juga sesuai dengan alas an memilih jasa penerbangan dibandingkan dengan angkutan lain, yakni lebih cepat danhemat waktu untuk menyelesaikan tugasnya ditempat yang direncanakan.
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PEMBAHASAN Hasil Estimasi Faktor-Faktor Penyebab Fluktualisasi Permintaan Jasa Penerbangan Di Bandara Iskandar Muda Untuk menjelaskan fungsi permintaan jasa penerbangan yang selalu berfluktuasi di Bandara Iskandar Muda, periode 1998-2011, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression), yang persamaannya telah dimodifikasi sesuai dengan model operasional dalam penelitian ini yaitu Qd = a + β1 Htiket + β2Y Pada Tabel 2 berikut ini diperoleh hasil fluktuasi permintaan jasa penerbangan dengan hitungan komputer pada program SPSS for windows version 20.00, model persamaannya yaitu Qd = -7.762 - 8.683E-007 Htiket + 1.970E-006 Y Variabel bebas yang diregresi secara berganda pada Tabel 2, dilakukan regresi hanya kepada dua variabel bebas, yaitu harga tiket, pendapatan, yang ditekuni responden. Koefisien Regresi a. Nilai konstan sebesar -7.762, artinnya keputusan responden memilih jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, jika harga tiket, pendapatan, dianggap konstan, maka nilai keputusan pemilihan oleh responden yaitu sebesar -7.762. b. Koefisien variable harga tiket menunjukkan pengaruh yang negatif dengan nilai koefisien sebesar -8.683E-007 yaitu jika harga tiket turun sebesar 1 persen, maka fluktuasi jumlah permintaan jasa pener-



bangan di Bandara Sultan Iskandar Muda akan naik sebesar -8.683E-007 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan yaitu seperti variabel pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, status, tanggungan, kepentingan, kelas dan indikatorindikator lainnya termasuk penggunaan alat transportasi laut sebagai alternatif. c. Pendapatan menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 1.970E-006, yang artinya jika pendapatan naik sebesar 1 persen, maka fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, juga akan naik sebesar 1.970E-006 dengan asumsi variable lain yang mempengaruhi dianggap konstan. Hasil Uji-t Statistik a. Variabel harga tiket dengan nilai thitung sebesar -0,801 dan tTabel sebesar 2,021 menunjukkan bahwa thitung < tTabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,570. Artinya bahwa bahwa parsial variabel harga tiket pada regresi (X1) tidak berpengaruh signifikan atau negatif terhadap fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengan kata lain, seberapapun harga tiket yang dijual, konsumen tetap akan melakukan pesanan pembelian disebabkan berbagai faktor kebutuhan ditempat tujuan. b. Variabel pendapatan dengan nilai thisebesar 2,641 dan tTabel sebesar 2,021 tung menunjukkan bahwa thitung > tTabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,230. Artinya bahwa parsial variabel pendapatan (X2) berpengaruh signifikan atau positif terhadap fluktuasi permintaan jasa penerban-



Tabel 2 Hasil Estimasi Faktor-Faktor Penyebab Fluktualisasi Permintaan Jasa Penerbangan Di Bandara Sultan Iskandar Muda Variabel



B



Standar Error



Nilai t



Konstanta



-7.762



15,887



-0,489



0,711



Harga tiket



-8.683E-007



0,000



-0,801



0,570



Pendapatan



1.970E-006



0,000



2,641



0,230



Koefisien korelasi (R) = 0,937a Koefisien determinasi (R2) = 0,878 Adjusted (R2) = 0,635 



Sig



Standar error of estimate = 12.339 T tabel = 2.021



Sumber: PT. Angkasa Pura II, Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, 2012
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gan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengan kata lain, tingkat pendapatan konsumen akan mempengaruhi jumlah permintaan jasa penerbangan.



2. 



Koefisien Adjusted R Square sebesar 0.635, artinya 63,50 persen perubahan variabel terikat (dependent) yaitu fluktuasi permintaan jasa penerbangan dijelaskan oleh variabel bebas (independent) yaitu harga tiket dan pendapatan responden. Sedangkan selebihnya sebesar 36,50 persen dijelaskan oleh indikator pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, status, tanggungan, kepentingan, kelas dan indikator-indikator lainnya termasuk penggunaan alat transpotasi laut. Uji Normalitas dan Heterogenitas. Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan Normal Probability pLot yang membandingkan distribusi kualitatif dengan distribusi normal. Dari regresi yang dilakukan didapatkan bahwa titik-titik yang menunjukkan data yang sebenarnya menyebar disekitar garis normal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi layak dipakai dan memenuhi asumsi normalitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah regresi yang digunakan mengandung variance residual yang bersifat Heteroskedastisitas, dari grafik Scatterplot terlihat titik menyebar secara merata dan membentuk satu pola tertentu tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.



3. 



4. 



KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dan diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ketika dilakukan penelitian dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yaitu aktualVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



5. 



isasi harga tiket pesawat yang direspon dan pendapatan pengguna jasa. Pengolahan data dilakukan terhadap dua variabel dominan tersebut, maka diperoleh hasil yang singkron atau sejalan dengan hipotesis yang diajukan bahwa harga tiket pesawat mempunyai pengaruh yang negatif atau tidak signifikan terhadap fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara SIM. Maka disimpulkan bahwa, secara teoritis disebutkan, turunnya harga tiket akan meningkatkan tingkat permintaan terhadap jasa penerbangan, namun setelah melihat hasil regresi tidak signifikan. Artinya seberapa pun harga tiket yang dijual, konsumen tetap akan melakukan pesanan pembelian disebabkan berbagai faktor, antara lain tingkat kebutuhan di wilayah kota Provinsi Aceh dan Kabupaten-kabupaten terdekat dengan Provinsi, yang didukung oleh tingkat pertumbuhan perkapita, dan juga berhubungan dengan pekerjaan yang diembang di tempat tujuan. Variabel pendapatan berpengaruh signifikan atau positif terhadap fluktuasi permintaan jasa penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengan kata lain, tingkat pendapatan pengguna jasa akan mempengaruhi jumlah permintaan jasa penerbangan. Menjatuhkan pilihan utama kepada transportasi udara lebih dominan dibandingkan transportasi lainnya disebabkan beberapa pertimbangan, yaitu lebih cepat, hemat waktu, keamanan dan kenyamanan, biaya yang masih terjangkau, selera, serta bagasi yang memadai dan keamanan titipan barang yang standar. Koefisien Adjusted R Square sebesar 0,635 atau sebesar 63,50 persen menunjukkan variabel bebas (independent) yaitu harga tiket dan pendapatan pengguna jasa, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi permintaan jasa penerbangan. Sedangkan selebihnya sebesar 36,50 171
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persen dijelaskan oleh indikator lain diluar model hitungan operasional dalam penelitian ini. SARAN Dari penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pengguna jasa penerbangan, penulis ingin mengajukan beberapa saran: 1. Diharapkan kepada pemerintah dan dinas terkait untuk dapat menetapkan harga tiket relatif standar dan relevan menurut ukuran pertumbuhan ekonomi
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perkapita wilayah, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan permintaan terhadap jasa penerbangan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara persaingan antar maskapai penerbangan juga meningkat. 2. Kepada PT. Angkasa Pura II Provinsi Aceh selaku pengelola Bandara, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penerbangan, sehingga tingkat kepuasan dapat dirasakan secara nyata oleh pengguna jasa.
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Analisis Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara



The purpose of this study to determine the effect of regional expenditures and Population of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in North Aceh. For purposes of analysis, this study uses annual time series data from 2003 to 2012, which will be interpolated into quarterly data. Model analysis will use multiple linear regression. The results of the Gross Regional Domestic Product equations, yielding values of determination coefficient of 0.883. That means that the ability of the variable expenses and the number of residents in the area to explain the Gross Regional Domestic Product (GDP) reached 88.30 percent. Expected to Aceh Utara District Government to be able to optimize the management of local revenue increased regional financial governance, the use of special autonomy is more focused on the sectors of education, health, economic empowerment, infrastructure, sustainability privilege Aceh and Aceh peace that have a major impact on the ability of future regional economic leverage to come
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LATAR BELAKANG Reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerahdaerah untuk menikmati otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Setiaji dan Adi, 2007). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, yaitu dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Apabila 176



PDRB suatu daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat dikatakan meningkat pula yang otomatis memperkuat PAD daerah itu. Dan sebaliknya apabila PDRB suatu daerah mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dikatakan menurun, yang dapat dilihat dari berbagai sektor. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dimaksud adalah : 1. Apakah pengeluaran daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara? 2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara? 3. Apakah Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. 3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan masukan untuk para pengambil kebijakan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Aceh Utara. 2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti yang berminat JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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dengan pembahasan yang sejenis di masa mendatang. TINJAUAN PUSTAKA Penduduk merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Karena penduduk sebagai Sumber Daya Manusia dapat menyediakan tenaga kerja atau tenaga ahli dalam menciptakan kegiatan perekonomian. Salah satu masalah besar dalam pembangunan ekonomi di LDCs (Less Development Countries) adalah gejala pertumbuhan penduduk yang tinggi (Hakim, 2004). Pertambahan penduduk yang sangat cepat nampaknya makin menambah kerumitan dalam usaha-usaha pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Karena disatu pihak perkembangan penduduk yang cepat akan menambah jumlah tenaga kerja yang sama cepatnya, dilain pihak negara-negara yang sedang berkembang mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru. Akibatnya timbul lah pengangguran yang sangat serius baik di kota maupun di desa dan masalah urbanisasi (Suryana, 2000). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut menurut Sukirno (1994:23) adalah : 1. Cara Pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tanggi konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendaVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



patan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor. 2. Cara Produksi atau cara produk netto. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan. 3. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah : 1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya. 2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apaka ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak. Pengeluaran Pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu : 1 Teori Rostow dan Musgrev Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam (Arsyad, 1999 : 34) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahaptahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase inv177
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estasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 2. Teori Wagner Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemrintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :



Pk P 1 Pk P 2 PP < < ... < k n PPK 1 PPK 2 PPK n Dimana : PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita PPK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk 1, 2, ..., n = Jangka waktu (tahun) 3. Teori Peacock dan Wiseman Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman dalam (Arsyad, 1999 : 34) menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak 178







tidak berobah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemrintah semakin meningkat pula. Dari ketiga teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatn daerah tersebut. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran pemerintah akan ikut meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.



Pengaruh Pengeluaran Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Model pengeluaran daerah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam (Arsyad, 1999 : 34) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahaptahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut,Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Hal ini didukung oleh, Marjudin (2011) yang menganalisis tentang kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simelue dalam rangka otonomi khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simelue masuk kategori sangat kurang, dimana penerapan otonomi khusus telah meningkatkan kemampuan keuangan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah Kabupaten Simelue. H1 : Pengeluaran Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Masalah terbesar dalam pembangunan ekonomi di LDCs (Less Development Countries) adalah gejala pertumbuhan penduduk yang tinggi (Hakim, 2004). Pertambahan penduduk yang sangat cepat nampaknya makin menambah kerumitan dalam usaha-usaha pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Karena disatu pihak perkembangan penduduk yang cepat akan menambah jumlah tenaga kerja yang sama cepatnya, dilain pihak negara-negara yang sedang berkembang mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru. Akibatnya timbul lah pengangguran yang sangat serius baik di kota maupun di desa dan masalah urbanisasi (Suryana, 2000). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga memiliki problematika yang sama, yaitu memiliki jumlah penduduk yang besar yang tersebar disetiap daerahnya. Sedangkan lapangan usaha masih sangat terbatas yang menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, masalah pendidikan juga belum teratasi. Tidak semua penduduk di masing-masing daerah di Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik dikarenakan kurangnya biaya. Sehingga masih banyak terdapat penduduk dengan kualitas yang rendah. Sebagai akibatnya adalah dapat menghambat kegiatan pembangunan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Seperti studi yang dilakukan oleh Siregar (2007), bahwa kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia diindikasikan oleh laju pengangguran yang masih relatif tinggi dan sulit/lambat penurunannya (persistent), dan juga oleh angka kemiskinan (terutama kemiskinan di kawasan pedesaan) yang juga Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



relatif persistent. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Nazliana Nasution (2008), menganalisis pengaruh variabel PAD dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Utara. H2 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. Pengaruh Pengeluaran dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sumber pembiayaan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dimana pembiayaan tersebut diperoleh dari berbagai penerimaan daerah baik yang diperoleh dari daerah itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan berbagai sumber penerimaan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan pemerintah daerah baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian singkat diatas, dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut : Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Pengeluaran dan Jumlah Penduduk Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara



Pengeluaran Daerah PDRB Jumlah Penduduk



Sesuai dengan penelitian Marjudin (2011), menganalisis kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simelue dalam rangka otonomi khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simelue masuk kategori sangat kurang, dimana penerapan otonomi khusus telah meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk men179
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dorong pertumbuhan daerah Kabupaten Simelue. H3 : Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara. METODE PENELITIAN Penelitian ini memfokuskan masalah mengenai pengaruh pengeluaran dan jumlah penduduk terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara. Dengan variabel penelitiannya adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Daerah, dan jumlah penduduk. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu tahunan mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2012 dengan jumlah data sebanyak 10 observasi yang akan diinterpolasi menjadi data kuartalan sehingga akan menghasilkan data sebanyak 40 observasi, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku dan penelitian sebelumnya. Untuk memperoleh jumlah data yang lebih banyak, maka penulis akan mempergunakan metode interpolasi linier sebagai berikut : (Insukindro, 1993) Q1 = 1/4 {Yt - 4,5/12 (Yt – Yt-1)} Q2 = 1/4 {Yt - 1,5/12 (Yt – Yt-1)} Q3 = 1/4 {Yt +1,5/12 (Yt – Yt-1)} Q4 = 1/4 {Yt + 4,5/12 (Yt –Yt-1)} Di mana Q1 adalah data triwulan 1, dan seterusnya; Yt adalah data tahun yang berlaku



dan Yt-1 adalah data satu tahun sebelumnya. Model analisis yang akan digunakan merupakan model ekonometrik dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun model persamaan penelitian ini dapat difungsikan sebagai berikut : PDRB = f (PD) PDRB = f ( JP) PDRB = f (PD dan JP) Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut : Log PDRBt = β0 + β1 log PDt + εt Log PDRBt = β2 + β3 log JPt + εt Log PDRBt = β4 + β5 Log PDt + β6 Log JPt + εt Dimana : PD = Total pengeluaran daerah Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah) PDRB = PDRB harga berlaku Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah) JP = Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara (Juta Jiwa) β0 = Konstanta β1 – β2 = koefisien regresi t = Tahun (2003, 2004, ..., 2012) εt = Kesalahan pengganggu HASIL PENELITIAN Metode analisis yang akan digunakan adalah regresi linier sederhana dan berganda. Persamaan pertama yang menyebutkan bahwa pengeluaran daerah mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto. Adapun persamaan pertama dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 1 Koefisien Pengeluaran Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Persamaan Produk Domestik Regional Bruto Unstandardized Coefficients



Model 1



B (Constant) PD



Standardized Coefficients



Std. Error



4.893



.791



.033



.004



Beta .779



t



Sig. 6.189



.000



7.649



.000



Sumber : Hasil Penelitian (diolah) 2013
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Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan hasil model estimasi sebagai berikut : PDRB = -80,844 + 0,086 JP Berdasarkan hasil model estimasi dapat diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,086. Artinya apabila Pengeluaran Daerah naik sebesar 1 milyar Rupiah, ceteris paribus, maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,086 milyar Rupiah. Sementara model kedua dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto. Adapun persamaan kedua dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat ditentukan hasil model estimasi sebagai berikut : PDRB = -80,844 + 0,086 JP Berdasarkan hasil model estimasi dapat diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,086. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar



0,086. Artinya apabila Jumlah Penduduk naik sebesar 100 jiwa, ceteris paribus, maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,086 milyar Rupiah. Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan persamaan penelitian dipengaruhi oleh Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk. Adapun koefisien untuk masingmasing variabel persamaan ketiga dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat ditentukan hasil model estimasi sebagai berikut : PDRB = -60,180 + 0,024 PD + 0,063 JP Berdasarkan hasil model estimasi dapat diketahui bahwa variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,024. Artinya apabila Pengeluaran Daerah naik sebesar 1 milyar Rupiah, ceteris paribus, maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,024 milyar Rupiah. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,063. Artinya apabila Jumlah Penduduk naik sebesar 100 jiwa, ceteris paribus, maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,063 milyar Rupiah.



Tabel 2 Koefisien Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya Terhadap Persamaan Produk Domestik Regional Bruto Unstandardized Coefficients



Model 1



B (Constant) JP



Standardized Coefficients



Std. Error



-80.844



12.086



.086



.011



Beta



t



Sig.



-6.689



.000



7.539



.000



.774



Sumber : Hasil Penelitian (diolah) 2013



Tabel 3 Koefisien Persamaan Produk Domestik Regional Bruto Unstandardized Coefficients



Model 1



B (Constant) PD JP



Standardized Coefficients



Std. Error



Beta



t



Sig.



-60.180 .024



6.965 .003



.572



-8.640 9.478



.000 .000



.063



.007



.565



9.361



.000



Sumber : Hasil Penelitian (diolah) 2013
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Persamaan Pengeluaran Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,606 maka hal ini berarti seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian untuk persamaan Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan segala perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 60,6% dan sisanya sebesar 39,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Persamaan Jumlah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,599 maka hal ini berarti seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian untuk persamaan Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan segala perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 59,9% dan sisanya sebesar 40,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Persamaan Produk Domestik Regional Bruto Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,883 maka hal ini berarti seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian untuk persamaan Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan segala perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 88,3% dan sisanya sebesar 11,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.



Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,033. Persamaan Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan segala perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 60,6% dan sisanya sebesar 39,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian 2. Hasil model estimasi model kedua dapat diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,086. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,599 maka hal ini berarti seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian untuk persamaan Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan segala perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 59,9%. 3. Hasil model estimasi variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,024, disamping itu variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,063. 4. Persamaan Produk Domestik Regional Bruto, menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,883 dengan nilai F statistik yang signifikan pada α = 1%, secara kedua variabel terikat yaitu variabel Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.



KESIMPULAN SARAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil model estimasi terhadap model pertama dapat diketahui bahwa variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik 182



Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Mengingat besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat maka diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dapat menJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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goptimalan Pendapatan Asli Daerah yang tidak memberatkan masyarakat umum dan melalui peningkatan investasi pemerintah dan sektor swasta. 2. Diharapkan pihak pemerintah untuk dapat mengingkatkan manajemen tata kelola keuangan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan berdampak besar pada daya ungkit ekonomi secara jangka panjang. 3. Sebagaimana diamanatkan oleh UUPA bahwa pemanfaatan otonomi khusus (otsus) Provinsi Aceh termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus difokuskan pada sektor Pendidikan, Kesehatan pem-
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berdayaan ekonomi, infrastruktur, keistimewaan Aceh dan keberlanjutan perdamaian Aceh, maka diharapkan kepada pihak pemerintah untuk dapat menfaatkan dana tersebut secara optimal dengan mempertimbangkan dampak yang besar secara jangka panjang. 4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan berkenaan dengan efektifitas pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan menitik beratkan pada Otonomi khusus, dikarenakan kucuran dana ini sangat terbatas bagi pemerintah daerah ini.
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Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen



This research aims to know the level of contribution, elasticity, efficiency and effectiveness of the street light tax in Bireuen district. Data used in this research is secondary data with the period 2000 - 2010. The data are obtained from the official of finance and territory wealth Management ( DPKKD ), the Territory Development Planning. The state electricity enterprise (PLN) of Bireuen and another sources . The instruments of analysis which used are, the analysies contribution, elasticity, efficiency, and effectiveness. The results of the research that street light taxes in Bireuen district give a small contribution both in regional tax and local own source revenue. The street light tax mean elastic by PDRB. The efficiency of street light tax in Bireuen district since 2000 - 2010 commonly very efficient with the average 42,74% in every year. It caused by tax taking which easier because it gathered by payment of electricity account. Where as, the level of street light tax effectiveness is low, which is in definite year, the realization of acceptance was far under the target which definite.Bireuen government is expected to increase the effectiveness of the street light tax and shoult pay more attention to improve more the tax administration system. By doing so, it is hoped that the street light taxes can induce local source revenue more in the future.
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LATAR BELAKANG Sejak diberlakukan otonomi daerah, banyak ditemukan ketidakseimbangan dan ketidak konsistenan beban tugas yang harus dikerjakan oleh daerah dengan kondisi dan situasi keuangan daerah itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana menciptakan kebijakan dan program yang dapat mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan keuangan daerah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang sangat potensial adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat digunakan untuk kepentingan daerah sendiri terbebas dari pengaruh campur tangan pemerintah disamping Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undangundang yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil. Selama ini sumbangan dan bantuan pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu 188



dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara terus menerus mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Propinsi Aceh dimana sebelumnya merupakan bahagian dari Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1999 Bireuen ditetapkan sebagai daerah otonom. Kabupaten Bireuen merupakan salah setu kabupaten yang cukup potensial untuk berkembang. Hal ini dikarenakan kabupaten Bireuen mempunyai banyak sumber daya yang bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat dan memberikan pendapatan kepada daerah melalui pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini mengelola 6 (enam) jenis pajak daerah. Yaitu pajak Hotel dan Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Galian Golongan C, serta pajak Air Bawah Tanah dan Sarang Burung Walet. Pajak penerangan jalan menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbanyak untuk pendapatan daerah, disusul oleh pajak galian golongan C, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah dan sarang burung walet, serta pajak hiburan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di masa yang akan datang diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pemungutan pajak agar penerimaan pajak dapat terus bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Pemilihan penelitian terhadap pajak ini karena meJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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miliki potensi penerimaan cukup besar dari objek pajak mengingat kebutuhan dan ketergantungan konsumen akan listrik terus bertambah dari waktu ke waktu. TINJAUAN TEORITIS Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan dalam negeri. Salah satu sumber yang dianggap ideal adalah pajak, karena pajak tersebut mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sumber penerimaan dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai instrumen kebijakan dalam mengatur kegiatan perekonomian. Soemitro (2004 : 142), memberikan definisi pajak sebagai iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. b. Manfaat pajak dapat dinikmati secara tidak langsung oleh semua orang melalui pembiayaan berbagai sarana dan prasarana publik. c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. d. Pajak lebih diperuntukkan untuk pembiayaan atau pengeluaran-pengeluaran sektor pemerintahan, yang apabila terdapat surplus, maka dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat (public investment). Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



intah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Dewi (2006 : 6) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah : a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri; b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemda; c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda; d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pengaturannya kepada yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pengaturannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut Fushimi (2001 : 38), untuk membentuk suatu perpajakan yang baik ada 3 (tiga) unsur penting bagi perkembangan sistem perpajakan, yaitu : a. Pembentukan yang legal dan benar serta pengetahuan umum tentang sistem perpajakan. b. Pelaksanaan aturan pajak yang adil, efisien dan efektif. c. Kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan baik dan benar. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang 189
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber-sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapun yang menjadi subjek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik dimaksud ditetapkan sebagai berikut : (1) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan (2) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Hubungan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan nasional riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi penduduk suatu wilayah, apabila digunakan alat ukur yang tepat. Beberapa alat ukur diantaranya Produk Domestik Bruto, pendapatan perkapita, pendapatan per jam kerja dan angka harapan hidup. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian 190



dalam suatu wilayah, pada umumnya dalam jangka waktu suatu tahun (Todaro : 2003 : 38 ). PDRB digunakan oleh banyak Negara sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecendrungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya, dimana kelebihan dari seluruh pendapatannya setelah dikonsumsi merupakan kekayaan tambahan. Mengaitkan PDRB sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat dengan pajak daerah terutama pajak yang berbasis pajak pendapatan, dilihat dari sisi penghasilan masyarakat bahwa penghasilan adalah semua penerimaan yang dapat menambah konsumsi dan meningkatkan kekayaan atau tabungan (Mangkoesoebroto : 2001:235). Menurut pandangan Keynes (Dornbusch : 2004 : 193), kegiatan ekonomi sangat tergantung kepada pembelanjaan atau pengeluaran agregat untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu biasanya di ukur untuk satu tahun. Komponen utama dari pembelanjaan agregat adalah konsumsi rumah tangga (C), Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (I), Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah (G), dan Ekspor Netto (NX) . Secara makro (regional) untuk seluruh kabupaten atau kota, pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Pengenaan pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang dikonsumsikan. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan regional dalam perekonomian daerah yang bersangkutan . Konsep elastisitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat elastisitas di bidang perpajakan. Musgrave dan Musgrave (1984:600) menyatakan konsep elastisitas fiskal berkaitan erat dengan konsep fleksibiliJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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tas sistem fiskal. Choudry dalam Ichsan (2009 :20) membedakan koefisien elastisitas berdasarkan berubah tidaknya struktur fiskal yang dianalisis. Apabila struktur fiskal tetap, maka koefisien elastisitas melekat menunjukkan perubahan penerimaan pajak hanya dipengaruhi oleh PDB. Apabila struktur fiskal berubah maka koefisien elastisitas menjadi pendorong penerimaan pajak (buoyancy of tax) yang dipengaruhi oleh perubahan struktur pajak dan perubahan PDB. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah yaitu peningkatan efisiensi. Menurut Halim (2004 : 134) efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik. Devas dalam Munir,dkk (2004 : 165) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Dengan demikian efisiensi pajak penerangan jalan merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau nisbah antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Siagian (2001:24) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. METODE PENELITIAN Penelitian ini membahas tentang Pajak Penerangan Jalan yang meliputi besarnya tingkat kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, bagaimana elastisitas atau kaitannya dengan PDRB serta akan dilihat pula bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Sumber data diperoleh dari berbagai instansi antara lain : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen; Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen; Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bireuen; dan Sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif dan analitik kuantitatif. HASIL PEMBAHASAN Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bireuen selama sebelas (11) tahun mengalami fluktuasi,dimana rata-rata laju pertumbuhannya adalah sebesar 36 % per tahun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2001 s/d 2004 terjadi konflik antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga pihak PLN tidak dapat melakukan pendataan yang akurat terutama di daerah pedalaman yang tentu saja sangat merugikan pemerintah daerah dalam hal penerimaan pajak penerangan jalan. Disamping itu dampak dari konflik tersebut sampai tahun 2010 adalah terganggunya ketersediaan arus listrik dan terjadinya penunggakan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh PEMDA sebesar RP 10,5 Miliyar.
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Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 yang mengalami fluktuasi dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 77.04 persen pada Pajak Daerah dan pada tahun 2010 yaitu sebesar 25,42 persen pada PAD. Kontribusi terendah pada Pajak Daerah sebesar 15,68 persen terjadi pada tahun 2001 dan pada PADtahun 2009 hanya sebesar 8,14 persen. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah sebesar 52,04 persen dan kontribusi terhadap PAD sebesar 15,61 pertahun. Analisis Elastisitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hasil estimasi yang diperoleh dari persamaan regresi dengan menggunakan data PPJ dan PDRB sub sektor listrik pada harga berlaku dari tahun 2000 s/d 2010 dengan bantuan program SPSS versi 16 , maka diperoleh persamaan sebagai berikut : Ln PPJ = Ln 10,623 + 1,085 Ln PDRB Dengan meng-anti Ln kan nilai konstantanya, maka persamaannya menjadi sebagai berikut : PPJ = 41068,6 x PDRB 1,085 Dari hasil regresi tersebut dapat dianalisis, bahwa nilai konstanta sebesar 41068,6 menyatakan bahwa jika variable independent dianggap konstan maka besarnya PPJ = 41068,6. Koefisien regressi yang sekaligus dapat ditafsirkan sebagai koefisien elastisittas (β2 = E) adalah sebesar 1,085 artinya bahwa setiap penambahan PDRB sebesar 1% akan dapat mempengaruhi PPJ sebesar 1,085%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPJ bersifat elastis terhadap perubahan PDRB sub sektor listrik karena 1,085 lebih besar dari 1 (1,085 > 1) . Selanjutnya untuk membuktikan bahwa PPJ bersifat elastis terhadap perubahan 192



PDRB sub sektor listrik, maka dilakukan uji sebagai berikut : a. Uji T Berdasarkan hasil analisis out put SPSS yang diperlihatkan pada tabel coefficients diatas, maka diperoleh nilai thitung = 4,662 dan ttabel = 2,2010 jadi nilai thitung > ttabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap PPJ dengan signifikan sebesar 0,001. b. Uji - F Dari hasil analisis out put SPSS maka diperoleh nilai Fhitung juga lebih besar dari nilai Ftabel dimana Fhitung = 21,733 > Ftabel = 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB juga berpengaruh terhadap PPJ dengan signifikan sebesar 0,001. Analisis Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 umumnya sangat efisien dengan nilai rata rata 42,74 persen, dimana realisasi penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan biaya pungut yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajaknya yang relatif mudah karena langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bireuen dapat dianalisis dari total realisasi PPJ yang dikumpulkan dengan target upaya pengumpulan PPJ yang ditetapkan. Apabila realisasi pengumpulan PPJ yang dicapai lebih besar dari target yang ditetapkan, maka dapat diartikan terpenuhi tingkat efektivitas dan sebaliknya, apabila realisasi pngumpulan PPJ yang dicapai lebih kecil dari target yang ditetapkan maka dapat diartikan tidak terpenuhi tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas pengumpulan PPJ di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 secara umum berfluktuasi, dimana pengumpulan yang sangat efektif terjadi pada tahun JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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2004 yaitu sebesar 127,93 persen dari target yang direncanakan dan pengumpulan yang tidak efektif terjadi pada tahun 2010 yang hanya sebesar 45,30 persen dari target yang direncanakan. Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengumpulan PPJ dari tahun 2000 s/d 2010 sebesar 94,49 persen yang berarti efektif KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa: a. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 memberikan Kontribusi yang sangat baik terhadap Pajak Daerah dan kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah. b. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh dari persamaan regresi dengan menggunakan data pajak penerangan jalan dab PDRB sub sektor listrik pada harga berlaku memperoleh koefisien elastisitas ( β2=E) lebih dari 1 dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak penerangan jalan bersifat elastis terhadap perubahan PDRB. c. Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen umumnya sangat efisien. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajaknya yang relative mudah karna langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Dan Efektivitas
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Pajak Penerangan Jalan masih rendah, dikarenakan pada tahun-tahun tertentu realisasi penerimaan pajaknya jauh dibawah target yang telah ditentukan. SARAN Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : a. Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan , seharusnyalah pemerintah daerah Kabupaten Bireuen melunasi tunggakan rekening listrik Penerangan Jalan Umum yang merupakan objek dari pajak itu sendiri. b. Pemerintah Daerah dalam hal ini bekerja sama dengan PLN agar lebih tegas dalam mengambil tindakan bagi masyarakat yang tidak melunasi tagihan rekening listrik, yaitu dengan pemutusan langsung sambungan arus listrik dengan harapan masyarakat akan membayar tagihan rekening tepat pada waktunya. c. Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan sistem administrasi pemungutan sehingga pajak penerangan jalan di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
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The aim of this research is to see the fiscal capacity in Aceh Timur district. For the purpose of analysis, the study used 1987-2007 time series data. Simon Kuznet Model is used to analyze fiscal capacity and Simple Regression Model is used to see the relationship between economy growth and fiscal capacity. The results show that the PAD Kab/Kota (District Own Source Revenue) contribution for APBD (Regional Government Budget) is still very low. In average, it is 3.23 percent per year. This means that fiscal capacity in Aceh Timur Distric is still lower than ideal fiscal capacity. Based on Devas, a region has ideal fiscal capacity if that region has 20 percent of district expenditure comes from District Own Source Revenue. Meanwhile, the output of regression model shows that economy growth has a positive relationship and significant effect on fiscal capacity. This means that fiscal capacity will increase if the economy growth in the district increases.
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LATAR BELAKANG Dewasa ini tuntutan global menempatkan demokratisasi dalam pemerintahan, di mana rakyat ditempatkan pada posisi yang penting (putting people first). Karena itu lembaga pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mensejahterakan warganya, karena tugas pemerintah pada dasarnya adalah pelayanan masyarakat dan fasilitator dalam menggerakkan perekonomian. Modernisasi dunia yang mengglobal dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat secara universal telah berimplikasi terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah di berbagai negara di dunia. Untuk itu pembenahan yang fundamental serta sikap konsisten untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baru dengan wajah dan peran yang berdimensi futuristik serta berorientasi pada masyarakat dengan kinerja yang efisien sudah saatnya dipacu dan diimplementasikan secara konkret. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan di tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sebaliknya dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah dan pihak lain untuk dilaksanakan. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah kehadiran Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli 196



Daerah (PAD), penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Makna otonomi yang diharapkan adalah tidak hanya kemandirian daerah dalam membiayai dirinya sendiri (pengeluaran rutin), tetapi lebih dari pada itu, daerah seharusnya mampu membiayai pembangunan di daerahnya. Setelah berlakunya UndangUndang No 5 tahun 1974 tentang otonomi daerah di tingkat II hingga 21 tahun kemudian 1995 ternyata tak satu pun daerah di Indonesia yang mampu membiayai pengeluaran rutinnya, kenyataan ini tentunya bertolak belakang dengan harapan yang diinginkan. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menempatkan otonomi daerah secara utuh kepada daerah kabupaten/kota. Sementara itu Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan refleksi pembagian kekuasaan di bidang keuangan yang lebih luas kepada daerah. Daerah harus selalu berusaha untuk memperoleh dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa pemberian otonomi terkait dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dengan demikian kemandirian pemerintah daerah merupakan hal yang menentukan keberhasilan otonomi daerah. Implikasi pemberian otonomi tidak semata-mata digambarkan dalam wujud penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, melainkan perhatian terhadap seberapa besar wewenang yang dilimpahkan tersebut memberikan kemampuan di dalam pengambilan prakarsa, tergantung penyediaan pembiayaan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, daerah diberikan wewenang melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga. Selanjutnya, agar daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri, perlu diberiJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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kan pula sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumbersumber penerimaan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan (Syaukani, 2001 : 73). Kemampuan Keuangan daerah dapat di lihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Abdul Halim, 2002:128). Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, tercapainya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya perkembangan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu alokasi, distribusi dan stabilitas sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar (Musgrave dan Musgrave, 1993: 6). Keuangan daerah yang merupakan alat fiskal pemerintah daerah yang sebenarnya merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Peranan Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



keuangan daerah semakin terasa penting karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang membutuhkan penyelesaiannya meningkatkannya peran, keuangan daerah merupakan salah satu bukti telah terwujudnya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai masalah otonomi keuangan daerah. Pertama, menurut Maxwel berpendapat bahwa kemampuan daerah untuk menjalankan fungsinya bergantung pada kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah yang mempunyai pendapatan yang besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung ke pusat. Kedua, menurut Devey yang menyatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara ketergantungan daerah atas dana pusat dan keleluasaannya daerah akan pengeluarannya, serta yang terpenting bagi otonomi keuangan daerah adalah kepemilikan sumber-sumber pendapatan yang elastis, tidak bergantung pada asal dana tersebut, dan mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana bagi kepentingan daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh perundang-undangan (Hariadi, 2002: 28). Untuk melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah memberikan hak otonomi kepada daerah sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah di tekankan pada daerah tingkat II di mana otonomi yang dikehendaki yaitu dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, (Syafruddin, 1985: 198). Namun dikarenakan kuatnya pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan yang sentralistik seakan membuat undang-undang ini kurang efektif berlaku, buktinya masih sangat besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Setelah reformasi tahun 1998, tuntutan desentralisasi dalam sistem pemerintahan se197
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makin mengemuka. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UndangUndang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi NAD dan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006, titik berat pelaksanaan otonomi masih berada di kabupaten/kota, melalui undangundang ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota mampu menggali sumber-sumber potensial untuk membiayai pengeluaran dalam rangka menjalankan pemerintahan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerahnya. Otonomi daerah sangat didasari oleh pendapatan daerah. Hal ini dapat ditelusuri misalnya dari penjelasan umum UndangUndang No.33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk menyelamatkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasarat dalam sistem pemerintahan daerah. Ketergantungan terhadap pemerintahan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah sebagai pra sarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Kebijakan perimbangan pusat dan daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dan perimbangan, yaitu bagian dari penerimaan negara yang dihitung menurut kriteria atau formula berdasarkan objektivitas, pemerataan dan keadilan. Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan konsep otonomi mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan seperti: pertama, kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah, kedua, kesiapan 198



dari sisi keuangan daerah, ketiga, kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, keempat, kesiapan manajemen dalam pemerintah daerah (Kaho, 1991: 23). Oleh karenanya, kesiapan dalam sisi keuangan daerah yaitu kemampuan dalam menggali sumber-sumber PAD menjadi sangat penting. Demikian juga pandangan Widjaya (1998: 37) mengemukakan bahwa indikator kesiapan daerah menjadi daerah otonom ditentukan oleh tiga variabel yaitu (1) Variabel pokok terdiri dari kemampuan PAD, kemampuan Aparatur, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan administrasi dan organisasi (2) Variabel penunjang yang terdiri dari: faktor geografi dan faktor sosial budaya. (3) Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, ketuhanan dan keamanan dan penghayatan keagamaan. Fernandez (1992: 32), berpendapat bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat, dengan daerah dapat dikatakan ideal apabila PAD menyumbang bagian terbesar dalam struktur pendapatan daerah, dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya. Sementara itu Devas dkk (1989: 46) berpendapat bahwa untuk dapat melaksanakan perubahan (pemerintahan dan pembangunan) di daerah dalam kerangka otonomi daerah mungkin sudah memadai jika 20 persen pengeluaran atau belanja daerah bersumber dari PAD. Sedangkan menurut Kii dan Komeo (2001: 38) menyatakan bahwa kabupaten/kota dikatakan siap dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jika PAD Kabupaten kota mencapai 20 persen dari seluruh total APBD dan atau dapat terpenuhi masingmasing 10 persen untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah yang bersangkutan. Haan dan Komeo (2001: 6) menyebutkan bahwa salah satu kriteria yang sangat esensial untuk mengetahui dan mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam berotonomi adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang dapat melaksanakan otonominya dengan baik, faktor keuangan mutlak diperlukan. Kemampuan suatu daerah dengan daerah lain dalam pengumpulan dana untuk pembangunan sangat berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan potensi penerimaan daerah sebagai akibat dari perbedaan sumber daya alam. Menurut Devas (1989: 72) ukuran yang lebih adil untuk menilai kemampuan menghimpun dana adalah dengan melihat perbandingan penerimaan PAD dengan penerimaan selain PAD dalam struktur APBD suatu daerah. Kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD ditunjukkan untuk melihat seberapa besar peranan PAD dalam menunjang penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan. Jika posisi PAD dalam APBD sangat rendah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan dan kemandirian daerah tersebut masih sangat lemah dan secara otomatis subsidi akan meningkat dalam APBD. Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan sangatlah erat. Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh perkembangan output pada berbagai sektor ekonomi, jadi semakin tinggi output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian maka pajak daerah yang masuk ke kas daerah juga akan tinggi ( Alfirman dan Sutriono : 2006 :49). Selama ini salah satu penyebab gagalnya otonomi daerah adalah pertumbuhan output sektor ekonomi daerah yang masih rendah, sehingga daerah mempunyai sumber penerimaan yang kecil dalam rangka pelaksanaan otonomi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong sektor riil dengan berbagai regulasi dan kebijakan anggaran, sehingga pertumbuhan sektor riil akan mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak daerah. Hariadi (2002) melakukan penelitian tentang analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya. Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



Hasil temuannya menyatakan bahwa kemampuan Kabupaten Bojonegoro dalam membentuk pendapatan PAD masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio PAD terhadap APBD masih relatif kecil, yaitu 0,114 (11,4 persen). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian daerah dan variabel bantuan pemerintah menunjukkan tanda yang negatif. Sedangkan untuk kota Surabaya menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap APBD sangat tinggi yaitu 0,44 (44 persen) dengan demikian, kemampuan Kota Surabaya dalam membentuk PAD cukup tinggi. Di sisi lain, derajat kemandirian Kota Surabaya sama dengan Kabupaten Bojonegoro, di mana variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dan variabel bantuan pemerintah berpengaruh negatif. Husni dkk (1996) melakukan penelitian di Kota Banda Aceh tentang pelaksanaan otonomi daerah tingkat II dalam mewujudkan otonomi nyata dan bertanggung jawab di Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di kota Banda Aceh telah berjalan lancar, namun jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas dan pada prinsipnya belum mampu membiayai daerahnya sendiri dari hasil PAD untuk menutupi kekurangan keuangan selalu mengharapkan subsidi pemerintah atasan. Haan dan Komeo (2001) melakukan kajian terhadap faktor-faktor strategis dalam penerapan otonomi daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di provinsi NTT secara umum belum mengandalkan PAD sebagai penopang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD, belum dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah secara keseluruhan. Secara umum, dana perimbangan dari pemerintah pusat mendominasi struktur pendapatan daerah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan dan meminimal199
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kan kemandirian daerah sebagai salah satu hakikat dari otonomi daerah itu sendiri. Kii dan Komeo (2001) melakukan penelitian di kabupaten Sumba Timur dan Sumba Bara Provinsi NTT tentang kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil temuannya adalah kontribusi PAD terhadap APBD di kedua daerah selama lima tahun (1996-2000) masih sangat rendah yakni, 5,3 persen di Kabupaten Sumba Timur dan 2,9 persen di Sumba Barat. Sedangkan pengeluaran rutin mencapai 61 persen dan pengeluaran pembangunan 39 persen, maka PAD Kabupaten Sumba hanya mampu menutupi anggaran rutin sebesar 8,7 persen atau menutupi anggaran pembangunan 13,5 persen. Demikian juga PAD Kabupaten Sumba Barat yang rata-rata 2,9 persen hanya mampu menutupi 4,7 persen keseluruhan anggaran rutin dan atau menutupi 7,4 persen anggaran pembangunan. Kuncoro (1995: 117) mengamati masalah rendahnya PAD terhadap total penerimaan daerah di 27 propinsi di Indonesia, selama tahun 1984/1985-1990/1991, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan menganjurkan diberikannya otonomi keuangan daerah yang relatif luas sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri PAD yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data times series (data runtun waktu) periode 1987-2007 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Timur, Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Timur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk melihat berapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Timur selama periode 1987-2007 digunakan rumus matematis Simon Kuznet sebagai berikut 200



(Ahmad, 1976: 15) :
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Dimana: Q = Total penerimaan APBD Qp = Total penerimaan yang berasal dari PAD Qn = Total penerimaan selain dari PAD rp = Laju pertumbuhan PAD (%) rn = Laju pertumbuhan penerimaan selain PAD (%)
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= Lontribusi PAD terhadap APBD



∆Q setiap tahunnya (%).



Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur digunakan rumus sebagai berikut (Supranto, 2000:174) : Y = a + bX+ e Kemudian dapat diturunkan dalam rumus kemampuan keuangan daerah sebagai berikut : KD = f (PE) Persamaan tersebut menerangkan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dalam model regresi linier sederhana dapat ditulis: KD = b0 + b1 PE + e Dimana: KD = Kemampuan keuangan daerah b0 = Konstanta, b1 = Koefisien regresi PE = Pertumbuhan ekonomi e = Error term. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA



Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Timur



Kemampuan keuangan daerah dapat di ketahui dengan cara membandingkan (rasio) antara PAD terhadap total APBD. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dhiratayakinant (1984 : 34) bahwa kemampuan keuangan daerah tercermin dari rasio PAD terhadap APBD yang diistilahkan administrative indepedency ratio. Variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel independen dan variabel kemampuan keuangan adalah variabel dependen yang mempengaruhi kemampuan keuangan suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka daerah tersebut akan memiliki sumber-sumber penerimaan yang menopang PAD, dan selanjutnya dapat dipastikan semakin mandiri daerah tersebut dalam hal membiayai pembangunan daerahnya, begitu pula sebaliknya. Secara logika, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyumbang tingkat penerimaan daerah melalui retribusi dan pajak daerah HASIL PENELITIAN Kontribusi PAD terhadap total APBD yaitu besarnya jumlah PAD yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintahan daerah, merupakan suatu ukuran kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan merupakan indikator sukses atau tidak pelaksanaan otonomi daerah. Untuk melihat kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Timur digunakan rumus pada persamaan (1) seperti telah dijelaskan pada Metode Analisis sebelumnya. Selama periode 1987-2007 (lampiran 1), kontribusi PAD terhadap total pembiayaan belanja daerah Kabupaten Aceh Timur masih sangat rendah. Kontribusi PAD terhadap APBD tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 9,98 persen yakni sebelum pemekaran, dikarenakan harga di pasar lokal maupun internasional sektor-sektor komoditi unggulan pada tahun ini meningkat drastis seperti sektor pertanian yaitu kelapa sawit, karet, pinang, palawija, coklat dan kelapa terus mengalami kenaikan harga serta sektor inVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



dustri pengolahan kayu dan peternakan tambak seperti udang tambak juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 1998 sebesar minus 3,19 persen penurunan tersebut terjadi karena gangguan keamanan yang menyebabkan pengusaha sektor-sektor unggulan daerah yang tadinya mulai menunjukkan kemajuan terpaksa menutup usahanya di Aceh Timur karena teror dari pihak-pihak yang berseteru, juga imbas dari krisis moneter. Kemudian setelah terjadi pemekaran tahun 2001, kontribusi PAD terhadap APBD relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 6,19 persen, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berupaya meningkatkan penerimaan sektorsektor PAD di segala sektor baik pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Kontribusi PAD terhadap APBD yang terkecil setelah pemekaran terjadi pada tahun 2003 sebesar 0,54 persen, karena terjadinya gangguan keamanan dan stabilitas perekonomian yang belum maksimal. Di lihat secara ratarata, kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 1987-2007 masih sangat rendah yaitu sebesar 1,89 persen pertahun. Kenyataan ini tentunya harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Daerah Aceh Timur dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan daerah agar kedepan ketergantungan terhadap pusat dapat diminimalkan. Sesuai dengan pendapat Nick Devas yang dikutip oleh Malo dan Komeo (2001) menyatakan bahwa sebuah daerah otonom dianggap siap dalam menjalankan otonomi dari sisi keuangan, jika 20 persen pengeluaran atau belanja daerah berasal dari PAD. Berdasarkan patokan 20 persen PAD tersebut maka 80 persen anggaran pengeluaran lainnya diperoleh dari DAU, Dana Alokasi Khusus dan pinjaman daerah lainnya. Pandangan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan sekarang kepada daerah-daerah 201
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otonomi merupakan otonomi yang terbatas dan tetap mengikat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, konsekuensi keterbatasan dan keterikatan itu, Pemerintah Pusat harus menanggung sebagian besar pengeluaran daerah. Pertimbangan lain adalah karakteristik dan potensi daerah yang beragam yang membuat Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pengeluaran daerah. Merujuk pada pendapat Nikc Devas di atas, Kabupaten Aceh Timur dinyatakan belum siap menjalankan Otonomi Daerah sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah APBD rata-rata hanya 3,23 persen per tahun selama periode 1987-2007. Sedangkan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai dan kesiapan organisasi manajemen pemerintahan daerah tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk melihat Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan di Kabupaten Aceh Timur, maka dalam penelitian ini menggunakan model statistik regresi linier sederhana. Dengan bantuan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 1, dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana adalah KD = 1.591 + 0.180 PE. Dari persamaan tersebut dapat diketahui konstanta sebesar 1.591 menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur konstan, maka kemampuan keuangan sebesar 1.591 persen. Koefisien Regresi pertumbuhan



ekonomi sebesar 0.180 menunjukkan bahwa setiap 1 persen perubahan pertumbuhan ekonomi maka secara relatif akan meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Timur sebesar 18 persen. Dengan demikian semakin baik pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Timur. Koefisien Korelasi (R) sebesar 0.782 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat yakni 78,2 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan keuangan Kabupaten tersebut. Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0.870 maksudnya sebesar 87 persen perubahan-perubahan dalam variabel terikat (kemampuan keuangan) dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel bebas (pertumbuhan ekonomi). Sedangkan selebihnya yaitu 13 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini antara lain disiplin aparatur pemerintah daerah, kemampuan dan keahlian aparatur pengelola keuangan daerah, dukungan masyarakat dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat kepercayaan 95 persen, diperoleh nilai thitung sebesar 4.610 sedangkan ttabel sebesar 2.079, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel artinya secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur.



Tabel 1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 1987-2007 Variabel Konstanta Pertumbuhan ekonomi Koefisien Korelasi (R) Koefisien Determinasi (R²) Adjusted. (R2 )
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Koefisien Estimasi 1.591 0.180 .782 .870 .670



Standar Error .701 3.901 t-tabel F-hitung F-tabel



t-hitung 2.270 4.610 2,079 7.372 4,380
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Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Timur



PENUTUP Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah APBD di Kabupaten Aceh Timur masih sangat rendah, di mana secara rata-rata sebesar 3,23 persen. Ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi ditinjau dari sisi keuangan daerah masih sangat lemah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nick Devas, yang memberikan patokan 20 persen kontribusi PAD terhadap APBD (belanja pemerintah daerah yang di biayai oleh PAD) dianggap layak dan mampu dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan menggunakan model regresi linier sederhana diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan di Kabupaten Aceh Timur. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa se-
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cara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur. Agar kemampuan keuangan terus meningkat, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat menggerakkan sektor riil yang berkenaan langsung dengan penerimaan pajak daerah misalnya sektor perhotelan, pertambangan galian golongan C, sektor industri daerah, jasa dan perdagangan, retribusi lainnya. Selain itu, pembenahan administrasi pemungutan pajak dan retribusi secara efektif dan efisien perlu diperhatikan untuk memudahkan dan menghindari penyelewengan dalam pemungutan pajak daerah. Disamping itu sektor pertanian dan perkebunan yang menyumbang nilai tertinggi terhadap PDRB perlu juga untuk terus dikembangkan.
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Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh, Periode 2000-2010



The purpose of this study was to determine the contribution local levies and taxes on advertising revenue in Aceh Province Period 2000-2010. Necessary data in a data source of this research is secondary data from year 2000 to 2010 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Aceh province. The development levies and billboard in Aceh province and local revenue in Aceh Province 2000-2010 period showed an increasing growth. Contribution levies for the period 2000-2010 Revenue reached an average of 0.813 percent. Billboard tax contributions to Revenue 2000-2010 period reached an average of 1.95 percent. The Aceh Government together with DPKD (Department of Financial Management) should be able to respond to the increasing number of objects the billboard in Aceh Province realiasi Advertising Tax revenues will increase so that the acceptance of PAD is also increasing. So with an increase penerimaam PAD can be used to finance development in the province of Aceh. Reception area of Aceh province strived increase even more, mainly sourced from the PAD, the local taxes, levies, profit enterprises, and other revenues are considered valid.
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LATAR BELAKANG Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sementara penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Terkait dengan hal di atas, kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan segala kebijaksanaannya. Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI (2000), menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah. Pendapatan Asali Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembanguan daerah. Namun pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil. Selama ini sumbangan pemerintahan pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan menunjukan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pusat masih cukup besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan Daerah terha208



dap pusat, Pemerintah Daerah perlu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu caranya melalui penggalian potensi pajak daerah. Provinsi Aceh yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk membiayai rumah tangganya sendiri, berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui Pajak Daerah. Hal ini terbukti selama jangka waktu 5 tahun, realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah meningkat. PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa nilai PAD secara keseluruhan kabupaten/ kota mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan. Peningkatan PAD ini di karenakan meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini disebabkan adanya usaha yang serius dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya. Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola saat ini di Provinsi Aceh yaitu pajak reklame. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dikenakan atas benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa seseorang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluya (2010) yang menyatakan bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan dengan rata-rata prosentase diatas 60%. PerJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2006-2009 No



Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam Rupiah)



Kabupaten/Kota 2006



2007



2008



2009



21,110,299,729.00



30,859,032,422.00



43,097,704,361.00



51,468,439,883.00



1



Kota Banda Aceh



2



Kab. Aceh Besar



7,996,099,339.11



14,603,814,302.00



21,167,019,142.00



27,150,538,415.00



3



Kab. Pidie



11,149,364,182.00



13,397,184,737.00



12,462,163,202.00



15,923,900,575.00



4



Kab.Bireuen



11,771,138,079.16



15,016,517,358.68



19,287,961,039.67



31,701,904,598.00



5



Kab.Aceh Utara



112,872,199,884.52



101,357,843,058.18



79,720,897,562.69



79,924,769,604.31



6



Kab. Aceh Timur



6,342,986,878.18



7,151,859,557.66



14,411,181,053.28



8,766,371,906.81



7



Kab. Aceh Jaya



6,056,053,192.92



8,464,122,845.00



8,683,309,695.62



11,718,685,037.40



8



Kab. Aceh Barat



12,409,413,987.00



18,114,831,447.68



22,975,000,000.00



18,944,498,253.79



9



Kab. Nagan Raya



8,346,253,553.00



9,978,254,999.00



12,797,173,238.00



12,327,987,773.00



10



Kab. Simeulue



4,537,015,515.00



4,580,662,273.00



15,406,237,778.00



4,682,577,146.00



11



Kab.Aceh Barat Daya



4,811,300,000.00



10,212,000,000.00



6,303,399,453.00



7,119,416,334.10



12



Kab.Aceh Selatan



7,854,674,524.00



11,678,684,169.61



14,503,911,817.83



16,264,626,725.83



13



Kab.Aceh Tenggara



2,757,718,542.00



8,618,208,807.00



6,655,150,725.00



11,013,000,000.00



14



Kab.Gayo Lues



1,777,190,000.00



4,837,000,000.00



6,027,000,000.00



6,429,584,958.00



15



Kab.Aceh Singkil



5,665,970,000.00



5,787,000,000.00



9,750,000,000.00



13,160,000,000.00



16



Kab. Aceh Tengah



8,303,037,359.00



15,871,245,889.00



16,580,990,641.00



15,712,857,055.00



17



Kab. Aceh Tamiang



7,516,785,833.00



15,999,885,399.00



11,823,982,877.33



10,080,171,997.53



18



Kota Sabang



8,321,031,216.10



10,494,114,371.66



15,320,917,843.13



15,143,142,644.14



19



Kota Lhokseumawe



19,012,069,077.00



21,093,748,566.00



20,604,686,381.00



21,543,802,445.00



20



Kota Langsa



11,539,108,917.45



10,887,025,267.18



14,134,156,299.00



12,843,093,264.84



Sumber : DPKKA 2010 (data diolah)



anan dan kontribusi tersebut tidak berbeda secara signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur. Artinya wilayah utara, selatan, tengah, barat, dan timur (yang mempunyai karakteristik geografi, topografi, ekonomi, dan sosial yang berbeda) sama-sama mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD. Penelitian juga replikasi dari penelitian yang dilakukan Ketut (2010) yang menyebutkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Brebes selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2000-2004 proporsinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil,yaitu antara 0,20% sampai 0,30% dengan rata-rata proporsi sebesar 0,26%.Walaupun sumbangannya kecil,namun pajak reklame cukup berperan dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



Brebes. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 94% artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah. Juga terbukti dari hasil pengujian atas nilai koefisien korelasi dimana didapat thitung (7,7944) > dari ttabel (1,860). TINJAUAN TEORITIS Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Optimalisasi penerimaan pajak dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya pere209
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konomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonorni, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Mardiasmo (2004 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo dan Ilyas (2003:4) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak seperti yang dikemukan Waluyo dan IIyas (2003:8) terdiri dari dua fungsi yaitu: 1. Fungsi penerimaan (budgeteir), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan dan pengeluaan-pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi mengatur (reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Masalah perpajakan selalu dimulai dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (tax policy), kemudiaan kebijakaan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (tax law) dan baru kemudian diikuti pemungutan pajak oleh aparat perpajakan dalam bentuk administrasi perpajakan (tax administration). Sistem perpajakan (tax sistem) adalah pola perlaksanaan perpajakan yang telah terkoordinasi secara serasi meliputi tax policy, tax law dan tax administration. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan sistem 210



perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis (sinergis). Dalam perlaksanaan dapat menunjang penerimaan daerah. Di sisi lain usaha perlaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih, peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak. Sistem perpajakan merupakan cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara (Nurmantu, 2005:106). Tujuan dari sistem yang terdiri dari kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan adalah untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya kebijakan fiskal perpajakan dan program-program pemerintah yang sudah merupakan rencana pemerintah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pemerintah (daerah) tanpa balas langsung yang dapat ditunjuk, dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suparmoko, 2002:56). Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan bahwa, kedua pungutan tersebut merupakan sumber pendapatan penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam sistem otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah diletakkan pada pemerintah kabupaten/kota. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, berwewenang untuk memperoleh sumber pendapatan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunujukan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daeJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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rah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: a. Hasil pajak daerah b. Retribusi daerah c. Bagian laba BUMD d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Dana perimbangan keuangan pusat daerah 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah METODE PENELITIAN Sekaran, (2007:152) menyatakan desain penelitian adalah serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional, yang berkaitan dengan tujuan studi, letaknya, jenis yang sesuai untuk penelitian, tingkat manipulasi dan kontrol peneliti, aspek temporal dan level analisis data. Struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam penelitian. Penelitain ini mempunyai tujuan untuk menguji kontribusi retribusi daerah dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Horizon waktu yang digunakan adalah longitudinal, yang meru-



pakan tipe penelitian dengan dua atau lebih periode waktu untuk membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Adapun data yang diperlukan dalam sebuah sumber data penelitian ini adalah data sekunder mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara yang diukur dalam rupiah. 2. Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunujukan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah yang dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame yang diukur dalam rupiah. 3. PAD adalah besarnya penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh yang diukur dalam rupiah.



Tabel 2 Operasional Variabel Penelitian Variabel Independen Retribusi daerah Independen Pajak reklame



Dependen PAD



Defenisi



Pengukuran



Rasio



Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara yang diukur dalam rupiah.



Realisasi x 100 Rencana



Rasio



Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunujukan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah yang dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame yang diukur dalam rupiah.



Realisasi x 100 Rencana



Rasio



besarnya penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh yang diukur dalam rupiah



Realisasi x 100 Rencana



Rasio
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Metode Analisis Data Untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah, pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh periode 2000-2010 maka dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti. Untuk mengetahui besarnya sumbangan retribusi daerah dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh akan digunakan model sebagai berikut, (Supranto, 2003:2001) : KS = VAs(Rp) x 100% PAD(Rp)







Dimana : KS = Sumbangan / Kontribusi VAs = Jumlah retribusi daerah dan pajak reklame PAD = Pendapatan Asli Daerah HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk mengetahui berapa besar Kontribusi retribusi daerah dan pajak reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah di Provinsi Aceh maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3 menggambarkan kontribusi retribusi daerah dan pajak reklame terhadap PAD di Provinsi Aceh dari tahun 2006-2010. Pada tahun 2000 besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,89%, sementara kontribusi pajak reklame sebesar 2,20%. Pada tahun 2001 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,92% dan kontribusi pajak reklame sebesar 2,25%. Pada tahun 2002 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,94% dan kontribusi pajak reklame sebesar 2,21%. Pada tahun 2003 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,94% dan kontribusi pajak reklame sebesar 2,18%. Pada tahun 2004 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,91% dan kontribusi pajak reklame sebesar 2,14%. Pada tahun 2005 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,87% dan kontribusi pajak reklame sebesar 2,06%. Pada tahun 2006 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,76% dan kontribusi pajak reklame sebesar 1,92%. Sampai pada tahun 2010 besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,68 dan pajak reklame mencapai 1,60. Dalam kurun waktu sepuluh tahun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mencapai 0,89%, sementara pajak reklame mencapai 1,95%. Dari hasil penelitian diatas menggambarkan bahwa retribusi daerah dan pajak reklame masih relatif kecil sumbangannya atau kon-



Tabel 3 Kontribusi Retribusi daerah dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan PAD Provinsi Aceh Tahun 2000-2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



PAD (Rp) 183.524.661.364,18 191.201.587.114,37 202.222.325.111,14 211.147.324.214,11 221.544.744.112,72 241.364.257.321,74 280.149.709.808,44 339.003.035.469,65 371.712.843.109,55 391.919.368.616,75 431.223.874.214,58 Rata-rata



Kontribusi Retribusi daerah (%)



Kontribusi Pajak Reklame (%)



0,89 0,92 0,94 0,94 0,91 0,87 0,76 0,67 0,67 0,69 0,68 0,813



2,20 2,25 2,21 2,18 2,14 2,06 1,92 1,59 1,65 1,60 1,60 1,95



Sumber : Kantor BPS Provinsi Aceh, (2012)
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tribusinya terhadap PAD di Provinsi Aceh, oleh karenanya pemerintah harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan menambah fasilitas publik yang didalamnya dikenakan retribusi. Dipihak lain dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame hendaknya diciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri dengan meningkatnya jumlah industri diharapkan pemasangan reklame juga akan meningkat, sementara mengenai retribusi daerah dengan memperbanyak penyediaan fasilitas publik yang secara ekonomis dapat dikenakan biaya oleh pemerintah bagi masyarakat yang menggunakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak reklame memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Waluya (2010), yang menyebutkan bahwa peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan dengan rata-rata persentase diatas 60%. Peranan dan kontribusi tersebut tidak berbeda secara signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur artinya wilayah utara, selatan, tengah, barat, dan timur (yang mempunyai karakteristik geografi, topografi, ekonomi, dan sosial yang berbeda) sama-sama mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD. Temuan tersebut semakin memperkuat keyakinan makin sulitnya daerah untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan tanpa perubahan kebijakan terhadap tax sistem yang di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widhi (2005) dalam penelitianya yang hampir sama dengan penelitian ini dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989–2003” dalam penelitiannya disebutkan bahwa pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) KabuVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



paten Purworejo tahun anggaran 1989–2003 cukup bagus. Dengan kecenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan tingkat rata-rata 1,79 persen. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo yang melebihi 100 persen atau rata-rata sebesar 102,04 persen setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo sangat baik. Karena realisasi pajak hotel dan restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan. Dari hasil persamaan hasil regresi menunjukkan tanda parameter jumlah hotel dan restoran adalah positif yaitu 1.023.101 yang menunjukkan bahwa apabila jumlah Hotel dan Restoran naik atau turun 1 unit, maka akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 1.123.101 rupiah. Hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap. KESIMPULAN a. Perkembangan retribusi daerah dan reklame di Provinsi Aceh dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh periode 2000-2010 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. b. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah periode 2000-2010 mencapai rata-rata 0,813 persen. c. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2000-2010 mencapai rata-rata 1,95 persen. SARAN Dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan dari hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatnya jumlah objek reklame di Provinsi Aceh maka realiasi penerimaan 213
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Pajak Reklame akan meningkat sehingga penerimaan PAD juga meningkat. Maka dengan adanya peningkatan penerimaam PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Provinsi Aceh. b. Penerimaan daerah Provinsi Aceh diupayakan lebih meningkat lagi, terutama bersumber dari PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan peneri-
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maan lain yang dianggap sah. c. Temuan penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh praktisi maupun akademisi sebagai masukan yang penting dalam mengkaji kembali kemampuan keuangan daerah di era otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap percepatan pembangunan manusia.
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Membangun Keunggulan Bersaing melalui Inovasi dan Penguatan Akses Pasar pada Usaha Kecil Nelayan Suatu Kajian Literatur



The market has a very strategic role for businesses (producers) and society as a whole. With no access to the market, it is unlikely that a business can survive. The effort to empower fishers had become serious problems because of their low education, dependency to nature, traditional technology, etc. This study was intended to improve market access strategy in fishers small busines, to find opportunity to develop innovation in small business environment, to find innovation problem in fishers smallbusiness and to identify the innovation opportunities in technology, product, and innovation administration.The formal institutionalization of the small business became a kind of pre conditionfor the next strategy tobe applied. The opportunity to create various innovations could still be undertaken by fishers small business. The opportunity of technological innovation could still be undertaken by priority the need and work culture of the fishers small business. Strategy to increase market access can be implemented by mapping the potential market, training improved market access, increase networking, partnership development, and strengthening interfirm linkage as a form of market access.
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LATAR BELAKANG Narver dan Slater (1990, p.21) menyatakan bahwa keunggulan bersaing dapat dicapai apabila perusahaan mampu memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan dari apa yang diberikan oleh pesaingnya. Keunggulan bersaing dapat berasal dari berbagai aktivitas perusahaan seperti dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan dan mendukung produknya. Masingmasing aktivitas ini harus diarahkan untuk mendukung posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan dasar untuk diferensiasi. Terkait dengan itu, ada dua strategi yang umumnya digunakan perusahaan agar memenangkan persaingan yaitu orientasi pasar (Narver and Slater, 1995,p.134) dan inovasi (Han et al, 1998, p.35). Menurut Kohli dan Jaworski (1990, p.18), orientasi pasar merupakan budaya perusahaan yang bisa membawa pada meningkatnya kinerja pemasaran. Narver dan Slater (1990,p.34) mendefinisikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk menciptakan superior value bagi pembeli dan menghasilkan superior performance bagi perusahaan. Dalam persaingan yang tinggi, hanya perusahaan yang memiliki “value added” lah yang akan bertahan. Lebih lanjut Narver and Slater (1995, p.134) menjelaskan bahwa perusahaan yang telah menjadikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi berfokus pada kebutuhan pasar eksternal, keinginan dan permintaan pasar sebagai basis dalam penyusunan strategi bagi masing-masing unit bisnis dalam organisasi, dan menentukan keunggulan bersaing. Robbins dan Coulter (2007:28) mengatakan bahwa untuk memenangkan bisnis sekarang ini memerlukan inovasi. Inovasi menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing bisnis (Shapiro 2002). Artinya, usaha kecil perlu melakukan inovasi agar dapat mendesain organisasinya lebih fleksibel, yang memungkinkan beradaptasi 218



terhadap perubahan orientasi pasar. Kondisi itulah yang memungkinkan usaha kecil dapat bersaing dengan usaha besar dan serbuan produk impor. Usaha kecil dapat dengan mudah beradaptasi dengan merespon keinginan pelanggan, jalur distribusi, dan kemampuan berinovasi (Feigenbaum & Karnani,1991). Itulah kenyataan yang dihadapi manajer saat ini. Dalam dunia e-bisnis yang dinamis dan kacau serta persaingan global, organisasi harus menciptakan produk dan jasa baru serta mempunyai teknologi yang canggih jika mereka ingin bersaing dengan berhasil. Inovasi dapat dianggap sebagai upaya mengeksplor sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Tujuan utama dari inovasi produk adalah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan (Han, et al, 1998, p.35). Pelanggan umumnya menginginkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilannya dalam melakukan inovasi produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibanding dengan pesaingnya. Hal ini menuntut kejelian perusahaan dalam mengenali selera pelanggannya sehingga inovasi yang dilakukan betul-betul direncanakan dan dilakukan dengan cermat sesuai dengan keinginan pelanggannya. Sehubungan dengan peningkatan keunggulan bersaing bagi usaha kecil masyarakat nelayan, terdapat beberapa permasalahan serius yang umumnya dihadapi yaitu: (1) tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya rendah; (2) budaya mencari ikan yang sudah turun temurun dan sangat bergantung pada kondisi alam; (3) penggunaan teknologi yang masih tradisional; (4) keterbatasan dana dalam meningkatkan teknologi (mulai dariperalatan kapal dan teknologi pengawetan ikan); dan (5) minimnya kerjasama perdagangan hasil tangkapan ikan (lelang tradisional, dominasi tengkulak). Tidak mudah mentransfer inovasi dalam usaha kecil. Caputo et al. (2002) mengatakan bahwa transfer inovasi pada usaha kecil JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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menemui beberapa kendala, diantaranya: (1) pelaku usaha kecil hanya memiliki kapabilitas inovasi yang rendah, baik dalam inovasi produk maupun proses; (2) tingginya biaya– membuat risiko tinggi–yang berhubungan dengan aktivitas inovasi; (3) rasa takut–atau malah antipati–yang berimbas enggan untuk melakukan inovasi; dan (4) rendahnya informasi yang didapat dari pelaku usaha tentang manfaat inovasi bagi kelangsungan usaha mereka. Caputo et al. (2002) menyarankan perlunya intervensi dari aktor intelektual seperti universitas, lembaga riset, dan perusahaan besar yang menggandeng UKM sebagai suppliers. Humphreys et al. (2005) menegaskan bahwa inovasi membutuhkan beberapa elemen pendukung yang penting agar implementasi inovasi dapat meningkatkan kinerja usaha kecil. Beberapa elemen tersebut adalah: (1) kepemimpinan; (2) pemberdayaan; (3) budaya kerja; (4)teknologi; (5) pembelajaran; (6) struktur; dan (7) manajemen. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mentransfer inovasi secara tepat guna kepada usaha kecil karena seringkali mereka dihadapkan pada permasalahan biaya, antipati, pasrah, dan cepat berpuas diri yang berimbas pada terpuruknya usaha mereka. Perlu desain metodologis yang tepat untuk mentransfer inovasi agar pelaku usaha kecil dapat memahami pentingnya inovasi dan bagaimana mereka melakukan tahapantahapan berinovasi. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana usaha kecil dapat meningkatkan kapabilitas inovasi karena disadari bahwa persaingan yang terus menerus menuntut konsistensi dalam berinovasi. Seringkali usaha kecil kehabisan stamina dalam berinovasi sehingga kalah dalam persaingan bisnis. Berdasarkan latar belakang inilah permasalahan dalam penelitian ini adalah,”bagaimanakah strategi peningkatan akses pasar dan peluang inovasi usaha kecil nelayan? Usaha kecil di Indonesia memiliki karakteristik: (a) hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas 60% terVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



pasang atau kurang, b) lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan; (c) masalah modal,pemasaran, kemampuan manajerial, dan ketersediaan bahan baku menjadi permasalahan utama; (d) ketergantungan dengan pemerintah sangat tinggi, e) hampir 60% menggunakanteknologi tradisional; (f) hampir 70% melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; dan (8) merasa sulit dengan prosedur bantuan dari perbankan (Karjantoro 2002). Salavou et al. (2004) dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya inovasi pada usaha kecil agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Doole et al. (2006) mengatakan bahwa usaha kecil seharusnya melakukan relationship building dengan perusahaan besar dan mitra strategis lain agar dapat meningkatkan kapabilitasnya. Garengo dan Bernardi (2007) juga mengatakan bahwa kapabilitas pengorganisasian UKM akan dapat meningkatkan daya saing organisasi. Metts (2007) menemukan bahwa pengelolaan manajerial usaha kecil yang baik akan berdampak terhadap kinerja UKM. Kerjasama Horizontal antar UKM dengan UKM-UKM lainnya memberikan sumbangan terhadap efisiensi kolektif yang diturunkan dari local external economies dan joint action. Keunggulan dari kerjasama antar-UKM diwujudkan dalam economies of scale baik dalam pembelian, penjualan, investasi dalam infrastruktur, dealing dengan public sector, informasi tentang teknologi dan pasar, serta keuntungan dari pembagian kerja terbaik yang diraih antar sesama UKM. Efisiensi kolektif juga tergantung pada kecukupan infrastruktur, fasilitas training, dan jasa publik. Manajemen inovasi memungkinkan usaha kecil memodifikasi desain struktur organisasi mereka. Camison (1997) dalam penelitiannya mengatakan bahwa struktur organisasi yang tepat akan dapat membentuk tim kerja yang dapat mengeksploitasi inovasi, pengembangan produk, desain, engineering, produksi, dan pemasaran. Keunggulan bersaing organisasi yang lain adalah kemampuan organisasi dalam me219
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lakukan kerjasama. Sedikit sekali perusahaan yang mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk melakukan kerjasama, termasuk di dalamnya adalah usaha kecil (Hoffman & Schlosser 2001). Kemampuan melakukan kerjasama terbukti dapat meningkatkan daya saing usaha kecil karena mereka mampu mengakses sumber daya dalam jumlah besar tanpa harus melakukan merger. Usaha kecil hanya perlu menjaga fleksibilitas mereka, yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Glaiser & Buckley 1996). Istilah keunggulan kompetitif secara tradisional telah digambarkan sebagai faktor atau kombinasi dari faktor-faktor yang membuat suatu organisasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya dalam suatu persaingan (Fahy & Chaharbangi 1995). Sesuai dengan definisi ini, kinerja yang lebih baik oleh suatu organisasi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam atribut atau faktor perusahaan yang memungkinkan perusahaan melayani pelanggan dengan lebih baik daripada yang dilakukan pesaing, sehingga menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik pula (Ma 1999). Hitt et al. (2001) mengatakan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang berlangsung untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, pesaing juga akan mampu memiliki sumber daya, kemampuan, dan kompetensi dasar yang unik untuk membentuk gagasan yang unik pula, yang mampu bersaing dengan perusahaan. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif hanya dapat dipertahankan dengan kompetensi dasar baru yang berfungsi sebagai keunggulan kompetitif di masa yang akan datang. Keunggulan kompetitif dapat dibangun dengan beberapa komponen. Hill dan Jones (1998) menegaskan bahwa keunggulan biaya dan diferensiasi yang berhasil dibangun dengan berlandaskan pada efisiensi, kualitas, inovasi, dan customer responsiveness. Salah satu upaya untuk mencapai efisiensi adalah penurunan skala ekonomis (economic of scale) yang dapat didefinisikan sebagai pe220



nurunan biaya satuan yang berkaitan dengan skala output yang besar (Sunata 2007). Hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi adalah inovasi. Inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru dan proses produksi untuk mengkapitalisasi peluang besar (Ozsomer et al. 1997). Inovasi memiliki beberapa peran antara lain memperbaharui dan memperbesar rentang produk dan jasa serta pasar yang terkait, penciptaan metode baru produksi, penawaran, dan distribusi (McAdam et al. 1998). Struktur organisasi yang fleksibel memfasilitasi pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru, dan perusahaan yang memiliki fleksibilitas, cenderung lebih baik dalam melakukan inovasi daripada perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kaku. Usaha kecil dapat meraih keunggulan kompetitif apabila dapat membentuk produk yang memiliki perbedaan dibanding pesaing (diferensiasi), dengan harga yang murah (low cost), menjaga kontinuitas produksi dan distribusi, dan selalu melakukan inovasi yang berorientasi pasar. TINJAUAN TEORITIS Inovasi adalah merupakan suatu kreasi, pengembangan implementasi suatu produk,proses ataupun layanan baru dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas, ataupun keunggulan bersaing. Dalam hal ini peluang inovasi teknologi dapat dilakukan dengan melakukan riset terhadap kebutuhan riil nelayan. Dukungan teknologi tepat guna tidak hanya bagaimana nelayan dapat merasakan manfaat dari sisi produktivitas, namun juga dukungan teknologi yang mampu menyesuaikan dengan kultur kerja masyarakat nelayan setempat. Usaha kecil nelayan masih terbuka peluang untuk melakukan beragam inovasi, namun ternyata upaya transfer inovasi menemui beberapa permasalahan, diantaranya: (1) pelaku usaha kecil hanya memiliki kapabilitas inovasi yang rendah, baik JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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dalam inovasi produk maupun proses. Hal itu nampak dalam proses produksi yang dilakukan monoton dari tahun ke tahun. ,misalnya kondisi di Aceh, jenis ikan tongkol di Aceh umumnya hanya diolah menjadi ikan keumamah, dan abon saja, tidak ada inovasi-inovasi dalam jenis produk lain yang dihasilkan. (2) tingginya biaya–membuat risiko tinggi–yang berhubungan dengan aktivitas inovasi. Asumsi pelaku usaha, melakukan inovasi membutuhkan biaya yang besar, perencanaan yang rumit, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Meskipun pelaku usaha memahami bahwa inovasi seringkali membuat suatu usaha sukses, tapi mereka enggan melakukan inovasi karena biaya investasi yang mahal, sehingga lebih baik melakukan proses produksi seperti biasa; (3) rasa takut– atau malah antipati–yang berimbas enggan untuk melakukan inovasi. Pelaku usaha merasa bahwa inovasi hanya membuang waktu saja, karena dalam bahasa mereka, inovasi masih harus melakukan pengetesan produk. Pelaku usaha juga khawatir jika mereka melakukan inovasi produk, maka produk mereka tidak akan laku. Tidak adanya jaminan kepastian pasar yang bagus membuat pelaku usaha berpikir bahwa inovasi hanya membuang waktu, dan justru membuat penjualan produk mereka menurun; dan (4) rendahnya informasi yang didapat dari pelaku usaha tentang manfaat inovasi bagi kelangsungan usaha mereka. Pemerintah selama ini hanya memberikan bantuan teknologi, penyuluhan, dan bantuan kredit tanpa ada upaya memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan inovasi. Pentingnya penyadaran inovasi kepada pelaku usaha kecil membutuhkan intervensi dari aktor intelektual seperti universitas, lembaga riset, dan perusahaan besar yang menggandeng UKM sebagai suppliers. Humphreys et al. (2005) yang menegaskan bahw inovasi membutuhkan beberapa elemen pendukung yang penting agar implementasi inovasi dapat meningkatkan kinerja usaha kecil. Beberapa elemen tersebut adalah: (1) kepemimpinan; (2) pemberdayaan; (3) budaya kerja; Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



(4) teknologi; (5) pembelajaran; (6) struktur; dan (7) manajemen. Peluang inovasi teknologi masih dapat dilakukan dengan lebih mendekatkan pada kebutuhan dan kultur kerja usaha kecil nelayan. Tidak efektifnya inovasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun sekolah perikanan, lebih disebabkan pelaku usaha kesulitan dalam operasionalisasi, kesulitan merawat (maintenance), dan kultur kerja komunal ke individual. Inovasi teknologi dengan berorientasi pada kultur kerja dapat menjadi solusi alternatif dalam peningkatan produktivitas usaha kecil. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat inovasi teknologi yang simpel dalam operasionalisasi alatnya, simpel dalam hal desain, perawatan, maupun ketahanan yang memadai, dan masih mempertahankan kerja komunal dalam operasionalisasinya. Inovasi produk dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah, swasta, ataupun LSM yang berkonsentrasi terhadap pemberdayaan usaha kecil nelayan. Bantuan pemerintah berupa pelatihan pengembangan produk berbahan baku ikan adalah salah satu contoh bagaimana inovasi produk dikembangkan. Kendala utama inovasi produk adalah keengganan pelaku usaha untuk mencoba berinovasi produk karena hasil penelitian menemukan bahwa pelaku usaha eggan jika harus melakukan inovasi produk. Hal tersebut dikarenakan: 1) ketidakjelasan akses pasar. Pelaku usaha enggan untuk inovasi, mencoba berbagai pengembangan produk tanpa ada kejelasan akses pasar, 2) ketiadaan dana investasi awal yang besar, 3) keterbatasan sumber daya. Pelaku usaha kecil nelayan tidak banyak memiliki sumber daya yang mampu melakukan inovasi produk. Pelatihan yang diberikan pemerintah juga tidak banyak diikuti pelaku usaha karena jika mereka mengikuti pelatihan, maka aktivitas kerja terhenti, dan berarti pendapatan mereka berkurang. Artinya, pelatihan dan pembinaan inovasi produk dapat dilakukan 221
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dengan timing yang tepat agar usaha kecil nelayan tidak merasa terbebani dengan adanya pelatihan itu. Pelatihan dan pembinaan juga dimungkinkan dilakukan di daerah usaha kecil tersebut, sehingga tidak ada waktu dan uang terbuang untuk transportasi. Upaya ini sekaligus memberikan kesan kepada pelaku usaha bahwa upaya pembinaan dilakukan secara serius. Peran public figure sangat membantu dalam memberikan kesadaran berinovasi pada pelaku usaha kecil. Apabila upaya membentuk dukungan dan kesadaran dapat dilakukan, akan lebih mudah melatih kemampuan inovasi produk berbahan baku ikan kepada pelaku usaha. Inovasi produk tersebut dapat berupa nugget ikan, sate ikan, kerupuk ikan, keripik ikan, terasi, minyak ikan, crispy ikan, dan aneka snack lainnya. Inovasi produk yang dilakukan harus didukung dengan akses pasar sebagai syarat mutlak keberlanjutan inovasi. Jika tidak ada jaminan akses pasar, maka hasilnya akan gagal, sama seperti program pembinaan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pelaku usaha kecil akan melakukan apa saja agar produknya terjual. Sebaliknya, pelaku usaha enggan jika inovasi dengan biaya dan tenaga hasilnya sama saja alias tidak ada peningkatan signifikan. Inovasi administrasi dapat dilakukan dengan memformalkan usaha kecil agar menjadi badan usaha formal. Legalisasi ini penting dilakukan untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pasar, lebih bankable, dapat dikenali, dan ada tuntutan untuk lebih profesional dalam pelaksanaannya. Apabila legalisasi usaha sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan inovasi struktur organisasi. Sesederhana apapun organisasi usaha kecil nelayan yang ada, membutuhkan pembagian tugas yang jelas, sehingga formalnya sebuah organisasi akan berdampak terhadap kinerja anggota organisasi itu. Pelaku usaha akan belajar mendelegasikan tugas dan merinci tugas tugas sehingga secara tidak langsung mereka akan 222



belajar berorganisasi. Pencatatan administrasi secara lebih teratur dapat dilakukan sebagai bagian dari inovasi administrasi.. Melalui pengaturan system administrasi yang baik, harapannya ada ukuran yang lebih akurat, mulai pencatatan bahan baku produksi yang ada, berapa cost production-nya, sistem penggajian karyawan berbasis kinerja, packaging, biaya distribusi, hingga penentuan harga jual akan dapat dihitung sejak awal. Dampak jangka panjang adalah apabila ternyata usaha kecil ini membutuhkan dana tambahan terkait pengembangan usaha, pelaku usaha tidak lagi kesulitan untuk mengajukan kredit di bank atau koperasi karena dapat memprediksi kemampuan membayar dan dapat meyakinkan pihak kreditor. Ringkasnya, usaha kecil dengan sistem administrasi keuangan maupun produksi yang baik akan lebih bankable. Penguatan Akses Pasar Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa ada akses pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Pasar adalah tempat para produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Di samping itu, pasar mempunyai berbagai bentuk struktur yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, sehingga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya harga yang akan terjadi. Menurut Wahyudi (2010) lemahnya akses pasar usaha kecil nelayan selama ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: (1) sebagai imbas tidak terlembaganya usaha kecil nelayan tersebut secara formal. Usaha kecil yang tidak formal akan semakin sulit mengakses pasar, karena mereka hanya berorientasi pada kebutuhan produksi dan menyerahkan pasar pada pengepul. Hal ini berimbas pada pengusaaan akses pasar oleh pengepul; (2) meskipun usaha kecil mengetahui akan dikemanakan produk mereka, jaringan pasar sudah dikuasai pengepul; (3) biaya operasional untuk sampai ke pelanggan dirasakan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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pelaku usaha cukup tinggi, sehingga muncul keengganan untuk mengakses pasar sendiri; (4) usaha kecil kurang termotivasi meningkatkan usaha mereka. Usaha kecil nelayan tidak mau repot, mereka berpikir simpel, yang penting usaha kecil mereka jalan; (5) lemahnya upaya pemasaran, baik dari usaha kecil maupun dari bantuan pemerintah. Wahyudi (2010), menyebutkan tentang beberapa upaya prakondisi yang harus dilakukan dalam upaya penguatan akses pasar, antara lain: (1) pemerintah melakukan sosialisasi memberikan kesadaran memformalkan usaha kecil mereka yang akan berdampak terhadap kesuksesan produk yang mereka hasilkan; (2) dengan melakukan fomalisasi usaha, usaha kecil mereka akan terdata di dinas perindustrian dan perdagangan maupun dinas koperasi dan usaha kecil dan dapat diikutsertakan dalam program pembinaan kedua dinas; dan (3) standarisasi kualitas. Hal ini penting dilakukan agar tercipta kontinuitas permintaan pasar. Seringkali usaha kecil rentan terhadap penurunan kualitas jika permintaan atau pemesanan meningkat. Adanya standarisasi kualitas juga memberikan kesadaran pada pelaku usaha bahwa produk yang berkualitas akan dapat menjamin kelangsungan usaha kecil yang mereka kelola. Dampak standarisasi kualitas berpotensi usaha kecil mengadopsi teknologi yang mampu melakukan proses produksi dengan lebih cepat, akurat dan lebih terukur. Pada tahapan selanjutnya, adalah tahap analisis potensi dan peluang, dimana usaha kecil dapat melakukan: (1) pemetaan potensi pasar. Hal ini sangat dibutuhkan usaha kecil karena lemahnya informasi tentang pasar, usaha kecil nelayan membutuhkan pemetaan potensi pasar. Nilai manfaat pemetaan itu adalah a) produk yang mereka hasilkan dapat segera dipasarkan, b) dapat diperhitungkan jalur transportasi yang digunakan dan bermanfaat dalam penentuan harga produk; dan (2) pemetaan potensi pasar dapat dilakukan secara bersama oleh usaha kecil nelayan di wilayah tertentu. Ketika pemetaan pasar sudah dilakukan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



usaha kecil nelayan dapat meningkatkan akses pasar. Beberapa langkah alternatif peningkatan akses pasar dapat dilakukan antara lain adalah: (1) pelatihan peningkatan akses pasar. Pelaku usaha kecil perlu mendapat pelatihan tentang akses pasar, sehingga mereka memahami arti penting kualitas produk yang mampu meningkatkan permintaan hasil produksi. Pelatihan ini juga menunjukkan pada pelaku usaha agar mereka mengetahui prosedur, bernegoisasi harga, ataupun menjual produk ke pasar sasaran; (2) meningkatkan networking atau jaringan pemasaran baru melalui pameran, baik lokal maupun keluar daerah. Promosi ini penting dilakukan untuk mendekatkan hasil produksi usaha kecil nelayan pada kebutuhan pasar; (3) pengembangan kemitraan. Kelemahan usaha kecil nelayan adalah dalam hal kualitas pengolahan produk, packaging, dan akses pasar. Usaha pembinaan yang dilakukan akan sangat membantukeberlangsungan usaha kecil; dan (4) pemerintah melalui dinas kelautan dan perikanan. Wahyudi (1990) menyebutkan bahwa Interfirm linkage dapat dilakukan antar usaha kecil nelayan sebagai upaya memperkuat posisi tawar dalam mengakses pasar. Pola interfirm linkage antar usaha kecil nelayan mendatangkan beberapa keuntungan, diantaranya: a) meminimalisasi biaya trasportasi dantransaksi dengan memperpendek jarak secara fisik, b) menghemat biaya produksi denganpembelian bersama, c) meningkatkan fleksibilitas terhadap fluktuasi pasar, d) inovasi atauperbaikan produk atau processing melalui pembentukan suatu lingkungan kompetitif dan pertukaran informasi. Kelebihan kerjasama antara usaha kecil nelayan menghasilkan adanya economic of scale karena adanya penjualan, pembelian, investasi pada infrastruktur dan lain-lain. Keuntungan akan penyebaran informasi tentang keadaan pasar dan kemajuan teknologi, atau keuntungan atas penurunan biaya transaksi penggunaan atas tenaga kerja. Keuntungan perdagangan dan kerjasama antar usaha kecil nelayan, dimungkinkan da223
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pat membuat efisiensi dalam kinerja usaha mereka, sehingga peluang untuk meningkatkan penguatan akses pasar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya kerjasama antar usaha kecil nelayan harus dilandasi semangat membangun kekuatan dan kebersamaan sehingga dalam implementasinya tidak mudah dikacaukan dengan kehadiran tengkulak yang menjanjikan kemudahan dan harga yang tinggi. Harus disadari bahwa kerjasama ini dilandasi tidak hanya kepentingan jangka pendek, namun secara jangka panjang akan dapat meningkatkan bargaining position terhadap perusahaan besar yang potensial menjadi mitra. Secara jangka panjang, interfirm linkage tidak hanya dilakukan antar usaha kecil nelayan saja, namun juga dimungkinkan kerjasama dengan perusahaan besar sebagai mitra bisnis. PENUTUP Usaha yang inovatif akan selalu memperbaharui berbagai elemen yang ada di dalam organisasi, yaitu pada produk, pada proses, pada system hingga pada tatanan cara berpikir. Produk yang sama sekali baru atau yang baru karena pengembangan, dapat memenuhi harapan pelanggan dan pada gilirannya menjamin pemasukan perusahaan. Proses bisnis yang penuh terobosan dapat membuat
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organisasi menghemat biaya, mempercepat siklus produksi,meningkatkan mutu produk, sekaligus meningkatkan layanan. Inovasi teknologi yang dilakukan pada usaha kecil nelayan hendaknya berbasis kultur kerja yaitu operasional inovasi teknologi yang mudah dioperasionalkan, dengan desain yang sederhana, perawatan/maintenance yang mudah, berdaya tahan tinggi, dan memperhatikan kultur kerja dalam operasional teknologi. Sedangkan Upaya untuk mengatasi kendala inovasi produk dapat dilakukan dengan memberikan waktu pelatihan dan pembinaan yang tepat, pelatihan dan pembinaan di lokasi usaha nelayan, adanya dukungan public figure/tokoh agama setempat, memberikan kesadaran berinovasi dan jaminan akses pasar. Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Pasar adalah tempat para produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Tanpa ada akses pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Strategi peningkatan akses pasar dapat dilakukan antara lain dengan pemetaan potensi pasar, pelatihan peningkatan akses pasar, meningkatkan networking, pengembangan kemitraan, dan interfirm linkage sebagai bentuk penguatan akses pasar.
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This study examines which levels of education has the greatest impact on Aceh economic growth. A panel OLS model is applied by augmenting labor input in Cobb-Douglas production function on the basis of highest level of educational attainments. Cross-section data were collected from all 23 districts and municipalities. The results confirm that higher education has the greatest contribution to economic growth. Whereas primary and secondary education just only has the least economic impact on output. This might happen due to rapid economic structural changes from traditional economy based on agriculture sector to creative economy based on invovation and entrepreneurship.
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LATAR BELAKANG Dalam perkembangan teori-teori pertumbuhan ekonomi, pendidikan menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Literatur teori-teori pertumbuhan ekonomi baru yang mulai muncul pada pertengahan abad ke-20 telah menggeser fokus akumulasi modal fisik ke investasi modal manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan dan pelatihan menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui dua cara. Pertama, bagi penduduk yang terdidik dan masuk dalam angkatan kerja memiliki produktivitas yang tinggi karena pengetahuan dan keahliannya digunakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada atau menciptakan produk dan teknologi baru. Mereka juga memperoleh manfaat individu dari pendidikan dan keterampilan yang diperoleh seperti tingkat upah yang tinggi. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menguji hipotesis ini. Nelson dan Phepls (1966) dan Aghion and Howitt (1998) mengidenfikasi bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya disebabkan perbedaan stok modal manusia dan kemampuan negara-negara mengembangkan teknologi. Mereka bahkan sepakat bahwa bahwa pendidikan mendorong inovasi dan penemuan produk-produk baru sebagai salah satu usaha mengejar negara-negara yang telah maju. Namun, Monteils (2002) menemukan hasil yang kontradiksi yang menyebutkan bahwa tingkat pengembalian modal manusia (human capital returns) justru menurun sehingga pengetahuan yang dihasilkan dari pendidikan tidak bisa mejadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kedua, bagi mereka yang pernah memperoleh pendidikan dan pelatihan tetapi tidak masuk dalam angkatan kerja juga menciptakan eksternalitas positif atau social returns terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terakhir ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian 228



antara lain oleh Lochner dan Moretti (2004) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan dapat menurunkan tingkat kejahatan; Currie dan Moretti (2003) yang membuktikan dampak positif ibu yang berpendidikan terhadap perbaikan kesehatan anak dan Milligan, Moretti dan Oreopoulos (2004) yang menunjukkan peningkatan partisipasi warga sipil akibat tingkat pendidikan yang semakin baik. Beberapa penelitian sebelumnya menginspirasi studi ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan angkatan kerja. Tingkat pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan tidak berpola dan bergantung pada status dan struktur perekonomian suatu negara. Petrakis dan Stamatakis (2002) menemukan bahwa di negara-negara berkembang pendidikan dasar dan menengah memiliki peran lebih utama mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya di negara-negara maju pertumbuhan ekonomi sebagian besar bergantung pada pendidikan tinggi. Self dan Grabowski (2004) juga menemukan bahwa pendidikan dasar memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi di India, namun tidak demikian halnya dengan jenjang pendidikan menengah. Sementara itu, estimasi Papageorgiou (2003) membuktikan bahwa pendidikan dasar berkontribusi pada produksi output sedangkan pendidikan menengah dan tinggi berkontribusi pada inovasi dan peniruan teknologi. Studi ini mengestimasi hubungan tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh tenaga kerja. Pengujian ini penting sebagai referensi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan strategi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan peningkatan akses dan kualitas llayanan pendidikan. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA



Tingkat Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh



TINJAUAN PUSTAKA Peran Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi Pendidikan merupakan tujuan dasar dari proses pembangunan, di samping sektor kesehatan. Menurut Todaro dan Smith (2003), pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang menyerap teknologi maju dan memperkuat kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Pada tahap awal, pendidikan dan pengetahuan digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai usaha menerapkan perkembangan teknologi yang sebelumnya ditemukan di negara maju. Pada tahap berikutnya, negara-negara berkembang dengan menggunakan modal manusia tersebut mampu menggembangkan kemajuan teknologi tersebut secara mandiri untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan tahapan tersebut, negara-negara berkembang mampu mengejar ‘catch up’ pertumbuhan ekonomi maju dalam jangka panjang karena faktor pendidikan. Secara teoritis, Osmanković, Jahić dan Šehić, (2011) menjelaskan secara luas bagaimana kontribusi pendidikan dalam proses pembangunan (lihat Gambar 1). Teori ekonomi pembangunan menjadi salah satu disiplin ilmu ekonomi setelah kehancuran perang dunia kedua. Pada awal perkembangannya, teori ekonomi pembangunan fokus pada teori dan model-model pembangunan klasik yang menekankan pertumbuhan dan industrialisasi. Model-model klasik yang terkenal antara lain model pertumbuhan tahapan linier (Rostow’s Stages of Growth dan Harrod Domar Growth Model), teori perubahan struktural (Lewis two-sector model), revolusi ketergantungan internasional (neoclassical dependence model, false-paradigm model, dan dualistic-development thesis) dan model konterrevolusi neoklasik (Solow model). Dalam perkembangnya, model dan pendekatan teori pembangunan klasik tersebut disempurnakan oleh model-model pemVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



bangunan baru atau kontemporer. Beberapa model dan teori pembangunan kontemporer yang menonjol antara lain teori pertumbuhan endogen yang dipelopori Romer, Big Push Model, Kremer’s O-Ring Theory, dan Hausmann-Rodrik-Velasco Growth Diagnostics Framework. Konsep pembangunan ekonomi tradisional tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan konsep pembangunan ekonomi modern yang menghubungkan pendidikan dan pembangunan. Dalam teori dan model tersebut, investasi modal manusia yang berkelanjutan dan jangka panjang memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Konsep modern ini meliputi teori modal manusia, pembangunan manusia dan analisis tingkat pengembalian investasi pendidikan. Pendidikan dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Kontribusi langsung pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan penemuan pengetahuan baru dan keahlian yang mendorong transfer pengetahuan secara efisien dan efektif dari sistem pendidikan kepada perekonomian dan masyarakat. Ukuran-ukuran Modal Manusia Ada dua perspektif terkait dengan modal manusia. Perspektif ekonomi klasik menganggap modal manusia sebagai angkatan kerja yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, sama dengan faktor produksi lainnya yaitu modal finansial, tanah, dan permesinan. Dalam pandangan ini, kauantitas modal manusia lebih dominan dibandingakan kualitas modal manusia. Perspektif lainnya memandang modal manusia sebagai proses perolehan pengetahuan, keahlian, kompetensi dan pengalaman. Dalam konteks ini, kualitas modal manusia yang diperoleh dari proses pembelajaran menjadi sangat penting. Dari perspektif ini, efektifitas investasi modal fisik sama dengan investasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Little, 2003). Bahkan Beach (2009) menilai bahwa modal manusia dalam bentuk peng229
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Gambar 1: Klasifikasi pendekatan teoritis untuk menjelaskan peran pendidikan dalam proses pembangunan ekonomi Sumber: Osmanković, Jahić dan Šehić (2011)



etahuan, keahlian, kompetensi dan pengalaman tenaga kerja lebih penting dibandingkan dengan modal manusia sebagai faktor produksi semata yang hanya fokus pada aspek kuantitas. Bagaimana mengukur modal manusia? Modal manusia sulit ditentukan dan diukur secara langsung. Para ekonomi biasanya menggunakan ukuran-ukuran secara tidak langsung dan menggunakan proksi-proksi yang lebih masuk akal. Menurut Kwon (2009) seperti diuraikan pada Gambar 2, modal manusia diukur tidak hanya dari aspek moneter tetapi juga aspek bukan moneter (non-monetary aspects). Aspek moneter modal manusia meliputi tingkat pengembalian individu (private returns) dalam bentuk pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Sementara aspek bukan moneter meliputi tingkat kesehatan, kreativitas, motivasi dan hubungan sosial. Modal manusia diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan baru. Pendekatan konvensional terdiri dari pendekatan output, biaya dan pendapatan. Pendekatan output mengukur modal manusia dengan proksi-proksi, antara lain angka partisipasi sekolah, angka melek huruf penduduk dewasa, dan pencapaian skolastik. Pendekatan biaya memperhitungkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan un230



tuk memperoleh pengetahuan dan keahlian. Pendekatan pendapatan menghitung keuntungan individu yang diperoleh dari investasi pendidikan dan pelatihan misalnya tingkat pendapatan individu. Sementara dalam pendekatan baru, pengukuran modal manusia menitikberatkan pada kerangka konseptual pembangunan manusia (human development), pendekatan yang digunakan oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD), dan modal sosial (social capital). Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) mengukur modal manusia dari 3 aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan. Modal manusia dihitung dengan mengkombinasikan indikator ekonomi dan kualitas hidup, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf penduduk dewasa, angka partisipasi kasar, dan pendapatan per kapita. Ukuran-ukuran modal manusia oleh OECD mempertimbangkan investasi modal manusia, penyesuaian kualitas, dan hasil pendidikan. Investasi modal manusia diukur dengan variabel-variabel, antara lain kualifikasi pendidikan tertinggi, angka partisipasi dan angka lulusan, waktu yang digunakan untuk memperoleh pendidikan, pengeluaran per siswa menurut JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Gambar 2: Metode pengukuran modal manusia Sumber: Kwon (2009)



jenjang pendidikan, persentase pengeluaran pendidikan dari produk domestik bruto, anggaran pemerintah untuk beasiswa, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, dan tingkat pengembalian pendidikan. Sementara itu, modal manusia dalam bentuk modal sosial (social capital) menitikberatkan pada pembangunan manusia dari aspek ekonomi dan kualitas hidup meliputi tingkat kesehatan, kreativitas, motivasi dan jejaring sosial (social networking). Pengetahuan dan keahlian dapat dimanfaatkan secara optimal jika terdapat jejaring sosial dalam lingkungan tertentu. METODOLOGI PENELITIAN Studi ini menginvestigasi tingkat pendidikan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Tingkat pendidikan diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh mereka yang berada di angkatan kerja. Data yang digunakan adalah data dari 23 kabupaten/kota dari tahun 2008-2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, variabel modal fisik menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan variabel modal manusia menggunakan data Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



angkatan kerja yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar yaitu mereka yang tidak/ belum menyelesaikan pendidikan dasar, menamatkan pendidikan dasar dan menengah, dan menamatkan pendidikan tinggi. Model panel Ordinary Least Square (OLS) digunakan dalam studi ini dengan memodifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut: Y= AKαLβ Dimana: Y = total produksi yang diwakili oleh PRDB riil L = input tenaga kerja K = input kapital A = produktivitas total faktor input β = produk marginal faktor produksi tenaga kerja α = modal fisik Persamaan (1) dimodifikasi dalam bentuk logaritma natural menjadi persamaan (2) dan kemudian dimodifikasi menjadi persamaan (3) dengan asumsi produktivitas total faktor input (teknologi) konstan. LnYt= LnA + αLnKt + βLnLt + εt LnYt= a + αLnKt + βLnLt + εt 231
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Selanjutnya penelitian ini mengklasifikasikan kualitas input tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dengan perluasan input L tersebut, persamaan (3) dimodifikasi menjadi model panel OLS sederhana sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (4) berikut: LnYit= ait + αLnKt + β0LnL0it + β1LnL1it + β2LnL2it + εt Dimana: Yit = output riil LnL0it = logaritma natural angkatan kerja yang tidak sekolah dan tidak tamat pendidikan dasar LnL1it = logaritma natural angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar dan menengah LnL2it = logaritma natural angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tinggi i = variabel untuk 23 kabupaten/kota t = seri data dari tahun 2008-2011. Berbeda dari model Knowles (1997), studi ini mengestimasi persamaan (4) dengan menyatukan angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar dan menengah. HASIL PENELITIAN Struktur Ekonomi dan Ketenagakerjaan Meskipun sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian Aceh, dalam kurun waktu satu dasawarsa kontribusi sektor pertanian semakin menurun sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Dari sembilan sektor ekonomi, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam dari 9,96% tahun 2003 menjadi 3,51% tahun 2012. Sebaliknya, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat cukup signifikan dari 6,69% tahun 2003 menjadi 13,28%. Seiring dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, daya serap tenaga kerja di sektor ini juga menurun tajam dari 59,98% 232



di tahun 2005 menjadi 46,86% di tahun 2012 (lihat Tabel 2). Sebaliknya, terjadi kenaikan daya serap tenaga kerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang cukup signifikan dari 12,62% di tahun 2003 menjadi 19,67% di tahun 2011. Peningkatan daya serap ini mengindikasikan peningkatan kewirausahaan dan kreatifitas masyarakat yang menggerakkan sektor informal. Statistik ketenagakerjaan lainnya yang penting untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran menurut jenjang pendidikan. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2012 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar dan menengah, disusul mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar. Sementara tingkat pengangguran paling rendah adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi bagi mereka yang berpendidikan menengah disebabkan antara lain oleh permintaan tenaga kerja terampil di sektor non-pertanian yang tersedia tidak seimbang dengan penawaran tenaga kerja untuk sektor ini. Selain itu, penawaran tenaga kerja yang hanya tamat pendidikan menengah memiliki keahlian yang terbatas karena sebagian besar mereka berada di sekolah umum, sementara siswa yang memasuki pendidikan vokasional masih terbatas. Hasil estimasi model panel OLS baik fixed effect maupun random effect ditampilkan pada Tabel 3. Pada model fixed effect, nilai t-statistik untuk semua varibel membuktikan bahwa secara statistik variabel penelitian signifikan menentukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, koefisien semua variabel bertanda positif yang berarti semua faktor input memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pada model random effect, hanya nilai t-statistik untuk kelompok angkata kerja yang belum atau tidak menamatkan pendidikan dasar (L0) yang tidak signifikan secara statistik. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA



Tingkat Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tabel 1 Distribusi persentase PDRB tanpa minyak dan gas bumi atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2003 dan 2012 Lapangan Pekerja Utama



2003 (%)



2012 (%)



Perubahan (%)



1



Pertanian



34,78



32,07



-2,71



2



Pertambangan dan penggalian



0,82



1,36



0,54



3



Industri pengolahan



9,96



3,51



-6,45



4



Listrik, gas dan air minum



0,23



0,56



0,33



5



Bangunan dan konstruksi



6,86



13,27



6,41



6



Perdagangan, hotel dan restoran



22,85



19,97



-2,88



7



Pengangkutan dan komunikasi



6,69



13,28



6,59



8



Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan



1,87



3,38



1,51



9



Jasa-jasa



15,95



12,61



-3,34



100



100



No



Jumlah Sumber: BPS, 2003 dan 2012



Tabel 2 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama di Aceh, 2005 dan 2012 No



Lapangan Pekerja Utama



Sakernas Februari 2005



Sakernas Agustus 2012



Perubahan (%)



1



Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan



59,98



46,86



-13,12



2



Industri Pengolahan



3,55



4,11



0.56



3



Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi



14,40



15,70



1,3



4



Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan



12,62



19,67



7,05



5



Pertambangan, Listrik, Gas, Konstruksi, Transportasi dan Komunikasi



9,45



13,66



4,21



Jumlah



100



100



Sumber: BPS, 2003 dan 2012



Tabel 3 Hasil Estimasi panel OLS model fixed dan random effect model fixed effect



model random effect



Koefisien



t-statistik



Koefisien



t-statistik



Konstanta



9,534669



15,37340a



5,777110



12,75204 a



LK



0,154495



4,794177a



0,238616



8,350467 a



LL0



0,033346



1,851009



b



0,025832



1,497107



LL1



0,129028



2,498490



a



0,397022



9,909271 a



LL2



0,075886



4,704144



a



0,068865



4,434672 a



Jumlah sampel



92



92



R -adjusted



0,997905



0,663095



DW- statistik F-statistik



2,166476 1.668,187 a



1,254521 45,77646 a



2



Sumber: Hasil studi, 2012. Catatan: a signifikan pada tingkat 5%; b signifikan pada tingkat 10%.
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Tabel 4 Hasil pengujian Hausman untuk pemilihan model Test summary



Chi-Sq. Statistic



Chi-Sq. d.f.



Prob.



Cross-section random



109,983396



4



0,0000



Sumber: Hasil studi, 2012.



Tabel 5 Produk marginal menurut tingkat pendidikan Variabel



Nilai rata-rata



Koefisien



Produk marginal ()



L0



11.502,28



0,033346



3.47



L1



57.772,28



0,129028



2.68



L2



6.630,72



0,075886



13.71



Y



1.198.312,00



-



-



Sumber: Hasil studi, 2012.



Tahap berikutnya adalah menentunkan model mana yang paling sesuai untuk menjelaskan studi ini. Pengujian Hausman dapat digunakan menguji hipotesis nol untuk model random effect dan hipotesis alternatif untuk model fixed effect. Berdasarkan Tabel 4, statistik uji Hausman membuktikan secara statistik penolakan hipotisis nol yang bermakna model yang digunakan adalah fixed effect. Karena persamaan yang diestimasi dalam bentuk logartima natural, maka setiap koefisien merupakan elastisitas dan bukan produk marginal masing-masing variabel. Oleh karena itu untuk menentukan tingkat pendidikan mana yang memberikan kontribusi terbesar, elastisitas model fixed effect harus dikonversi menjadi produk marginal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan keofisien elastisitas dengan rata-rata output riil kemudian dibagi dengan masingmasing faktor input, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5. Berdasarkan produk marginal tersebut, tingkat pendidikan tinggi memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, disusul oleh kelompok angkatan kerja yang tidak atau belum menamatkan pendidikan dasar. Sementara kelompok angkatan kerja yang hanya memiliki tingkat pendidikan dasar dan menengah memiliki kontribusi paling kecil.
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KESIMPULAN Dari pengujian statistik model panel di atas dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja pada setiap tingkat pendidikan secara statistik berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi terbesar berasal dari angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tinggi. Sementara angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar dan menengah memberikan kontribusi paling kecil terhadap output. Perbedaan ini disebabkan antara lain oleh perubahan struktur ekonomi dari ekonomi primer yang mengandalkan sektor pertanian ke ekonomi kreatif yang mengedepankan pengetahuan dan inovasi. Perubahan struktur ekonomi mengubah permintaan angkatan kerja yang memiliki pengatahuan dan kemampuan yang lebih tinggi. Pengetahuan dan inovasi hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi inovasi dan pengetahuan yang dimiliki dan semakin tinggi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis ini, pemerintah dan pemerintah daerah didorong melahirkan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi menengah dan tinggi. Terobosan ini penting karena dalam jangka panjang pendidikan vokasi membekali angkatan kerja dengan keterampilan dan pengetahuan untuk kreatifitas dan inovasi.
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Analisis Volume Perdagangan Saham Perbankan yang Mengumumkan Dividen di Bursa Efek Indonesia



The Objectives this research is to analyze difference of stock trading volume before and after announcement of dividend at banking stocks in Indonesia Stock Exchange. Sample applied in this research is 25 banking stocks noted in stock market between the years 2005 up to the year 2006. Stock trading volume activity data (Trading Volume Activity), analyzed applies two methods that is: test t and test Anova. The result of analysis applies t test: t calculate (-1,106) < t tables (2,064), value significant 0,280 > value α 0,05. While output Anova: f calculate (1,216) < f tables (3,84) and its(the significant value 0,276 > value α 0,05 thereby Ho received and Hi is not reject. Result of research indicates that there is no difference of trading volume before and after dividend is announced. This thing signs that announcement of dividend doesn’t contain valuable information for investor in making decision buys in Indonesian Stock Exchange.
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LATAR BELAKANG Perusahaan-perusahaan go public berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada para pemegang saham. Selain itu emiten juga wajib mempublikasikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, seperti: pengumuman right issue, pemecahan saham, (stock split), cash dividen, perubahan kepemilikan dan sebagainya. Berbagai macam laporan tersebut dapat dijadikan investor sebagai suatu informasi yang sangat berharga. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat keputusan investasi untuk menanamkan modalnya di suatu bursa efek. Dengan berbagai informasi didapatkan investor baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi yang bersifat pribadi, tentunya informasi tersebut mempunyai nilai guna dalam membuat keputusan. Investor dapat menentukan saham atau efek mana yang layak dibeli di pasar modal sehingga dapat meningkatkan expected return atau setidaknya memperkecil risiko dikemudian hari. Informasi yang didapatkan dapat berupa harga-harga saham atau aktivitas volume perdagangan saham (Trading Volume Activity, disingkat TVA) dimasa lalu, TVA adalah perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang ada pada suatu periode tertentu (Foster, dalam Nurhajijah 2006: 18). Pasar modal Indonesia berada dalam pasar efisiensi bentuk lemah, yang artinya harga-harga masa lalu tidak dapat mencerminkan harga sekarang. Dengan begitu investor bisa mengabaikan harga-harga saham dimasa lalu dan menggunakan TVA sebagai indikator dalam membuat keputusan investasi. Hal ini sesuai dengan Suryawijaya dan Setiawan (1998:142) yang menyatakan bahwa ”Pendekatan TVA dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis pasar bentuk lemah (weak-form efficiency). Hal ini dikarenakan pada pasar yang belum efisien atau dalam
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bentuk lemah, perubahan harga belum dengan segera mencerminkan informasi yang ada, sehingga penelitian hanya dapat mengamati reaksi pasar modal melalui pergerakan volume perdagangan pada pasar modal yang diteliti. Selanjutnya, salah satu indikator untuk melihat kinerja sebuah bank bagus adalah dari besar kecilnya cash dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Menurut preferensi investor, jika cash dividen yang dibagikan besar maka kinerja bank itu bagus, namun sebaliknya jika cash dividen yang dibagikan kecil maka kinerja bank selama ini buruk. Pengumuman cash dividen bisa mempengaruhi volume perdagangan saham emiten di Bursa Efek, apabila cash dividen yang dibagikan besar maka volume perdagangan saham meningkat. Namun jika cash dividen yang dibagikan kecil maka volume perdagangan sahamnya pun menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dividen mengandung informasi berharga bagi para investor dalam membeli saham yang diperdagangkan di bursa efek. Beberapa hasil studi penelitian tentang yang mengatakan bahwa dividen mengandung informasi yang berguna bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Watts (1973, 1976), Ang (1975) dan Gonedes (1978) (dalam Jogiyanto, 2003: 421) tidak menemukan bukti bahwa dividen yang dipublikasi mengandung informasi. Namun demikian, Lab (1976), Charest (1978), Aharony da Swary (1980), Woolridge (1982), Asquith dan Mullins (1983), Venkatesh dan Chiang (1986), Healy dan Palepu (1988), Cahng dan Chen (1993), Eddy dan Seifert (1992) dan Mande (1994), (dalam Jogiyanto, 2003: 421) bahwa dividen yang diumumkan mengandung informasi sehingga bisa mempengaruhi volume perdagangan saham. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilaukan bertujuan untuk menganalisis perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen dividen perbankan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.
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TINJAUAN TEORITIS Suatu pasar dikatakan efisien apabila harga-harga barang-barang yang dijual telah menunjukkan semua informasi yang ada sehingga tidak bias. Perubahan harga dimasa mendatang hanya tergantung dari datangnya informasi baru di masa mendatang yang tidak diketahui sebelumnya. Fama (1970) menyatakan ada tiga macam bentuk efisiensi pasar modal, yaitu: Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form), Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong from), dan Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form). Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) dikatakan Harga-harga mencerminkan semua (fully reflect) informasi yang ada pada catatan harga di masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Dimana nilai-nilai masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong from) Pasar tidak hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi juga semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa penerbitan saham baru, pengumuman laba dan dividen, stock split, merger dan corporate event lainnya. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau group dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form), Dalam keadaan ini, harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga semua informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan informasi-informasi lain yang tidak di publikasikan. Harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Salah satu bentuk informasi yang dipublikasikan adalah dividen dari perusahaan. Dividen adalah merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan ke pemegang saham, dividen itu sendiri bisa dalam bentuk cash atau stock (www. idx.co.id). Sedangkan menurut Darmadji dan Hendy (2001:127) menyatakan dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang di distribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen itu sendiri bisa dalam bentuk tunai (cash dividend) ataupun dividen saham (stock dividend). Ridwan S Dkk (dalam Anggreani, 2006: 9) menyebutkan bahwa dividen adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan yang saat ini dan akan datang. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa dividen tidak akan ada apabila perusahaan mengalami kerugian. Pembayaran dividen bisa dianggap komunikasi secara tidak langsung dari emiten kepada pemegang saham tentang tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan. Dividen akan digunakan investor sebagai alat penduga mengenai prestasi perusahaan dimasa akan datang, dividen menyampaikan pengharapan-pengharapan manajemen mengenai masa depan (Halim, 2005: 92). Namun demikian, Sampai sekarang terdapat kontroversi tentang pembayaran dividen dengan argumennya masing-masing, menurut Halim (2005: 92) pembayaran dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu: Dividen seharusnya dibayarkan sebesarbesarnya, Dividen seharusnya dibayarkan sekecil-kecilnya, Dividen dibayarkan setelah semua kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan dibelanjai. Argumen pertama yang mengatakan bahwa dividen seharusnya dibayarkan sebesar239
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besarnya beranggapan bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Pembayaran dividen yang tinggi dianggap perusahaan mempunyai prospek tingkat keuntungan yang baik. Sebaliknya, penurunan pembayaran atau pembayaran dividen yang lebih kecil dari biasanya dianggap perusahaan mempunyai prospek tingkat keuntungan yang kurang baik. Akibat penurunan pembayaran dividen dapat menjadi informasi yang kurang baik tentang tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan saat ini dan masa mendatang. Sehingga penurunan dividen dapat berdampak banyak pemegang saham akan menjual saham yang dimilikinya, sehingga harga saham menjadi turun. Argumen kedua yang beranggapan bahwa Dividen seharusnya dibayarkan sekecilkecilnya. Pada kasus ini, kadang kala bila dianggap perlu dividen tidak dibayarkan sehingga laba ditahan sebesar-besarnya. Hal ini dihadapkan pada kenyataan tentang adnaya floatation cost dan tarif pajak dividen yang lebih tinggi daripadai tarif pajak capital gain. Dengan adanya tarif pajak dividen yang lebih tinggi daripada tarif pajak capital gain, dapat mendorong pemegang saham untuk menginvestasikan keuntungan yang diperoleh daripada membagikan dalam bentuk dividen. Investasi yang menguntungkan akan dapat meningkatkan harga saham, yang berarti pemegang saham mendapatkan capital gain. Dan argumen terakhir yang menyatakan bahwa dividen dibayarkan setelah semua kesempatan investasi yang memenuhi persayaratan dibelanjai. Pendapat ini beranggapan bahwa tidak ada pajak perseorangan atau perusahaan, tidak ada floatation cost, kebijakan dividen tidak mempengaruhi biaya modal sendiri, dan keputusan investasi terpisah dari keputusan pendanaan. Jika investasi menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada pengembalian yang disyaratkan maka pemegang saham akan lebih suka jika perusahaan menahan laba. Namun, jika hasil pengembalian lebih kecil maka pemegang saham lebih suka jika laba dibagikan dalam bentuk dividen. 240



Event Study atau studi peristiwa adalah salah satu studi yang banyak digunakan dalam efisiensi pasar. Menurut Jogiyanto (2003: 410) menjelaskan bahwa Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman, pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar dapat berupa perubahan harga dari sekuritas ataupun perubahan volume perdagangan sekuritas. Reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan abnormal return, jika digunakan abnormal return, maka pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Namun, sebaliknya pengumuman yang tidak mengandung informasi tidak menberikan abnormal return kepada pasar, seperti tampak di Gambar 1. Pada penelitian sebelumnya, Watt (1976) (dalam Jogiyanto 2003: 422) menggunakan sampel sebanyak 310 perusahaan dalam periode 1946-1967 untuk menguji kandungan informasi dari dividen. Dengan menggunakan model ekspektasi dividen oleh Lintber, Watt menemukan nilai abnormal return yang tidak signifikan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Gonedes (1978) (dalam Jogiyanto 2003: 422). Gonedes dalam penelitiannya dengan membentuk 12 portofolio yang didasarkan pada kombinasi kesalahan peramalan standarisasi (standardized forecast errors) rendah dan tinggi dari perubahan laba, perubahan dividen kas dan item-item luar biasa (extraordinary items) dari 285 perusahaan selama periode 1946 sampai periode 1972 menyimpulkan hasil penelitiannya dengan menyatakan bahwa dividen tidak memberikan informasi kepada pasar. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Gambar 1. Tingkatan Kumulatif Ketiga Bentuk Pasar Efisien Sumber: Jogiyanto (2003: 411)



Aharony dan Swary (1980) (dalam Jogiyanto 2003: 423), Mereka menghitung abnormal return selama 10 hari di sekitar tanggal pengumuman dividen. Mereka menemukan bahwa pasar bereaksi dalam interval waktu 2 hari saja, yaitu sehari sebelum dan sehari pada waktu pengumuman. Hasil ini menunjukkan bahwa dividen mengandung informasi dan pasar sudah cukup efisien dalam bentuk setengah kuat terhadap informasi dividen ini yang terlihat bahwa pasar menyerap informasi tersebut dengan cepat. Woolridge (1982) (dalam Jogiyanto 2003: 423) menggunakan 376 pengumuman dividen selama tahun 1971 sampai dengan 1976. Dia juga menemukan bahwa pasar bereaksi terhadap perubahan positif dan negatif dari nilai dividen secara tepat dalam waktu sehari setelah pengumuman. Nurhajijah (2006) meneliti tentang “Pengaruh volume perdagangan saham terhadap laporan keuangan yang telah diaudit”. Menunjukkan bahwa publikasi laporan tahunan yang telah diaudit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan saham hasil tersebut didasarkan pada tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham diseputar publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Anggreani (2006) meneliti tentang “Reaksi pasar modal Indonesia Terhadap Pengumuman Dividen Kas Dengan Menggunakan Pendekatan “Trading Volume Activity” menemukan bahwa pengumuman dividen kas tidak menimbulkan reaksi pasar yang signifikan berupa kenaikan volume perdagangan
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saham pada periode pengumuman dividen kas. Sampel data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang perbankan. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, terdapat 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun demikian cuma 10 bank yang melakukan pengumuman dividen antara tahun 2005 dan 2006. Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling Method, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak acak dan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu, yaitu: Pertama, Sampel merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang perbankan, yang terdaftar di BEI antara tahun 2005 dan 2006. Kedua, Sampel merupakan perusahaan yang telah mengeluarkan pengumuman dividen antara tahun 2005 dan 2006. Dan Ketiga, Perusahaan tidak melakukan Corporate Action lainnya seperti Stock Split, Right Issue, Warrant dan lain-lain yang berdekatan dengan tanggal pengumuman dividen. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 hari bursa, yakni terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa (pre event), pada saat peristiwa (event day) dan 5 hari setelah peristiwa (past event). Alasan pengambilan tersebut agar tidak terjadi bias yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Baridwan dan Budiarto (1999) (dalam Anggraeni, 2006: 22) menjelaskan periode waktu yang terlalu pendek (kurang dari 5 hari) atau terlalu panjang (lebih dari 5 hari) akan memungkinkan bias dalam melihat pengaruhnya.
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Tabel 1 Sample Penelitian Kode



Tanggal Pengumuman



Nama Perusahaan



BBNI BMRI BBRI BBIA ANKB BBCA



Bank Negara Indonesia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Buana Bank Arta Niaga Bank central Asia



BDMN BBII BNGA



Bank Danamon Bank International Indonesia Bank Niaga



BSWD



Bank Swadesi



2005



2006



23 Juni 13 Juni 16 Juni 02 May 04 Agust 19 Juli 06 Okt 17 Juni 19 May 30 May 29 Sept 28 Jun



15 Juni 14 Juni 21 Juni 14 Juni 30 Agust 06 Juni 06 Okt 15 Juni 19 May 1 May 14 Agus 17 May



Sumber: BEI, data diolah (2009)



Tabel 2 Hasil Analisis TVA Sebelum dan Setelah Pengumuman Dividen Paired Samples Test Paired Differences



Pair 1 Sebelum Sesudah



Mean



838.8946



Std. Deviation



3716.5647 3



95% Confidence Interval of the Difference



Std. Error Mean



758.6406 0



Lower



Upper



2408.262 3



730.47 30



t



df



Sig. (2-tailed)



1.1 06



23



.280.



Sumber: BEI (data diolah), 2009



Tabel 3 Output Analisis ANOVA trading Sum of Squares Between Groups Within Groups Total



8444931 3.19E+08 3.28E+08



df 1 46 47



Mean Square



F



Sig.



8444930.575 6944315.026



1.216



.276



Sumber: BEI (data diolah ), 2009
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METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian ini, pengumuman Corporate Action yang diamati adalah pengumuman dividen. Trading Volume Activity adalah perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang ada pada suatu periode tertentu, dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Foster, dalam Nurhajijah, 2006: 18).



TVAit =



Jumlah saham i yang diperdagangkan pada waktu t Jumlah saham i yang beredar pada periode waktu t



Untuk menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman dividen adalah sebagai berikut (Suryawijaya dan Setiawan, 1998 : 146), yaitu:



Dan dalam menghitung standar deviasi sebelum dan setelah pengumuman dividen dengan menggunakan rumus (Suryawijaya dan Setiawan, 1998: 146), yaitu:



Sedangkan untuk menganalisis perbedaan perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada saham perbankan di Bursa Efek Indonesia penengujian dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t table pada tingkat signifikan α = 0,05, uji dua sisi (two tail test) dan derajat bebas (degree of freedom) = n-1. Volume 1, Nomor 2, Desember 2012



Dimana: TVAit = Volume perdagangan saham perusahaan i pada waktu t. before = Rata-rata volume perdagangan saham sebelum pengumuman after = Rata-rata volume perdagangan saham setelah pengumuman dividen sebelum = Standar deviasi sebelum Corporate Action setelah = Standar deviasi setelah Corporate Action n = jumlah sampel PEMBAHASAN Untuk bisa menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan perhitungan aktivitas volume perdagangan saham. Aktivitas volume perdagangan saham (Trading Volume Activity) merupakan pembagian dari jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang ada pada waktu yang sama. Analisis dilakukan sesuai dengan teori yang telah dirumuskan, pengamatan selama 11 hari (5 hari sebelum, 1 hari event dan 5 hari setelah) dilakukan terhadap TVA 10 emiten perbankan yang tercatat di BEI tahun 2005 dan 2006 agar tidak terjadi pembiasan dalam melihat pengaruhnya. Setelah TVA masing-masing emiten diletahui, kemudian dihitunglah ratarata TVA emiten perbankan tersebut. Dari perhitungan terlihat bahwa nilai rata-rata kumulatif TVA emiten perbankan 243
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5 hari sebelum (16,432719), pada hari event (12,695711) dan 5 hari setelah (855,327357) dividen diumumkan di BEI. TVA rata-rata kumulatif setelah dividen diumumkan lebih tinggi daripada sebelum event, hal ini menunjukkan adanya perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah dividen diumumkan. Namun demikian, untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak diperlukan uji lebih lanjut dengan pembuktian hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji t beda dua rata-rata dan Uji Anova, dengan cara membandingkan TVA 5 hari sebelum event dengan TVA 5 hari setelah event. Dengan menggunakan program SPSS. 12 paired sample t test didapatkan output seperti terlihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 tampak bahwa thitung (-1,106) < ttabel (2,064) dan nilai signifikannya 0,280 > nilai α 0,05 maka Ho diterima dan Hi ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan setelah dividen diumumkan di BEI. Hasil penelitian akan lebih akurat jika dianalisis menggunakan lebih dari satu metode analisis yang berbeda tetapi menghasilkan kesimpulan akhir yang sama dari setiap metode analisis tersebut, untuk itu hasil perhitungan TVA juga dianalisis menggunakan metode Anova. Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa nilai f hitung (1,216) < f tabel (3,84) dan nilai signifikannya 0,276 > nilai α 0,05 maka Ho diterima dan Hi ditolak. Hasil uji anova juga memperlihatkan output yang sama yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah dividen diumumkan. Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan reaksi investor terhadap pengumuman dividen. Reaksi investor akan terlihat pada perbedaan volume perdagangan saham di seputar tanggal pengumuman dividen. Investor akan bereaksi jika suatu pengumuman mengandung informasi berharga (misalnya, 244



harga saham saat ini bisa memprediksi harga saham dimasa yang akan datang) dalam membuat keputusan, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan volume perdagangan saham (reaksi positif) atau terjadinya penurunan volume perdagangan saham (reaksi negatif) sesudah dividen diumumkan. Dengan menggunakan dua metode uji analisis yang berbeda, yaitu uji t dan uji anova tetapi didapatkan hasil yang sama. Maka dapatlah ditarik satu kesimpulan yang akurat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan setelah dividen diumumkan di BEI. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Watt (1976) (dalam Jogiyanto 2003: 422) yang menggunakan sampel sebanyak 310 perusahaan dalam periode 1946-1967 untuk menguji kandungan informasi dari dividen. Dengan menggunakan model ekspektasi dividen oleh Lintber, Watt menemukan nilai abnormal return yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Anggraeni (2006) yang meneliti reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap pengumuman dividen. Anggraeni menggunakan 45 sampel emiten manufaktur yang tercatat di BEI dengan kesimpulan bahwa pengumuman dividen kas tidak mempengaruhi volume perdagangan saham di pasar modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nurhajijah (2006) yang meneliti tentang “Pengaruh volume perdagangan saham terhadap laporan keuangan yang telah diaudit”. Menunjukkan bahwa publikasi laporan tahunan yang telah diaudit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan saham, hasil tersebut didasarkan pada tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham diseputar publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Hasil penelitian ini menemukan bahwa volume perdagangan saham sebelum dan setelah dividen diumumkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan baik berupa kenaikan volume maupun penurunan volume perdagangan saham. Hal ini bisa disebabkan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA



Analisis Volume Perdagangan Saham Perbankan yang Mengumumkan Dividen...



adanya insider trading yang menyebabkan informasi hanya diterima oleh sebagian investor saja dan juga karena Pasar Modal Indonesia berada dalam posisi efisiensi bentuk lemah (www.strategika.wordpress.com) dimana informasi yang tersedia untuk publik sangat minim, sehingga tidak ada referensi bagi investor dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual saham tertentu di pasar modal. KESIMPULAN Berdasarkan analisa Trading Volume Activity menggunakan uji t beda dua rata-rata dan Uji Anova. Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah dividen diumumkan. Ini dilihat dari t hitung (-1,106) < t tabel (2,064) dan nilai
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signifikannya 0,28 > nilai α 0,05. Pengumuman dividen tidak mempengaruhi volume perdagangan saham artinya pengumuman dividen tidak mengandung informasi yang berharga bagi investor dalam membuat keputusan investasi di pasar modal. SARAN Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sample LQ 45 karena LQ 45 tergolong unggulan di Pasar Modal Indonesia sehingga dapat memperkaya hasil penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya meneliti perbedaan TVA sebelum dan sesudah event tetapi juga meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TVA. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam investasi di pasar modal.
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Analisis Perencanaan Regional Pasca Gempa di Kabupaten Bantul



Bantul district located of the province of Yogyakarta special region. Bantul district consists of 17 district namely Kasihan, Jetis, Srandakan, Bambanglipuro, Kretek, Piyungan, Pundong, Dlingo, Bantul, Banguntapan, Sewon, Sedayu, Sanden, Pleret, Pajangan, Pandak, and Imogiri. Bantul consists of 75 villages and 933 hamlets. Earthquake in Bantul on 27 May 2006 has resulted in major changes in the various sectors of society. So there is a discrepancy some planning assumptions that have been set. Then prepared a development strategy as a step adjustment. In tackling the problems of post- earthquake, Bantul have a common strategy. This general strategy aimed to carry out development in Bantul. It is poured into a long term development plans and district Bantul 2006-2025, medium term development plan of the district bantul 2005-2010. Long term development plan is to realize the district, the physical and spiritual prosperity based on faith and piety to god the almighty one, realizing the goverment and a democratic society. Srategic steps undertaken by bantul is (1) determining priority handling, (2) setting measureable goals, clear and realistic, (3) improvement, equity, employment expansion and strengthening private sector development by promoting the role and potential of locally based community, participation and mutual assistance, (4) sectoral policies accelerate recovery of economic, social and cultural impact of the disaster and to realize the local government and comunity resilience in the face of disaster risks, (5) spasial policy. Steps taken by the government is more focused on poverty. Poverty is expected to fall and employment increase. The county welfare bantul will increase after the earthquake.
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LATAR BELAKANG Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbatasan dengan, sebelah utara dengan kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah timur dengan kabupaten Gunung Kidul serta sebelah barat dengan kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 Km2 (15,90 persen dari Luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan topografi sebagai dataran rendah 40 persen dan lebih dari separonya (60 persen) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara administrasi, daerah pemerintahan daerah Kabupaten Bantul saat ini terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kasihan, Jetis, Srandakan, Bambanglipuro, Kretek, Piyungan, Pundong, Dlingo, Bantul, Banguntapan, Sewon, Sedayu, Sanden, Pleret, Pajangan, Pandak, dan Imogiri. Kabupaten Bantul juga terdiri dari 75 Desa, dan 933 Dusun. Berdasarkan data registrasi penduduk akhir Tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 831.657 jiwa. Dengan luas wilayah 506,85 km2, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2007 adalah 1.641 jiwa per km2 Visi dari Kabupaten Bantul adalah Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, Dan Agamis. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan misi. Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Adapun misi Kabupaten Bantul adalah : 1. Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasar248



kan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. 3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum. 4. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. ANALISIS PERENCANAAN REGIONAL PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL Struktur perekonomian Kabupaten Bantul periode 2000-2007, masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) (lihat tabel 1). Ketiga sektor ini memiliki kontribusi rata-rata 64,64 persen dalam pembentukan PDRB selama tahun 2000-2007. Tahun 2007 pertanian memberikan sumbangan 24,31 persen, sektor industri pengolahan sebesar 16,88 persen, dan PHR sebesar 19,12 persen. Pada tahun 2000, lapangan usaha yang memberikan sumbangan signifikan kepada PDRB Kabupaten Bantul adalah pertanian sebesar 26,60%, industri pengolahan sebesar 20,79%; perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 17,97%, dan jasajasa sebesar 12,79% (lihat tabel 1). Pada tahun 2007 sumbangan keempat sektor di atas masih tetap dominan, dan terlihat selalu terjadi trend pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 24,31% (turun 2,29%) industri pengolahan sebesar 16,88% (turun 3,91%), perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,12% (naik 1,33%), dan jasa-jasa sebesar 13,14% (naik 0,35%). Pertumbuhan PDRB per kapita selama tujuh tahun terakhir berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,32 persen. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar JURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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Tabel 1 Struktur Perekonomian Kabupaten Bantul: PDRB riil dengan dan tanpa Minyak dan Gas, tahun 2000-2007 berdasarkan harga konstan 2000 (dalam persen) Tahun



Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan &Komunikasi Persewaan keuangan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB



2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



26.60 1.13 20.79 0.66 8.22 17.97 6.60



26.48 1.18 20.53 0.73 8.10 18.25 6.53



25.78 1.19 20.47 0.75 8.11 18.44 6.60



25.15 1.18 20.33 0.77 8.16 18.53 6.67



24.80 1.06 20.29 0.86 8.32 18.81 6.65



24.48 1.01 19.93 0.90 8.54 18.95 6.88



24.69 1.03 17.22 0.82 11.57 18.92 6.65



24.31 1.02 16.88 0.85 11.99 19.12 6.81



5.24



5.26



5.57



5.93



6.06



6.34



5.86



5.87



12.79 100



12.94 100



13.08 100



13.28 100



13.17 100



12.98 100



13.23 100



13.14 100



Sumber: Data diolah dari Kuncoro & Bantul dalam Angka 2008



Tabel 2 Sektor Unggulan Kabupaten Bantul tahun 2000-2007 (Hasil Perhitungan Analisis LQ) Tahun



Sektor



2000



Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan &Komunikasi Persewaan keuangan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



1.29 1.29 1.31 0.90 1.17 0.91 0.76



1.29 1.36 1.32 0.92 1.14 0.93 0.75



1.29 1.43 1.32 0.87 1.12 0.93 0.74



1.30 1.48 1.31 0.88 1.09 0.92 0.73



1.31 1.41 1.32 0.96 1.07 0.93 0.69



1.30 1.40 1.37 0.99 1.03 0.93 0.70



1.31 1.43 1.22 0.94 1.28 0.93 0.66



1.33 1.34 1.22 0.94 1.27 0.93 0.66



0.61



0.61



0.63



0.66



0.67



0.66



0.65



0.63



0.71



0.72



0.73



0.75



0.76



0.77



0.78



0.78



Sumber: Data diolah dari Kuncoro & Bantul dalam Angka 2008



Tabel 3 PDRB dengan dan tanpa MiGas, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk dan Pertumbuh Ekonomi tahun 2001-2007 berdasarkan harga konstan 2000 (dalam persen) Tahun



Populasi (ribu orang)



Pertambahan penduduk (tahun)



PDRB



PDRB Per Kapita (rupiah)



Pertumbuhan Ekonomi (persen)



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



796,888 812,989 829,366 846,022 862,961 879,825 831,657



2 2 2 2 2 2 -5



2,681,328 2,800,955 2,932,376 3,080,313 3,234,172 3,299,646 3,448,950



3,364,749.36 3,445,255.53 3,535,683.58 3,640,937.02 3,747,761.49 3,750,343.53 4,147,082.27



4 4 5 5 5 2 5



Sumber: Data diolah dari Kuncoro & Bantul dalam Angka 2008
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10,58 persen. Namun demikian, Kabupaten Bantul memiliki PDRB per kapita relatif rendah (3,84 juta) dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya (Kota Yogyakarta (10,58 juta), Kabupaten Sleman (5,41 juta), Gunung Kidul (4,29 juta), Kulon Progo (4,23juta) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode 2000-2004 hampir rerata sektor mengalami peningkatan meski dalam persentase yang kecil. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi tahunan yang terus meningkat. Namun demikian di tahun 2005 pertumbuhan mulai menurun dengan puncak penurunan di tahun 2006 sebesar 2,02 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya bencana alam gempa bumi pada bulan 27 Mei 2006. Determinan penurunan pertumbuhan ini diakibatkan oleh penurunan kontribusi sektor industri pengolahan yang sangat tajam.



Pundong, Sewon, Piyungan, Imogiri, dan Banguntapan. Kategori kedua adalah tingkat kerusakan sedang (1000-5000 unit rumah). Kategori ini meliputi Kecamatan Kretek, Bantul, Pandak, Kasihan, Pajangan, dan Dlingo. Kategori ketiga adalah tingkat relatif aman (


Banyak permasalahan yang terjadi pasca gempa. Permasalahan tersebut mencakup hampir di semua bidang, seperti perekonomian, sosial budaya, dan sarana prasarana. Dalam bidang perekonomian yang menjadi permasalahan adalah ketimpangan antarwilayah kecamatan bagian selatan dan utara. Tingginya persentase alih fungsi lahan, dari lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan permukiman dan lain-lain. Jika tidak segera ditangani kemudian hari akan mengancam persediaan bahan pangan dan juga potensi timbulnya konflik pemanfaatan ruang. Belum optimalnya pengelolaan obyek wisata, khususnya pasca gempa. Dalam bidang sosial budaya yang menjadi permasalahan adalah migrasi penduduk ke daerah lain, hal ini menunjukkan masyarakat tidak lagi dapat menggantungkan hidupnya di daerah sendiri dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Sedangkan dalam sarana prasarana secara umum, tingkat kerusakan akibat gempa dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah tingkat kerusakan parah (>5000 unit rumah). Kategori ini meliputi Kecamatan Pleret, Jetis, Bambanglipuro,



Strategis dalam Menanggulangi Permasalahan Pasca Gempa Bencana alam gempa bumi di Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006, telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sehingga dipastikan akan terjadi ketidaksesuaian beberapa asumsi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karenanya kemudian perlu disusun strategi pembangunan sebagai langkah penyesuaian (adjustment process). Perubahan dokumen perencanaan (RPJMD) dapat dilihat melalui Peraturan Daerah No. 25 tahun 2008 tentang (PRJMD) perubahan atas perda no 15 tahun 2005 tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2006-2010. Perubahan Misi, penambahan poin terkait dengan rekonstruksi & rehabilitasi pascagempa ”Mempercepat pemulihan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal berwawasan lingkungan yang tangguh pasca gempa bumi 27 Mei 2006 serta mewujudkan ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Penambahan nilai Tanggap
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Gambar. 2 Bantul Analisis Perencanaan Regional Pasca Gempa di Kabupaten Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2001-2007 menurut harga konstan 2000 (dalam pesen)



Sumber: Data diolah dari Kuncoro & Bantul dalam Angka 2008



Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2001-2007 menurut harga konstan 2000 (dalam pesen) SEKTOR Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Persewaan, Keuangan, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB



2001 3.26 8.21 2.47 14.09 2.20 5.39 2.76



2002 1.72 5.41 4.14 7.93 4.61 5.51 5.54



2003 2.11 3.96 3.99 6.76 5.37 5.22 5.80



Tahun 2004 3.58 -6.06 4.80 18.18 7.00 6.63 4.64



2005 3.63 0.81 3.15 9.21 7.79 5.79 8.67



2006 2.92 3.71 -11.87 -6.46 38.34 1.84 -1.30



2007 2.92 3.01 2.51 7.99 8.32 5.64 6.96



4.03 4.98 3.74



10.74 5.63 4.46



11.33 6.27 4.69



7.44 4.15 5.04



9.86 3.46 4.99



-5.74 4.05 2.02



4.71 3.82 4.52



Sumber: Data diolah dari Kuncoro & Bantul dalam Angka 2008



Gambar. 4 PDRB Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2007 menurut harga konstan 2000 (dalam rupiah)
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bencana dalam perencanaan dan pembangunan. Proses perencanaan dan pembangunan di Bantul berbasis pada pengurangan risiko bencana (PRB). Dalam menanggulangi permasalahan pasca gempa, Kabupaten Bantul mempunyai strategi umum. Strategi umum ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam mencapai tujuan pembangunan, Kabupaten Bantul menetapkan strategi yang meliputi: 1. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 2. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. 3. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Penguatan kapasitas keuangan daerah. 5. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat. 6. Penguatan reformasi kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. 7. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja. 8. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan. 9. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian. 10. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru. 11. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian. 12. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan, 13. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. 14. Penguatan kebijakan penanggulangan risiko bencana. 15. Keempatbelas langkah penguatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan/pengurangan risiko bencana. Strategi umum ini juga dituangkan di 252



dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 20052010. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten Bantul adalah Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sejahtera Lahir dan Batin Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Mewujudkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis. Adapun langkah-langkah strategis Bantul adalah sebagai berikut : 1. Penentuan skala prioritas penanganan masalah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan terdapat empat prioritas utama yaitu, program peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), pengentasan kemiskinan (database kemiskinan, pengurangan beban KK miskin, dan pemberdayaan), pertanian secara utuh, kerajinan (khususnya industri kecil), dan pasar tradisional sebagai prioritas utama. Di mana Sedangkan aspek kelestarian alam, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pengurangan risiko bencana akan diupayakan masuk dalam setiap gerak langkah pembangunan yang akan dilaksanakan. 2. Penetapan target yang terukur, jelas, dan realistis. 3. Peningkatan, pemerataan, perluasan lapangan kerja, dan penguatan pembangunan dengan mengedepankan peran swasta dan masyarakat (community based development, equity and employment) yang memiliki ciri pro growth, pro job dan pro poor, berbasis potensi lokal, partisipatif dan gotong royong. 4. Kebijakan sektoral mempercepat pemulihan kondisi ekonomi, sosial dan budayan dari dampak bencana serta mewujudkan ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. 5. Kebijakan spasial a. Pengembangan kluster bagi pengemJURNAL EKONOMIKA INDONESIA
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bangan bisnis di daerah. b. pengembangan kota-desa, dengan mengembangkan keterkaitan desakota (rural-urban linkage) dan jejaring antarkota (network cities). c. diperlukan big push dan catching-up bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Penyediaan akses infrastruktur dan keberpihakan kebijakan. d. Revitalisasi RUTR. Zoning wilayah dengan pendekatan perencanaan darurat (tanggap bencana). Kawasan Agrobisnis Sedayu, Kawasan Sub Urban, Kawasan Industrial Estate, Kawasan CBD-Pusat Pemerintahan, Kawasan Pertanian Modern, Kawasan Wisata Kultural, dan Kawasan Pantai. Disamping adanya langkah strategis, pemerintah juga membenahi Kabupaten Bantul dengan menyusun rencana tata ruang wilayah. Secara garis besar arah pengembangan dan pembangunan daerah mengacu pada RTRW Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi enam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) (Perda No. 01 tahun 1994), yaitu: 1. Satuan Wilayah Pengembangan I : Kecamatan Sedayu, Pajangan, dan sebagian Kec. Kasihan (Desa Bangunjiwo) Pembangunan untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah, industri, dan permukiman (kota baru). 2. Satuan Wilayah Pengembangan II : Kecamatan Kasihan, Sewon, dan Banguntapan Pembangunan untuk pengembangan kawasan permukiman dan pelayanan yang berorientasi perkotaan. 3. Satuan Wilayah Pengembangan III : Kecamatan Piyungan Pembangunan untuk pengembangan kawasan industri dan pertanian lahan basah. 4. Satuan Wilayah Pengembangan IV : Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Pembangunan untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah, permukiman, peternakan, perikanan, dan wisata. 5. Satuan Wilayah Pengembangan V : KeVolume 1, Nomor 2, Desember 2012



camatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Pundong, dan Pleret. Satuan Wilayah Pengembangan V dipusatkan di Kota Bantul. Pembangunan untuk pengembangan kawasan industri, permukiman, pertanian lahan basah, dan wisata alam. 6. Satuan Wilayah Pengembangan VI : Kecamatan Imogiri dan Dlingo Pembangunan untuk pengembangan budi daya pertanian dan hutan lindung bawahan. Target pembangunan Kabupaten Bantul pasca bencana gempa lebih difokuskan kepada kemiskinan. Kemiskinan diharapkan turun dan kesempatan kerja meningkat, dengan tolok ukur: 1. Kemiskinan turun dari 28,90% pada tahun 2007 menjadi 21,90% pada tahun 2010 2. Pengangguran turun dari 8,54% pada tahun 2007 menjadi 7,42% pada tahun 2010 3. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,39% pada tahun 2007 menjadi 5,03% tahun 2010. 4. Investasi meningkat dari Rp600 milyar tahun 2007 menjadi Rp905 milyar tahun 2010. 5. PDRB meningkat dari Rp3.481 milyar tahun 2007 menjadi Rp4.060 milyar tahun 2010. 6. Pendapatan Asli Daerah naik dari Rp 42,777 milyartahun 2007 menjadi Rp52,949 milyar tahun 2010. Asumsi dasar yang digunakan dalam membuat prediksi kondisi makro ekonomi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Kondisi ekonomi stabil; 2. Tidak terjadi bencana besar; 3. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 0,8%; 4. Laju inflasi antara 10-15%; 5. Tidak ada kemiskinan baru. Perencanaan Darurat (emergency Planning) adalah salah satu program dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun Kabupaten Bantul pasca gempa dan antisipasi 253
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ketika bencana kembali terjadi. Perencanaan tidak hanya bersifat menciptakan hal baru (progress), namun juga harus bersifat antisipatif, seperti munculnya bencana yang unpredictable. Sehingga menjadi penting pertimbangan darurat dalam perencanaan. Menurut Radjiman perencanaan darurat (emergency planning) dalam konteks pembangunan daerah didefinisikan sebagai aksiaksi yang diambil daerah untuk melindungi masyarakatnya dan aset-aset daerah, dari ancaman yang tercipta oleh kemungkinan bencana alam (natural disaster) dan bencana buatan manusia (man made disaster). Langkah utama yang meski dilakukan pemerintah daerah adalah membuat peta pemetaan daerah rawan bencana maupun pemetaan tingkat resiko bencana. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah perlunya revitalisasi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah setempat. Semua itu terangkum dalam pola manajemen bencana terpadu. Revitalisai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dimaksudkan adalah pembuatan model penataan ruang wilayah tanggap bencana. Tentunya didasarkan pada daya dukung lingkungan baik dari kondisi geografis, geologis, dan faktor pendukung lainnya. Kabupaten Bantul telah menjadikan konsep ini menjadi strategi utamanya. Hal ini terlihat dari dimasukkannya variabel bencana dalam penyusunan dokumen perencanaan. Penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang memperhatikan mitigasi bencana terealisir 80%. Dalam kaitannya dengan bencana alam, ada 10 prinsip aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur publik maupun infrastruktur perorangan/ warga, khususnya permukiman. Adapun untuk zonasi rawan bencana, Kab. Bantul telah melakukan hal-hal berikut: 1. Menyusun perencanaan kawasan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan zona rawan bencana, yang menjadi prioritas utama adalah kecamatan Jetis (tipologi 5). 254



2. Perencanaan kawasan perumahan dan permukiman memperhatikan konstruksi bangunan dan aturan tata bangunan (GSB, KDB, KDH); 3. Perencanaan kawasan perumahan dan permukiman memperhatikan kawasan rawan bencana dan memperhatikan letak serta kondisi fisik wilayah perencanaan; 4. Adanya zonasi (letak sesar) serta kriteria kawasan dengan jenis bangunan: - 0 s/d 100 m →kawasan permukiman dengan rumah tahan gempa - 100 s/d 500 m → kawasan permukiman dengan rumah semi permanen tahan gempa - >500 m → kawasan permukiman dengan rumah permanen tahan gempa. Dengan adanya konsep perencanaan penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman maka penanggulangan bencana pasca gempa dapat terlaksanakan. Program ini tentu saja bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya bencana gempa kembali. KESIMPULAN Bencana alam merupakan permasalahan yang datang tiba-tiba tanpa bisa memastikan kapan bencana alam tersebut datang. Oleh sebab itu diperlukan suatu rencana dalam mengatasi bencana yang akan datang dan rencana pemulihan setelah bencana alam terjadi. Banyak permasalahan yang terjadi pasca gempa. Permasalahan tersebut mencakup hampir di semua bidang, seperti perekonomian, sosial budaya, dan sarana prasarana. Tingginya persentase alih fungsi lahan, dari lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan permukiman dan lain-lain, belum optimalnya pengelolaan obyek wisata, khususnya pasca gempa. Jika tidak segera ditangani kemudian hari akan mengancam persediaan bahan pangan dan juga potensi timbulnya konflik pemanfaatan ruang, karenanya kemudian perlu disusun strategi pembangunan sebagai langkah penyesuaian (adjustment process). JURNAL EKONOMIKA INDONESIA



Analisis Perencanaan Regional Pasca Gempa di Kabupaten Bantul



Dalam menanggulangi permasalahan pasca gempa, Kabupaten Bantul mempunyai strategi umum. Strategi umum ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul. Strategi umum ini juga dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2005-2010. Rencana Pembangunan Jangka Panjang kabupaten Bantul adalah Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sejahtera Lahir dan Batin Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Mewujudkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis. Langkah-langkah strategis Bantul adalah sebagai berikut; (1) Penentuan skala prioritas penanganan masalah, (2) Penetapan target yang terukur, jelas, dan realistis, (3) Pen-
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ingkatan, pemerataan, perluasan lapangan kerja, dan penguatan pembangunan dengan mengedepankan peran swasta dan masyarakat (community based development, equity and employment)” yang memiliki ciri pro growth, pro job dan pro poor, berbasis potensi lokal, partisipatif dan gotong royong, (4) Kebijakan sektoral mempercepat pemulihan kondisi ekonomi, sosial dan budayan dari dampak bencana serta mewujudkan ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, (5) Kebijakan spasial, Dari semua langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, lebih difokuskan kepada kemiskinan. Kemiskinan diharapkan turun dan kesempatan kerja meningkat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat kabupaten Bantul akan meningkat setelah pasca gempa.
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